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MOTTO 
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ABSTRAK 

 

Pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan 

operasional perusahaan, terutama pada sektor migas yang memiliki rantai pasok 

kompleks serta risiko lingkungan, sosial, dan keselamatan kerja yang tinggi. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesesuaian implementasi Sustainable 

Procurement di PT Pertamina berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) ISO 

20400:2017 Klausul 7 dengan menggunakan Sustainability Report PT Pertamina tahun 

2024 sebagai sumber data utama. Metode yang digunakan adalah content analysis dengan 

bantuan NVivo 15 untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan pengungkapan sesuai 

enam kategori Klausul 7 ISO 20400:2017. Selanjutnya, dilakukan penilaian 

menggunakan scoring disclosure dan substansi, validasi oleh expert, analisis akar 

masalah menggunakan fishbone diagram, serta penyusunan rekomendasi perbaikan 

berbasis best practice ASCM SCOR 14. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi Sustainable Procurement PT Pertamina telah tergambar dalam 

Sustainability Report, tetapi belum merata pada seluruh kategori. Nilai substansi tertinggi 

terdapat pada kategori Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke dalam Spesifikasi 

sebesar 87% dan Memilih Pemasok sebesar 83%. Sementara itu, kategori Membangun 

dari Proses yang Sudah Ada memperoleh 67%, Perencanaan 61%, Mengelola Kontrak 

57%, dan Meninjau serta Mempelajari Kontrak 0%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

pengungkapan Sustainable Procurement PT Pertamina paling kuat pada tahap spesifikasi 

dan pemilihan pemasok, sedangkan aspek perencanaan, integrasi sistem, pengelolaan 

kontrak, dan evaluasi pasca kontrak masih perlu diperkuat. Rekomendasi perbaikan yang 

diberikan meliputi penyusunan SOP teknis Sustainable Procurement dalam OP2P, 

Sustainable Procurement planning sheet, template spesifikasi keberlanjutan, checklist 

evaluasi pemasok berbasis risiko, lembar monitoring kontrak, serta form evaluasi akhir 

kontrak dan lesson learned. 

Kata kunci: Sustainable Procurement, ISO 20400:2017, Sustainability Report, Content 

Analysis, PT Pertamina, ASCM SCOR 14. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, sehingga sektor 

pertambangan menjadi salah satu sektor strategis dalam mendukung pembangunan 

nasional. Sektor pertambangan mencakup berbagai komoditas, seperti batu bara, mineral 

logam, mineral bukan logam, panas bumi, serta minyak dan gas bumi. Di antara 

komoditas tersebut, minyak dan gas bumi atau migas memiliki peran penting karena 

berkaitan langsung dengan penyediaan energi, aktivitas industri, penerimaan negara, dan 

kebutuhan masyarakat. Industri migas juga memiliki karakteristik operasional yang 

kompleks karena mencakup kegiatan hulu hingga hilir, mulai dari eksplorasi, produksi, 

pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga pemasaran produk energi. Kompleksitas 

tersebut menyebabkan industri migas membutuhkan dukungan pengadaan barang dan 

jasa yang terstruktur agar kegiatan operasional dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.  

Hasan et al (2024) menjelaskan bahwa sektor oil and gas memiliki rantai pasok yang 

kompleks dan perlu diarahkan pada praktik keberlanjutan karena aktivitasnya berkaitan 

dengan penggunaan sumber daya, dampak lingkungan, dan efisiensi operasional. 

 PT Pertamina (Persero) merupakan perusahaan energi nasional yang memiliki 

peran penting dalam mendukung ketahanan energi Indonesia. Secara umum, kegiatan 

bisnis Pertamina mencakup berbagai aktivitas energi, mulai dari pengelolaan hulu migas, 

pengolahan, distribusi, pemasaran produk energi, gas, logistik, hingga pengembangan 

energi baru dan terbarukan. Luasnya kegiatan bisnis tersebut menyebabkan Pertamina 

membutuhkan proses pengadaan barang dan jasa yang terencana, terstruktur, dan mampu 

mendukung kelancaran operasional perusahaan. Pengadaan barang dan jasa dalam 

perusahaan energi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan operasional, 

tetapi juga berhubungan dengan kualitas, biaya, waktu, keselamatan kerja, kepatuhan, 

serta keberlanjutan rantai pasok. 

 Sebagai perusahaan energi nasional yang memiliki aktivitas bisnis terintegrasi 

dari sektor hulu hingga hilir, PT Pertamina mengelola proses pengadaan barang dan jasa 
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dengan tingkat kompleksitas yang tinggi karena melibatkan berbagai jenis kebutuhan 

operasional, banyak penyedia barang dan jasa, serta rantai pasok yang luas. Menurut 

Alhammadi et al. (2023), kompleksitas pengadaan pada industri minyak dan gas 

menuntut perusahaan untuk tidak hanya mengelola efisiensi operasional, tetapi juga 

mampu mengintegrasikan aspek keberlanjutan dan pengelolaan risiko ke dalam proses 

pengadaan. Sejalan dengan kondisi tersebut, PT Pertamina masih menghadapi tantangan 

dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan secara konsisten pada seluruh tahapan 

pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut tertulis dalam Sustainability Report PT 

Pertamina Tahun 2024 yang menunjukkan bahwa perusahaan masih melakukan berbagai 

penguatan tata kelola pengadaan, antara lain melalui penyempurnaan mekanisme 

pengelolaan pemasok, peningkatan pengawasan terhadap proses pengadaan, serta 

pengembangan sistem pengadaan yang lebih terintegrasi untuk mendukung keberlanjutan 

rantai pasok. Selain itu, laporan tersebut juga menunjukkan bahwa asesmen lingkungan 

dan sosial baru diterapkan kepada 105 pemasok baru atau sekitar 2,8% dari total pemasok 

baru pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa integrasi aspek keberlanjutan 

dalam proses pengadaan telah mulai diterapkan, namun implementasinya masih terus 

dikembangkan agar dapat menjangkau lebih banyak pemasok dan seluruh tahapan 

pengadaan.  

 Secara umum, proses pengadaan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari 

identifikasi kebutuhan, perencanaan pengadaan, pemilihan metode pengadaan, pemilihan 

penyedia, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, pelaksanaan kontrak, hingga 

evaluasi kinerja penyedia. Dalam perusahaan besar seperti Pertamina, proses ini perlu 

dikelola secara terencana agar barang dan jasa yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan, 

biaya, waktu, kualitas, dan standar keselamatan kerja. Seiring meningkatnya tuntutan 

keberlanjutan, pengadaan tidak lagi cukup apabila hanya berfokus pada harga, kualitas, 

dan ketepatan waktu, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, 

sosial, tata kelola, etika, keselamatan kerja, dan risiko rantai pasok. Pendekatan ini 

dikenal sebagai Sustainable Procurement, yaitu pengadaan yang mempertimbangkan 

dampak jangka panjang dari setiap keputusan pengadaan, mulai dari penentuan 

kebutuhan, pemilihan pemasok, penyusunan spesifikasi, pelaksanaan kontrak, hingga 

evaluasi kinerja penyedia. Pada industri migas, penerapan Sustainable Procurement 
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menjadi semakin penting karena sektor ini memiliki risiko operasional, lingkungan, 

sosial, dan rantai pasok yang tinggi, serta masih bergantung pada sumber daya tidak 

terbarukan berupa minyak bumi dan gas alam. Dalam kondisi tersebut, Sustainable 

Procurement dapat membantu perusahaan memilih pemasok yang memenuhi kriteria 

keberlanjutan, menggunakan material dan teknologi yang lebih efisien, memperkuat 

aspek keselamatan dan lingkungan dalam kontrak, serta mengurangi risiko rantai pasok. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Okeke (2024) menekankan bahwa keberlanjutan 

dalam industri oil and gas perlu dilihat dalam hubungan dengan supply chain management 

karena industri ini menghadapi tekanan regulasi, tuntutan pemangku kepentingan, serta 

risiko sosial dan lingkungan yang besar.  

 Beberapa penelitian terdahulu telah menggunakan Sustainability Report dan 

metode content analysis untuk menilai pengungkapan keberlanjutan perusahaan. 

Kurniawati & Michelle (2025) menjelaskan bahwa sustainability reporting semakin 

penting karena pemangku kepentingan membutuhkan informasi mengenai kinerja 

keberlanjutan perusahaan, serta menggunakan content analysis untuk mengevaluasi 

transparansi pengungkapan dalam Sustainability Report. Untuk menganalisis penerapan 

Sustainable Procurement berdasarkan ISO 20400:2017, penelitian ini menggunakan 

metode content analysis. Metode ini digunakan karena data utama penelitian bersumber 

dari Sustainability Report PT Pertamina, sehingga informasi yang dianalisis berupa teks, 

kebijakan, program, strategi, dan pengungkapan perusahaan. Content analysis membantu 

peneliti dalam mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menilai isi dokumen berdasarkan 

indikator yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, content analysis digunakan untuk 

menelusuri informasi yang berkaitan dengan klausul ISO 20400:2017. Informasi tersebut 

kemudian dikodekan dan dikelompokkan sesuai indikator, sehingga peneliti dapat 

mengetahui bagian yang telah sesuai dengan prinsip Sustainable Procurement dan bagian 

yang masih memiliki gap. Penelitian yang dilakukanKassier (2024) juga menggunakan 

qualitative content analysis untuk menilai laporan keberlanjutan perusahaan, sehingga 

metode ini relevan digunakan dalam penelitian yang berbasis dokumen sustainability 

report. Urgensi penggunaan ISO 20400:2017 dalam penelitian ini terletak pada 

kebutuhan untuk memperjelas penilaian Sustainable Procurement yang belum dapat 

dilihat secara mendalam apabila hanya menggunakan Sustainability Report berbasis GRI. 
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Dengan kata lain, GRI dapat membantu melihat sejauh mana perusahaan mengungkapkan 

informasi keberlanjutan, sedangkan ISO 20400:2017 dapat membantu menilai apakah 

informasi tersebut telah menunjukkan penerapan Sustainable Procurement secara lebih 

terarah. Dari penelitian yang dilakukan oleh Aroonsrimorakot & Laiphrakpam (2024) 

menjelaskan bahwa ISO 20400 disusun untuk memberikan arahan dalam 

mengintegrasikan isu keberlanjutan ke dalam proses, strategi, dan kebijakan pengadaan 

organisasi. 

 Dalam proses pengolahan data, penelitian ini menggunakan NVivo untuk 

membantu pengkodean data agar analisis Sustainability Report dapat dilakukan secara 

lebih terstruktur. Hasil pengkodean kemudian dikaitkan dengan pendekatan SCOR untuk 

melihat hubungan antara indikator Sustainable Procurement dengan proses rantai pasok 

perusahaan, seperti Plan, Source, Make, Deliver, Return, dan Enable. Selanjutnya, gap 

yang ditemukan menjadi dasar penyusunan rekomendasi improvement menggunakan 

pendekatan best practice, seperti penguatan kebijakan pengadaan berkelanjutan, integrasi 

kriteria keberlanjutan dalam evaluasi pemasok, peningkatan kompetensi SDM 

pengadaan, penguatan klausul keberlanjutan dalam kontrak, serta pemanfaatan sistem 

digital untuk meningkatkan transparansi pengadaan. Schiffini et al (2025) menjelaskan 

bahwa sustainable e-procurement dapat mendukung pengadaan melalui digitalisasi 

proses, transparansi, dan pengelolaan informasi yang lebih baik, sehingga dapat menjadi 

salah satu pendukung dalam penerapan pengadaan berkelanjutan. 

 Dalam struktur perekonomian Indonesia, sektor minyak dan gas juga masih 

menjadi salah satu sektor yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB. 

PDB merupakan indikator utama yang digunakan untuk menggambarkan kinerja 

perekonomian suatu negara karena menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan oleh 

berbagai sektor ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang digunakan dalam 

rancangan awal, pertumbuhan PDB pada pertambangan minyak, gas, dan panas bumi 

tahun 2025 mengalami perubahan pada setiap triwulan. Pada laju pertumbuhan kumulatif 

atau c-to-c tahun 2025, sektor pertambangan minyak, gas, dan panas bumi tercatat sebesar 

2,59 pada Triwulan I, 1,75 pada Triwulan II, dan 0,9 pada Triwulan III. Sementara itu, 

laju pertumbuhan triwulan berantai atau q-to-q sebesar -1,32 pada Triwulan I, 1,57 pada 

Triwulan II, dan 1,15 pada Triwulan III. Adapun laju pertumbuhan terhadap triwulan 
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yang sama tahun sebelumnya atau y-on-y tercatat sebesar 2,59 pada Triwulan I, 0,93 pada 

Triwulan II, dan -0,49 pada Triwulan III. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor migas 

masih memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional, meskipun pertumbuhannya 

mengalami fluktuasi. Oleh karena itu, pengelolaan sektor migas perlu didukung oleh 

proses operasional dan pengadaan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. 

 Dari penelitian ini penting dilakukan karena pengadaan barang dan jasa memiliki 

peran strategis dalam mendukung keberlanjutan operasional PT Pertamina. Sebagai 

perusahaan energi nasional, Pertamina tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan 

energi dan menjaga kinerja operasional, tetapi juga perlu memastikan bahwa proses 

pengadaannya memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, sosial, etika, tata kelola, dan 

keselamatan kerja. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi 

Sustainable Procurement berdasarkan ISO 20400:2017 dengan menggunakan 

Sustainability Report sebagai sumber data utama, content analysis sebagai metode 

analisis dokumen, serta best practice sebagai dasar penyusunan rekomendasi 

improvement. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai 

tingkat penerapan Sustainable Procurement di PT Pertamina serta rekomendasi perbaikan 

yang dapat mendukung proses pengadaan barang dan jasa yang lebih berkelanjutan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana impelementasi Sustainable Procurement di PT Pertamina dengan 

mengacu pada Key Performance Indicator ISO 20400 berdasarkan Sustainability 

Report? 

2. Usulan apa saja yang dapat diberikan untuk meningkatkan penerapan Sustainable 

Procurement di PT Pertamina ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berikut merupakan tujuan penelitian yang telah disusun untuk menjawab rumusan 

masalah yang telah ditetapkan, sebagai berikut: 
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1. Melakukan analisis tingkat kesesuaian impelementasi Sustainable Procurement di PT 

Pertamina dengan mengacu pada Key Performance Indicator ISO 20400 berdasarkan 

Sustainability Report. 

2. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kesesuaian implementasi 

Sustainable Procurement di PT Pertamina sesuai dengan Key Performance Indicator 

(KPI) yang menggunakan prinsip-prinsip ISO 20400. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian diatas, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan 

sebagai berikut: 

1.4.1 Bagi Peneliti 

1. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana praktik 

Sustainable Procurement diterapkan di lapangan serta mengevaluasi sejauh mana 

praktik tersebut sesuai dengan standar ISO 20400. 

2. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemampuan analisis 

terhadap data dan informasi kualitatif yang diperoleh dari laporan keberlanjutan 

perusahaan. 

1.4.2 Bagi Perusahaan 

1. Hasil penelitian yang didapatkan diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dalam 

mempertimbangkan perbaikan dan pengembangan praktik Sustainable Procurement 

di PT Pertamina . 

2. Perusahaan mendapatkan rekomendasi perbaikan peningkatan penerapan Sustainable 

Procurement sesuai dengan prinsip ISO 20400 sehingga dapat mendukung 

meningkatkan efisiensi operasional, kinerja pengadaan, dan komitmen perusahaan 

terhadap keberlanjutan. 

1.4.3 Bagi Pembaca 

1. Memberikan pemahaman dan wawasan mengenai konsep Sustainable Procurement 

serta mengevaluasi kesesuaian standar ISO 20400. 

2. Dapat menjadi referensi bagi pembaca untuk menyusun penelitian berikutnya yang 

berkaitan dengan pengadaan yang berkelanjutan. 

 



7 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan - batasan penelitian ini ditetapkan untuk memperjelas ruang lingkup dan menjaga 

fokus analisis. Adapun batasan - batasan penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan membahas mengenai Sustainable Procurement di PT 

Pertamina.  

2. Data – data yang digunakan pada penelitian yang dilakukan ini yaitu berdasarkan data 

Sustainability Report milik PT Pertamina 2024 dan sejenisnya. 

3. Kriteria evaluasi yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan prinsip dan 

kerangka ISO 20400:2017 pada klausul 7.  

 

 



8 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Literatur 

Kajian literatur adalah sebuah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis 

berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil dari kajian literatur 

dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi akademis untuk memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam dan komprehensif mengenai topik penelitian (Akbar & Shandi, 2021). 

Dengan demikian, kajian literatur berfungsi sebagai fondasi awal untuk memastikan 

penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan dan relevansi akademik. 

 Penerapan Sustainable Procurement dalam perusahaan banyak dikaji karena 

proses pengadaan memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pemasok, efisiensi 

biaya, kepatuhan, serta dampak keberlanjutan dari aktivitas operasional perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hinterhuber & Khan (2025) membahas Sustainable 

Procurement dari sisi perilaku dan kapabilitas profesional pengadaan. Penelitian tersebut 

menggunakan pendekatan perilaku organisasi untuk melihat kesiapan sumber daya 

manusia dalam mendukung pengadaan berkelanjutan. Fokus penelitiannya berkaitan 

dengan sikap, kesadaran, dan kemampuan pihak pengadaan. Penelitian tersebut masih 

relevan karena pelaksanaan Sustainable Procurement juga dipengaruhi oleh peran 

pelaksana pengadaan. Namun, penelitian ini tidak membahas perilaku individu, 

melainkan menilai penerapan Sustainable Procurement berdasarkan ISO 20400:2017 

melalui informasi dalam Sustainability Report PT Pertamina.  

 Beberapa penelitian lain membahas Sustainable Procurement melalui aspek 

pemilihan pemasok. Lou et al (2024) menggunakan metode Product Life Cycle Cost 

untuk membantu proses pemilihan pemasok dengan mempertimbangkan biaya sepanjang 

siklus hidup produk. Metode tersebut digunakan karena permasalahan dalam penelitian 

mereka berkaitan dengan keputusan pengadaan yang tidak cukup hanya 

mempertimbangkan harga awal, tetapi juga biaya jangka panjang dari barang yang dibeli. 

Saputro et al (2023) menggunakan metode AHP-TOPSIS dan goal programming untuk 

menentukan pemasok serta alokasi pesanan berdasarkan beberapa kriteria keberlanjutan. 

Penelitian tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah pemilihan pemasok yang 

melibatkan banyak kriteria, seperti biaya, kualitas, aspek sosial, dan lingkungan. Selain 
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itu, penelitian yang dilakukan oleh Menon & Ravi (2022) menggunakan metode AHP-

TOPSIS dalam pemilihan pemasok berkelanjutan pada rantai pasok industri elektronik. 

AHP digunakan untuk menentukan bobot kriteria, sedangkan TOPSIS digunakan untuk 

melakukan pemeringkatan alternatif pemasok. Penelitian tersebut mempertimbangkan 

aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan etika dalam proses pemilihan pemasok. 

Penelitian-penelitian tersebut masih berada dalam ruang lingkup Sustainable 

Procurement, tetapi lebih menekankan pada keputusan pemilihan pemasok. Sementara 

itu, penelitian ini tidak melakukan pemeringkatan pemasok, melainkan mengevaluasi 

kesesuaian penerapan Sustainable Procurement secara lebih luas berdasarkan ISO 

20400:2017. Kajian lain yang juga berhubungan dengan procurement menggunakan 

standar ISO selain ISO 20400. Penelitian yang dilakukan oleh İnan & Bağlan (2025) 

menggunakan ISO 14001:2015 dengan metode AHP dan PROMETHEE untuk menilai 

kinerja pengadaan berbasis lingkungan dan memilih pemasok yang paling sesuai. Standar 

dan metode tersebut digunakan karena masalah yang dihadapi berkaitan dengan 

bagaimana perusahaan dapat memilih pemasok yang memenuhi kriteria lingkungan. 

Chen & Wang, (2025) menggunakan ISO 14001 dan ISO 50001 sebagai indikator dalam 

pemilihan pemasok berkelanjutan, sedangkan Tronnebati et al (2024) menggunakan ISO 

14001 dengan metode Fuzzy AHP, Fuzzy TOPSIS, dan Fuzzy VIKOR untuk 

menyelesaikan masalah pemilihan pemasok berdasarkan kriteria keberlanjutan. 

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa standar ISO dapat digunakan dalam 

proses pengadaan, khususnya untuk menilai pemasok dari sisi lingkungan dan energi. 

Namun, penelitian ini menggunakan ISO 20400:2017 karena fokusnya tidak hanya pada 

pemilihan pemasok, tetapi pada penerapan Sustainable Procurement dalam proses 

pengadaan secara menyeluruh. Penelitian mengenai Sustainable Procurement juga 

banyak dilakukan pada berbagai sektor industri. Agyapong et al (2024) meneliti 

penerapan Sustainable Procurement pada industri manufaktur makanan dengan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian tersebut digunakan untuk melihat pengaruh praktik 

pengadaan berkelanjutan terhadap kinerja perusahaan. Pada bidang logistik, penelitian 

pada perusahaan logistik di Salalah, Oman membahas pengaruh Sustainable Procurement 

terhadap kinerja rantai pasok, seperti efisiensi operasional, pengelolaan risiko, dan kinerja 

perusahaan. Kedua penelitian tersebut sama-sama membahas Sustainable Procurement, 
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tetapi fokusnya lebih diarahkan pada dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Penelitian 

ini memiliki arah yang berbeda karena tidak mengukur pengaruh Sustainable 

Procurement terhadap kinerja, tetapi menilai tingkat kesesuaian penerapannya 

berdasarkan ISO 20400:2017. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada PT Pertamina 

sebagai perusahaan migas, sehingga konteks pengadaannya berkaitan dengan kebutuhan 

material, teknologi, keselamatan kerja, risiko lingkungan, dan pemasok yang mendukung 

kegiatan operasional energi.  

 Barbanti et al (2022) meneliti Sustainable Procurement pada proses pemilihan 

pemasok di perusahaan manufaktur Brasil dengan menggunakan ISO 20400 sebagai dasar 

penyusunan kuesioner. Data dalam penelitian tersebut dianalisis menggunakan frequency 

analysis dan metode CRITIC untuk menilai tingkat penerapan praktik pengadaan 

berkelanjutan. Pada sektor logistik, penelitian pada perusahaan logistik di Salalah, Oman 

digunakan untuk melihat pengaruh Sustainable Procurement terhadap kinerja rantai 

pasok. Penelitian-penelitian tersebut relevan karena sama-sama membahas Sustainable 

Procurement pada sektor industri, tetapi penelitian ini berbeda karena berfokus pada 

penilaian kesesuaian penerapan Sustainable Procurement berdasarkan ISO 20400:2017 

pada PT Pertamina sebagai perusahaan migas. Penelitian yang secara langsung 

menggunakan ISO 20400 juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Souza et al (2025) 

menggunakan ISO 20400 untuk mengevaluasi penerapan Sustainable Procurement pada 

sektor layanan kesehatan. Penelitian tersebut digunakan untuk melihat bagaimana prinsip 

pengadaan berkelanjutan diterapkan dalam proses pengadaan organisasi layanan 

kesehatan. Charkaoui (2025) menggunakan ISO 20400 sebagai dasar penyusunan 

Sustainable Procurement Performance Index dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian 

tersebut digunakan untuk mengukur kinerja pengadaan berkelanjutan secara lebih 

terstruktur. Kedua penelitian tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan penelitian ini 

karena sama-sama menggunakan ISO 20400. Namun, penelitian ini menggunakan ISO 

20400:2017 untuk menganalisis Sustainability Report PT Pertamina melalui content 

analysis, sehingga hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi gap penerapan dan 

menyusun rekomendasi perbaikan.  

Penggunaan Sustainability Report dalam penelitian ini juga diarahkan secara 

khusus untuk menilai aspek pengadaan berkelanjutan. Kurniawati & Michelle (2025) 
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menggunakan content analysis untuk menganalisis pengungkapan keberlanjutan 

perusahaan. Penelitian tersebut relevan karena menunjukkan bahwa laporan 

keberlanjutan dapat digunakan sebagai sumber data untuk melihat informasi yang 

dilaporkan perusahaan. Namun, dalam penelitian ini, Sustainability Report tidak 

dianalisis secara umum, melainkan difokuskan pada informasi yang berkaitan dengan 

Sustainable Procurement berdasarkan indikator ISO 20400:2017. Dengan demikian, 

laporan keberlanjutan digunakan untuk melihat apakah kebijakan, praktik, dan komitmen 

pengadaan berkelanjutan telah tercermin dalam dokumen perusahaan.  

 Santos et al (2024) menggunakan pendekatan kualitatif melalui semi-structured 

interview untuk menganalisis faktor pendorong penerapan sustainable public 

procurement. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan bantuan NVivo agar 

proses pengelompokan tema dapat dilakukan secara lebih sistematis. Penelitian tersebut 

relevan karena menunjukkan bahwa NVivo dapat digunakan untuk membantu 

pengolahan data kualitatif dalam kajian pengadaan berkelanjutan. Namun, penelitian ini 

berbeda karena menggunakan content analysis dengan bantuan NVivo untuk mengolah 

informasi dalam Sustainability Report PT Pertamina berdasarkan ISO 20400:2017. 

Setelah gap penerapan pada Sustainable Procurement diketahui selanjutnya akan 

menyusun rekomendasi perbaikan menggunakan pendekatan best practice. Suci et al 

(2024) dan Kuruneri (2025) membahas praktik perbaikan dalam pengadaan 

berkelanjutan, seperti penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, 

transparansi proses pengadaan, dan penguatan sistem pengukuran kinerja. Penelitian 

tersebut digunakan sebagai pembanding karena sama-sama mengarah pada penyusunan 

perbaikan dalam pengadaan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, best practice disusun 

berdasarkan hasil content analysis ISO 20400:2017 dan pemetaan SCOR, sehingga 

rekomendasi yang diberikan lebih sesuai dengan gap yang ditemukan pada proses 

pengadaan PT Pertamina 
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State Of The Art 

Berdasarkan kajian literatur yang telah dijelaskan, penelitian mengenai Sustainable 

Procurement telah berkembang dengan berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan 

perilaku organisasi, pemilihan pemasok, pengukuran kinerja, hingga penggunaan standar 

ISO dalam proses pengadaan. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada 

pemilihan pemasok dan pengukuran kinerja dengan metode kuantitatif seperti AHP, 

TOPSIS, goal programming, Fuzzy AHP, Fuzzy TOPSIS, Fuzzy VIKOR, CRITIC, dan 

PROMETHEE. Selain itu, beberapa penelitian juga menggunakan standar ISO, seperti 

ISO 14001, ISO 50001, dan ISO 20400, untuk menilai aspek lingkungan, energi, serta 

praktik pengadaan berkelanjutan pada sektor manufaktur, elektronik, logistik, kesehatan, 

dan sektor publik. 

Namun, penelitian yang secara khusus mengevaluasi penerapan Sustainable 

Procurement pada sektor migas dengan menggunakan ISO 20400:2017 sebagai acuan 

utama masih terbatas, terutama yang menggunakan Sustainability Report sebagai sumber 

data utama. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menilai penerapan Sustainable 

Procurement di PT Pertamina berdasarkan klausul 7 ISO 20400:2017 melalui metode 

content analysis dengan bantuan NVivo. Hasil analisis tersebut digunakan untuk 

mengidentifikasi gap penerapan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rekomendasi 

perbaikan berbasis best practice dan pemetaan SCOR. Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam mendukung 

penguatan tata kelola pengadaan berkelanjutan pada sektor migas di Indonesia. 
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2.2 Landasan Teori  

Berikut merupakan landasan teori yang mendasari penelitian ini, landasan teori ini 

penting untuk memahami hubungan antara variabel yang diteliti dan memberikan dasar 

dalam menganalisis hasil penelitian. 

2.2.1 Sustainable Procurement 

Sustainable Procurement adalah proses pengadaan barang, jasa, dan pekerjaan yang 

memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbakan kemampuan generasi mendatang untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. Konsep ini mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial dan 

ekonomi dalam praktik pengadaan (Ogunsanya et al., 2022). Tujuan dari Sustainable 

Procurement adalah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial 

dan ekonomi melalui pemilihan barang dan jasa berkelanjutan. Dengan 

mempertimbangkan biaya jangka panjang, pemberdayaan sosial, serta pengurangan 

dampak lingkungan, sustainbale procurement bertujuan menciptakan keadilan sosial dan 

kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan (Buhori et al., 2024). 

2.2.2 ISO 20400 

ISO 20400 adalah standar internasional yang memberikan pedoman tentang pengadaan 

berkelanjutan. Tujuan utama dari ISO 20400 adalah membantu organisasi dalam 

mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam proses pengadaan mereka, dengan 

memperhitungkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi sepanjang siklus hidup 

produk atau jasa yang dibeli. Standar ini mendorong perusahaan untuk tidak hanya 

mempertimbangkan biaya dan kualitas, tetapi juga untuk memikirkan bagaimana 

keputusan pengadaan dapat mempengaruhi keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan 

sosial, dan manfaat ekonomi jangka panjang. ISO 20400 juga menyediakan kerangka 

kerja strategis yang membantu organisasi membangun dasar keberlanjuan mereka, 

memantau kinerja pengadaan berkelanjutan, serta mengelola risiko terkait keberlanjutan 

dan rantai pasokan (Adebayo et al., 2024). 

 Key Performance Indicator (KPI) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai 

sejauh mana suatu organisasi telah mencapai tujuannya. KPI sering diterapkan di berbagai 

sektor untuk menilai kinerja secara objektif dan efisiensi (Yuniar et al., 2024). Tujuan 

penggunaan Key Performance Indicator (KPI) adalah untuk mengukur dan menilai sejauh 
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mana suatu organisasi atau individu telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. KPI 

membantu organisasi dalam meningkatkan kinerja dengan memantau dan mengevaluasi 

berbagai aspek penting, seperti efisiensi operasional, kualitas produk atau layanan, serta 

kepuasan pelanggan. Selain itu, KPI juga berfungsi sebagai alat yang mendukung 

pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menyediakan data yang objektif dan 

relevan. KPI juga berfungsi untuk mengidentifikasi area yang kurang optimal dan 

membutuhkan perbaikan, sehingga tindakan yang tepat dapat segera diambil. Dengan 

menggunakan KPI, ssebuah organisasi dapat meningkatkan produktivitas, 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan memastikan bahwa semua kegiatan 

sesuai dengan tujuan dan strategi jangka panjang yang telah ditetapkan, yang pada 

akhirnya mendukung kesuksesan organisasi secara keseluruhan (Nurwahidah et al., 

2021). 

 KPI digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kesesuaian implementasi 

Sustainable Procurement berdasarkan ISO 20400:2017. KPI tersebut disusun 

berdasarkan Klausul 7 yang membahas integrasi keberlanjutan ke dalam proses 

pengadaan, mulai dari perencanaan, penetapan spesifikasi, pemilihan pemasok, 

pengelolaan kontrak, hingga evaluasi pembelajaran dari kontrak yang telah berjalan. 

Dengan pembagian klausul tersebut, KPI dalam penelitian ini digunakan untuk menilai 

bagian mana dari implementasi Sustainable Procurement yang sudah sesuai dengan ISO 

20400:2017 dan bagian mana yang masih memiliki gap sehingga perlu diberikan 

rekomendasi perbaikan. 

 

Gambar 2. 1 Key Performance Indicator (KPI) 

2.2.3 Sustainability Report 

Sustainability Report (SR) adalah laporan yang digunakan untuk mengungkapkan 

dampak kegiatan suatu organisasi terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. 
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Laporan ini memberikan informasi yang jelas mengenai bagaimana organisasi beroperasi 

dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Amalia & Firmansyah, 2024). 

Manfaat dari Sustainability Report sendiri terbagi menjadi dua, yaitu dari sisi internal: 

laporan ini membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, mengelola risiko, serta 

mengidentifikasi peluang penguarangan biaya. Sedangkan dari sisi eksternal: laporan 

berkelanjutan ini dapat memperbaiki reputasi perusahaan, membangun kepercayaan 

dengan pemangku kepentingan, dan meningkatkan nilai perusahaan melalui transparansi 

dan komitmen terhadap keberlanjutan (Limarwati et al., 2024). 

 Sustainability Report dapat digunakan sebagai sumber data karena memuat informasi 

mengenai kebijakan, program, strategi, dan praktik keberlanjutan yang telah dilaporkan 

perusahaan. Laporan ini dapat dianalisis untuk melihat sejauh mana perusahaan telah 

mengungkapkan komitmen dan penerapan keberlanjutan dalam aktivitas bisnisnya, 

termasuk pada aspek pengadaan berkelanjutan.  

 

Gambar 2. 2 Sustainability Report 

2.2.6 Analisis Konten 

Analisis konten adalah proses pengadaan bertujuan untuk mengekstrak informasi relevam 

dari dokumen, seperti laporan, kebijakan, atau kontrak, yang berkaitan dengan aspek 



19 

 

keberlanjutan dalam pengadaan barang dan jasa. Metode ini melibatkan pengkodean data, 

identifikasi tema, dan analisis hubungan antara elemen-elemen tersebut dengan tujuan 

pengadaan berkelanjutan. Dalam Sustainable Procurement, analisis konten digunakan 

untuk menilai sejauh mana perusahaan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam 

praktik pengadaannya, termasuk apakah kebijakan pengadaan mencakup aspek 

lingkungan, sosial, dan tata kelola, serta seberapa efektif penerapanya. Analisis ini 

membantu mengidentifikasi kekurangan dan memberikan wawasan untuk mengarahkan 

pengadaan yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan (Rozali, 2022). 

Berdasarkan hasil pencarian dan pendefinisian kutipan dalam Sustainability Report PT 

Pertamina tahun 2024 yang mengacu pada Key Performance Indicator (KPI) ISO 20400, 

tahap selanjutnya adalah melakukan penilaian skor terhadap setiap aspek Sustainable 

Procurement. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengadaan 

berkelanjutan diungkapkan dan diimplementasikan oleh PT Pertamina dalam laporan 

keberlanjutannya. Penilaian mengacu pada dua aspek utama, yaitu disclosure dan 

substansi. Disclosure digunakan untuk menilai kualitas pengungkapan informasi 

Sustainable Procurement, mulai dari tidak adanya informasi, pernyataan singkat, 

penjelasan kualitatif, hingga pengungkapan yang dilengkapi data kuantitatif. Hal ini 

sejalan dengan Anggraeni & Djakman (2018) yang menjelaskan bahwa kualitas 

pengungkapan dalam sustainability report dapat dilihat dari kelengkapan informasi yang 

disajikan, baik dalam bentuk narasi maupun data numerik seperti angka, volume, bobot, 

ukuran, dan informasi kuantitatif lainnya. Sementara itu, substansi digunakan untuk 

menilai kedalaman informasi yang diungkapkan, yaitu apakah informasi tersebut hanya 

berupa pernyataan simbolik atau telah menunjukkan bukti implementasi yang nyata, 

terukur, dan menunjukkan komitmen perusahaan. (G. R. dos Santos et al., 

2025)menjelaskan bahwa kedalaman pengungkapan dapat dilihat melalui commitment 

index, yaitu ukuran yang menilai sejauh mana informasi menunjukkan kualitas komitmen 

perusahaan, mulai dari informasi kualitatif, kuantitatif, deret waktu, hingga target 

kuantitatif masa depan. Untuk menilai kedua aspek tersebut, penelitian ini menggunakan 

scoring, yaitu proses pemberian nilai terhadap setiap kutipan atau segmen informasi yang 

telah dikodekan agar data kualitatif dalam Sustainability Report dapat diubah menjadi 

penilaian yang lebih sistematis dan terukur. Kusrini et al. (2026) menjelaskan bahwa 
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scoring dalam analisis Sustainability Report dapat menggunakan skala 0 – 3 untuk 

menilai kedalaman pengungkapan dan kematangan implementasi, mulai dari tidak ada 

bukti, penyebutan simbolik, penjelasan kualitatif, hingga bukti kuantitatif atau 

implementasi yang dapat diverifikasi. Dengan demikian, scoring dalam penelitian ini 

digunakan untuk menilai kualitas disclosure dan substansi Sustainable Procurement 

secara lebih objektif, terstruktur, dan dapat dibandingkan antar indikator. Skor yang 

digunakan merupakan skala 0 hingga 3 yang dimana masing-masing skor memiliki 

penilaiannya masing-masing sebagai berikut: 

a) Penilaian Substansi  

Penilaian substansi atau implementasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

informasi yang berkaitan dengan indikator Sustainable Procurement tidak hanya 

diungkapkan dalam Sustainability Report, tetapi juga benar-benar menunjukkan adanya 

penerapan nyata dalam aktivitas perusahaan. Penilaian ini berfokus pada kualitas isi 

pengungkapan, terutama mengenai kedalaman implementasi, keterstrukturannya, 

keterlibatan pemangku kepentingan, dukungan sistem manajemen, serta keterkaitannya 

dengan strategi dan kebijakan perusahaan. 

- Nilai 0 : Tidak ada bukti implementasi. 

- Nilai 1 : Pernyataan simbolik/komitmen tanpa ada bukti konkret. 

- Nilai 2 : Implementasi terbatas/sebagian, belum terstruktur dan tersistematis, 

keterlibatan stakeholder terbatas. 

- Nilai 3 : Bagian strategi inti perusahaan, tersistematisasi dan terstruktur (ada 

budget, pelatihan, keterlibatan stakeholder, pengukuran dan audit kinerja rutin, 

menggunakan bantuan teknologi, bukti perbaikan (CI), selaras dengan regulasi 

dan standard (ISO, Permen dsb). 

b) Penilaian Disclosure 

Penilaian kualitas pengungkapan (disclosure) dilakukan untuk mengetahui sejauh 

mana informasi yang berkaitan dengan indikator Sustainable Procurement 

disampaikan secara jelas dalam Sustainability Report perusahaan. Penilaian ini tidak 

hanya berfokus pada ada atau tidaknya informasi yang diungkapkan, tetapi juga 

memperhatikan tingkat kelengkapan, kedalaman penjelasan, serta bentuk penyajian 

informasi tersebut. Informasi yang disampaikan dapat berupa pernyataan singkat, 
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uraian naratif, maupun data pendukung yang bersifat kuantitatif, seperti angka, 

persentase, tabel, grafik, target, atau capaian kinerja. Dengan demikian, semakin 

lengkap dan terukur informasi yang disajikan, maka semakin tinggi pula kualitas 

pengungkapan yang diberikan oleh perusahaan. Adapun kriteria penilaian kualitas 

pengungkapan adalah sebagai berikut: 

- Nilai 0 : Tidak terdapat pengungkapan sama sekali terkait indikator. 

- Nilai 1 : Mengungkapkan tanpa ada penjelasan atau perusahaan hanya 

memberikan suatu pernyataan mengenai indikator pengungkapan tersebut secara 

singkat. 

- Nilai 2 : Mengungkapkan dan memberi penjelasan secara kualitatif. 

- Nilai 3 : Jika mengungkapkan dan memberi penjelasan secara kuantitatif serta 

menyediakan data dengan nominal angka (kuantitatif) untuk setiap indikator yang 

diungkapkan.  

Untuk menjaga objektivitas penilaian, scor akhir selanjutnya dihitung menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

𝑄𝐼𝑖 =
𝑆𝑄𝐼𝑖

𝑆𝑄𝑀𝐴𝑋
 

Keterangan: 

𝑄𝐼𝑖 : Kualitas pengungkapan indikator perusahaan (i) 

𝑆𝑄𝐼𝑖 : Skor pengungkapan indikator perusahaan (i) 

𝑆𝑄𝑀𝐴𝑋 : Skor maksimal kualitas indikator perusahaan. 

2.2.7 NVivo 15 

NVivo 15 merupakan perangkat lunak untuk membantu analisis data kualitatif yang 

digunakan dalam proses mengelola, mengorganisasi, mengkodekan, dan menganalisis 

data tidak terstruktur, seperti dokumen, transkrip wawancara, artikel, laporan, maupun 

data teks lainnya. Dalam penelitian ini, NVivo 15 digunakan sebagai alat bantu untuk 

melakukan coding terhadap informasi dalam Sustainability Report PT Pertamina 

berdasarkan indikator ISO 20400:2017, sehingga data yang berkaitan dengan Sustainable 

Procurement dapat dikelompokkan dan dianalisis secara lebih terstruktur. Dhakal (2022) 

menjelaskan bahwa NVivo dapat membantu peneliti dalam mengelola, menyortir, 

mengkodekan, dan menganalisis data kualitatif secara sistematis, sehingga proses analisis 
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menjadi lebih mudah ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.  

2.2.8 Fishbone Diagram 

Fishbone diagram atau diagram sebab-akibat merupakan alat analisis yang digunakan 

untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan penyebab dari suatu permasalahan secara 

sistematis. Diagram ini membantu peneliti melihat hubungan antara masalah utama 

dengan faktor-faktor penyebabnya, seperti manusia, metode, material, mesin, 

pengukuran, dan lingkungan. Holifahtus Sakdiyah et al (2022) menjelaskan bahwa 

fishbone diagram dapat digunakan dalam root cause analysis untuk membantu 

mengidentifikasi penyebab utama suatu masalah dalam proses pengambilan keputusan 

perusahaan. Dalam penelitian ini, fishbone diagram digunakan untuk menganalisis faktor 

penyebab terjadinya gap dalam implementasi Sustainable Procurement berdasarkan ISO 

20400:2017, sehingga hasil analisis dapat menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi 

perbaikan. 

2.2.9 Best Practice DS 14 

Best practice dapat dipahami sebagai praktik terbaik atau inovasi yang diterapkan untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan dan memberikan perubahan positif pada suatu 

organisasi, wilayah, atau masyarakat. Best practice tidak hanya dinilai dari 

keberhasilannya diterapkan, tetapi juga dari sejauh mana praktik tersebut mampu 

memberikan dampak, membangun kemitraan, dan menjaga keberlanjutan 

pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, konsep best practice penting digunakan sebagai 

dasar penyusunan rekomendasi perbaikan karena rekomendasi yang diberikan tidak 

hanya bersifat umum, tetapi disesuaikan dengan permasalahan utama yang ditemukan 

(Megawati & Adianto, 2021).  

 Dalam konteks penelitian ini, best practice yang digunakan mengacu pada SCOR 

Digital Standard 14.0 (SCOR DS 14). SCOR DS 14 merupakan pengembangan dari 

model SCOR yang digunakan untuk membantu organisasi dalam memetakan, mengukur, 

membandingkan, dan meningkatkan kinerja rantai pasok. Kerangka ini menghubungkan 

proses bisnis, metrik kinerja, best practice, dan teknologi ke dalam satu struktur yang 

saling terintegrasi, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang 

rekomendasi perbaikan yang lebih sistematis. Penggunaan best practice dalam SCOR DS 

14 membantu penelitian ini dalam menentukan usulan perbaikan yang sesuai dengan akar 
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permasalahan pada proses pengadaan, terutama karena setiap rekomendasi dapat 

dikaitkan dengan proses rantai pasok tertentu seperti orchestrate, plan, source, transform, 

fulfill, dan return. Dengan demikian, rekomendasi yang disusun tidak hanya berdasarkan 

hasil analisis gap, tetapi juga mengacu pada praktik yang telah diakui dalam pengelolaan 

rantai pasok untuk mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. SCOR DS 

sendiri dijelaskan sebagai kerangka yang mengintegrasikan proses bisnis, metrik, best 

practice, dan teknologi untuk mendukung peningkatan efektivitas manajemen rantai 

pasok (Mawr, 2022). 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam studi ini adalah data sekunder yang bersumber dari Sustainability 

Report PT Pertamina yang diperoleh melalui situs resmi perusahaan dan penerapan 

Sustainable Procurement di perusahaan. PT Pertamina merupakan BUMN yang bergerak 

di sektor energi, meliputi minyak, gas bumi, serta energi baru dan terbarukan, dengan 

aktivitas bisnis yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kompleksitas kegiatan 

operasional dan rantai pasok perusahaan menjadikan pengadaan sebagai salah satu aspek 

penting dalam mendukung keberlanjutan (https://www.pertamina.com/en/). 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode content analysis dengan pendekatan kualitatif untuk 

menganalisis penerapan Sustainable Procurement pada PT Pertamina. Data penelitian 

bersumber dari Sustainability Report PT Pertamina yang dianalisis secara sistematis 

dengan mengacu pada ISO 20400:201 pada Klausul 7. Informasi yang relevan dalam 

laporan tersebut diidentifikasi, dikodekan, dan dikelompokkan ke dalam indikator 

Sustainable Procurement yang kemudian dirumuskan menjadi Key Performance 

Indicator (KPI) sesuai dengan masing-masing klausul ISO 20400:2017. Proses analisis 

data dibantu menggunakan software NVivo untuk memudahkan pengkodean dan 

pengelompokan data, sehingga informasi dalam laporan dapat ditelusuri secara lebih 

terstruktur. Setelah hasil analisis dan scoring diperoleh, penelitian ini dilanjutkan dengan 

penyusunan rekomendasi perbaikan menggunakan pendekatan Best Practice SCOR DS 

14. Best practice tersebut digunakan sebagai acuan untuk menentukan usulan perbaikan 

yang sesuai dengan gap penerapan Sustainable Procurement yang ditemukan, sehingga 

rekomendasi yang diberikan tidak hanya bersifat umum, tetapi lebih terarah dan relevan 

dengan proses pengadaan di PT Pertamina. 

 

https://www.pertamina.com/en/
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3.3 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data sekunder dan data 

primer sebagai berikut: 

3.3.1 Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Sustainability Report 

atau laporan keberlanjutan tahun 2024 yang dapat diakses melalui situs PT Pertamina. 

Data yang digunakan mencakup informasi pengadaan berkelanjutan, seperti kebijakan 

pengadaan yang bertanggung jawab, pemilihan pemasok yang memenuhi standar 

keberlanjutan, dan pengelolaan dampak sosial serta lingkungan dalam proses pengadaan. 

Selain itu, data yang digunakan untuk kajian pustaka dalam penelitian ini berasal dari 

penelitian-penelitian terdahulu yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir, yang relevan 

dengan topik pengadaan berkelanjutan dan implementasi ISO 20400. Analisis dari hasil 

validasi yang dilakukan didasarkan pada data sekunder yang terkandung dalam laporan 

keberlanjutan PT Pertamina.  

3.3.2 Data Primer   

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui proses validasi oleh expert yang 

bertujuan untuk menilai kesesuaian hasil analisis pada Klausul 7 ISO 20400:2017. 

Validasi dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui Focus Group Discussion 

(FGD) dan Google Form kepada para expert yang memiliki pemahaman dan pengalaman 

terkait Sustainable Procurement. Hasil dari validasi tersebut digunakan sebagai dasar 

untuk memperoleh masukan, penilaian, serta konfirmasi terhadap hasil scoring dan usulan 

perbaikan yang telah disusun oleh peneliti. 

 

 



26 

 

3.4 Alur Penelitian 

Berikut merupakan alur penelitian yang dilakukan dari mulai hingga selesai sesuai 

dengan alur penelitian dibawah sebagai berikut: 

 

Gambar 3. 1 Alur Penelitian 
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1. Mulai 

Penelitian diawali dengan menentukan fokus dan objek penelitian yang akan 

dikaji. Fokus utama dalam penelitian ini adalah penerapan Sustainable 

Procurement pada PT Pertamina, sedangkan sumber data utama yang digunakan 

adalah Sustainability Report PT Pertamina tahun 2024. Pemilihan PT Pertamina 

sebagai objek penelitian didasarkan pada perannya sebagai perusahaan energi 

nasional yang memiliki proses pengadaan barang dan jasa yang luas, kompleks, 

dan melibatkan banyak pihak dalam rantai pasok.  

2. Identifikasi Permasalahan 

Tahap identifikasi permasalahan dilakukan untuk menentukan dasar masalah yang 

akan dianalisis dalam penelitian. Permasalahan utama yang diangkat adalah 

belum diketahuinya tingkat kesesuaian implementasi Sustainable Procurement di 

PT Pertamina apabila dinilai berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) yang 

disusun mengacu pada ISO 20400:2017. Identifikasi ini dilakukan dengan melihat 

bahwa Sustainability Report PT Pertamina telah memuat berbagai informasi 

keberlanjutan, seperti kebijakan pengadaan, pengelolaan pemasok, kepatuhan, 

aspek lingkungan, sosial, tata kelola, dan keselamatan kerja. Namun, informasi 

tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah sudah 

menunjukkan penerapan Sustainable Procurement secara terstruktur sesuai 

dengan klausul ISO 20400:2017. Dengan demikian, tahap ini menjadi dasar dalam 

merumuskan arah penelitian, yaitu menilai tingkat implementasi serta 

mengidentifikasi gap yang masih terdapat dalam pengadaan berkelanjutan PT 

Pertamina. 

3. Kajian Literatur 

Kajian literatur dilakukan untuk membangun dasar teori dan memperkuat arah 

penelitian yang berkaitan dengan Sustainable Procurement. Pada tahap ini, 

peneliti menelaah 15 penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pengadaan 

berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya 

menggunakan metode yang beragam, seperti pendekatan perilaku organisasi, 

Product Life Cycle Cost, AHP-TOPSIS, goal programming, PROMETHEE, 
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Fuzzy AHP, Fuzzy TOPSIS, Fuzzy VIKOR, CRITIC, content analysis, NVivo, 

pendekatan kuantitatif, serta best practice. Metode-metode tersebut umumnya 

digunakan untuk menilai kesiapan pelaksana pengadaan, menentukan pemasok 

terbaik, mengukur kinerja pengadaan berkelanjutan, serta menganalisis 

pengungkapan keberlanjutan perusahaan. Selain itu, standar yang ditemukan 

dalam penelitian terdahulu meliputi ISO 20400, ISO 14001, dan ISO 50001. ISO 

20400 digunakan untuk menilai praktik Sustainable Procurement, sedangkan ISO 

14001 dan ISO 50001 lebih banyak digunakan untuk menilai aspek lingkungan 

dan energi dalam pemilihan pemasok berkelanjutan. 

Berdasarkan sektor penelitiannya, kajian literatur menunjukkan bahwa 

penelitian Sustainable Procurement telah dilakukan pada berbagai sektor, seperti 

manufaktur, elektronik, logistik, kesehatan, pemerintahan, dan organisasi secara 

umum. Beberapa penelitian di sektor manufaktur lebih banyak membahas 

pemilihan pemasok menggunakan metode MCDM, seperti AHP, TOPSIS, 

PROMETHEE, dan Fuzzy MCDM. Penelitian pada sektor logistik lebih 

diarahkan untuk melihat pengaruh Sustainable Procurement terhadap kinerja 

rantai pasok, sedangkan penelitian pada sektor kesehatan dan organisasi 

menggunakan ISO 20400 untuk mengevaluasi praktik dan kinerja pengadaan 

berkelanjutan. Selain itu, terdapat penelitian yang menggunakan Sustainability 

Report dan content analysis untuk menilai pengungkapan keberlanjutan, serta 

penelitian yang menggunakan NVivo untuk membantu pengolahan data kualitatif. 

Dari hasil kajian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian yang secara khusus 

menilai penerapan Sustainable Procurement pada sektor migas dengan 

menggunakan ISO 20400:2017 dan Sustainability Report sebagai sumber data 

utama masih terbatas. 

Hasil kajian literatur tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam 

menyusun kerangka penelitian. Literatur mengenai ISO 20400:2017 digunakan 

untuk menyusun indikator Key Performance Indicator (KPI) berdasarkan Klausul 

7. Literatur mengenai content analysis dan NVivo 15 digunakan sebagai dasar 

dalam menganalisis informasi yang terdapat dalam Sustainability Report PT 

Pertamina. Sementara itu, literatur mengenai best practice digunakan sebagai 
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acuan dalam penyusunan rekomendasi perbaikan setelah gap implementasi 

ditemukan. Dengan demikian, kajian literatur tidak hanya digunakan sebagai 

landasan teori, tetapi juga sebagai dasar untuk menentukan metode, indikator, alat 

bantu analisis, serta arah rekomendasi perbaikan dalam penelitian ini.  

4. Analisis dan Pengolahan Data 

Tahap analisis dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode 

content analysis atau analisis konten. Metode ini digunakan karena data utama 

penelitian berbentuk dokumen, yaitu Sustainability Report PT Pertamina tahun 

2024. Pada tahap ini, peneliti menelusuri informasi dalam laporan keberlanjutan 

yang berkaitan dengan praktik Sustainable Procurement. Adapun tahapan dalam 

pengolahan data yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Melakukan penilaian dari hasil implementasi KPI pengadaan berkelanjutan 

dengan menggunakan software Nvivo Sustainability Report PT Pertamina 

yang diunggah dan dianalisis menggunakan software Nvivo 15. Dan hasil 

pengungakapan yang ditemukan sebanyak 24 pengungkapan yang tersebar di 

1 kategori. 

2. Pemberian scoring substansi dan disclosure, setelah kutipan dikumpulkan 

setiap indikator KPI diberikan sebuah skala nilai yaitu 0 hingga 3 pada dua 

dimensi: 

Tabel 3. 1 Scoring 

Skor Substansi Disclosure 

0 Tidak ada bukti impelementasi Tidak ada informasi 

1 Ada komitmen/kebijakan umum, 

belum ada bukti nyata 

Informasi sangat ringkas, tanpa 

penjelasan 

2 Ada bukti implementasi, namun 

terbatas/belum terstruktur penuh 

Penjelasan kualitatif naratif yang cukup 

3 Adanya Implementasi dan terdapat 

stakeholder, sistematis, didukung 

teknologi, evaluasi/audit, sesuai 

regulasi. 

Pengungkapan sudah lengkap, 

mencakup data kuantitatif/angka 

pendukung. 
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Skor perhitungan yang digunakan adalah: 

𝑄𝐼𝑖 =  
𝑆𝑄𝑙𝑖

𝑆𝑄𝑀𝐴𝑋
 

Sehingga hasil yang didapatkan akan menghasilkan indeks kualitas pengungkapan 

yang bisa di bandingkan antar indiaktor. 

5. Validasi Scoring dan Improvement kepada Ahli Melalui Focus Group Discussion 

(FGD) 

Setelah proses scoring dilakukan, tahap selanjutnya adalah melakukan validasi 

terhadap hasil penilaian dan usulan improvement awal melalui Focus Group 

Discussion (FGD) bersama ahli. Validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa 

hasil scoring yang diberikan telah sesuai dengan isi Sustainability Report, 

indikator KPI ISO 20400:2017, serta konteks penerapan Sustainable Procurement 

di PT Pertamina. Melalui FGD, peneliti memperoleh masukan mengenai 

ketepatan interpretasi data, kesesuaian pemberian skor, serta indikator-indikator 

yang masih memerlukan penyesuaian. 

Selain memvalidasi hasil scoring, FGD juga digunakan untuk meninjau 

usulan improvement awal yang disusun berdasarkan gap implementasi. Ahli 

memberikan masukan terhadap kelayakan, relevansi, dan keterterapan 

rekomendasi perbaikan yang akan disusun. Dengan adanya validasi ini, hasil 

penelitian menjadi lebih kuat karena tidak hanya berdasarkan analisis peneliti, 

tetapi juga telah mendapat pertimbangan dari pihak yang memahami bidang 

Sustainable Procurement, ISO 20400:2017, dan manajemen rantai pasok. Hasil 

dari FGD kemudian digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki hasil scoring, 

menyempurnakan analisis gap, serta menyusun rekomendasi perbaikan yang lebih 

tepat dan realistis. 

6. Hasil dan Pembahasan 

Tahap ini berisi penyajian hasil analisis dan pembahasan terhadap nilai yang 

diperoleh dari setiap indikator. Hasil pembahasan digunakan untuk mengetahui 

indikator mana yang sudah menunjukkan penerapan yang baik dan indikator mana 
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yang masih memiliki keterbatasan dalam pengungkapan maupun 

implementasinya. 

7. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan Berdasarkan Best Practices SCOR DS 14 

Setelah hasil analisis diperoleh, peneliti menyusun rekomendasi perbaikan 

berdasarkan best practices SCOR DS 14. Rekomendasi ini bertujuan untuk 

memberikan usulan perbaikan yang sesuai dengan proses rantai pasok dan 

penerapan Sustainable Procurement di PT Pertamina. Dengan demikian, 

rekomendasi yang diberikan tidak hanya berdasarkan hasil scoring, tetapi juga 

diarahkan pada peningkatan proses pengadaan berkelanjutan. 

8. Kesimpulan dan Saran 

Tahap ini berisi penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis implementasi 

ISO 20400 pada penerapan Sustainable Procurement di PT Pertamina. Selain itu, 

peneliti juga memberikan saran yang dapat digunakan sebagai masukan bagi 

perusahaan maupun penelitian selanjutnya. 

9. Selesai  

Tahap selesai menunjukkan bahwa seluruh proses penelitian telah dilakukan, 

mulai dari identifikasi masalah, kajian literatur, analisis dan pengolahan data, 

hingga penyusunan rekomendasi perbaikan. 
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BAB IV   

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Pengumpulan Data 

4.1.1 Sustainability Report PT Pertamina 

Sustainability Report PT Pertamina tahun 2024 digunakan sebagai sumber data utama 

dalam penelitian ini karena memuat informasi mengenai kebijakan, sistem, program, dan 

kinerja keberlanjutan perusahaan. Laporan ini disusun untuk menyampaikan kinerja 

Pertamina dalam aspek ekonomi, lingkungan, sosial, serta tata kelola selama periode 

pelaporan tahun 2024. Dalam penyusunannya, laporan ini mengacu pada beberapa 

standar dan pedoman, seperti POJK No. 51/POJK.03/2017, SEOJK No. 

16/SEOJK.04/2021, GRI Standards 2021, GRI 11: Oil and Gas Sector 2021, SASB sektor 

Oil & Gas, serta panduan IPIECA yang relevan dengan industri minyak dan gas. Selain 

itu, laporan ini juga mengadopsi pengungkapan terkait IFRS Sustainability S1 dan S2, 

serta kerangka pelaporan iklim seperti CDSB dan TCFD. Penggunaan berbagai standar 

tersebut menunjukkan bahwa Sustainability Report PT Pertamina disusun berdasarkan 

acuan nasional dan internasional yang sesuai dengan karakteristik industri energi dan 

migas. 

Dalam penelitian ini, informasi yang dikaji dari Sustainability Report PT Pertamina 

tahun 2024 difokuskan pada aspek Sustainable Procurement, seperti kebijakan 

pengadaan yang bertanggung jawab, pelibatan vendor, asesmen lingkungan dan sosial 

terhadap pemasok, kepatuhan terhadap hukum dan kontrak, evaluasi kinerja vendor, serta 

penerapan prinsip ESG dalam proses pengadaan. Laporan ini juga mengungkapkan 

penggunaan sistem digital One Procurement to Pay yang mendukung integrasi proses 

pengadaan, transparansi, dan pemantauan aktivitas pengadaan secara lebih terstruktur. 

Dengan demikian, Sustainability Report PT Pertamina tahun 2024 menjadi sumber data 

yang relevan untuk menilai sejauh mana prinsip Sustainable Procurement telah tercermin 

dalam kebijakan, proses, dan praktik pengadaan perusahaan berdasarkan ISO 

20400:2017. 
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4.2 Pengolahan Data 

4.2.1 Pengelompokan Key Perforance Indicator (KPI) 

Dalam ISO 20400:2017, setiap indikator pengadaan berkelanjutan telah dipetakan secara 

jelas ke dalam tiga dimensi utama keberlanjutan, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan, yang mencerminkan penerapan konsep triple bottom line. Oleh karena itu, 

seluruh Key Performance Indicator (KPI) yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengevaluasi praktik pengadaan berkelanjutan pada PT Pertamina yang diklasifikasikan 

berdasarkan dimensi keberlanjutan yang menjadi fokus masing-masing indikator sesuai 

dengan ketentuan dalam ISO 20400:2017. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk 

memberikan gambaran yang sistematis mengenai tingkat penerapan praktik pengadaan 

berkelanjutan perusahaan dalam memenuhi ketiga aspek keberlanjutan. Adapun 

pengelompokan KPI berdasarkan masing-masing dimensi keberlanjutan disajikan pada 

Tabel 4.1sebagi berikut: 
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Tabel 4. 1 Pengelompokkan Key Performace Indicator (KPI) 

Klausul 7 

No. Kode KPI Ringkasan Key Performance Indicator (KPI) Ekonomi Sosial Lingkungan ES EL SL ESL 

1 7.1.1 Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam proses pengadaan             ✓ 

2 7.2.1 Menginisiasi program kerja kolaboratif dengan pemangku kepentingan       ✓       

3 7.2.2 Menilai risiko keberlanjutan             ✓ 

4 7.2.3 Menerapkan Life Cycle Costing (LCC)         ✓     

5 7.2.4 Menganalisis kebutuhan perusahaan ✓             

6 7.2.5 Menganalisis pasar             ✓ 

7 7.2.6 Menyusun strategi mendapatkan pemasok             ✓ 

8 7.3.1 Menentukan kriteria pengadaan berkelanjutan             ✓ 

9 7.3.2 Menentukan jenis persyaratan ✓             

10 7.3.3 Menerapkan persyaratan minimum dan persyaratan tambahan             ✓ 

11 7.3.4 Menggunakan label dan sertifikasi           ✓   

12 7.3.5 Memverifikasi pemenuhan persyaratan keberlanjutan             ✓ 

13 7.4.1 Menilai integritas dan kepatuhan pemasok       ✓       
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Klausul 7 

No. Kode KPI Ringkasan Key Performance Indicator (KPI) Ekonomi Sosial Lingkungan ES EL SL ESL 

14 7.4.2 Melakukan prakualifikasi pemasok             ✓ 

15 7.4.3 Mengelola proses tender secara transparan       ✓       

16 7.4.4 Memberikan kontrak dengan mempertimbangkan persyaratan keberlanjutan             ✓ 

17 7.5.1 Mengelola hubungan dengan pemasok   ✓           

18 7.5.2 Menerapkan kontrak             ✓ 

19 7.5.3 Menggunakan rencana manajemen kontrak             ✓ 

20 7.5.4 Mengelola kinerja dan hubungan pemasok   ✓           

21 7.5.5 Mendorong inisiatif bersama pelanggan dan pemasok             ✓ 

22 7.5.6 Mengelola kegagalan pemasok   ✓           

23 7.5.7 Mengelola akhir masa pakai dan Life Cycle Costing         ✓     

24 7.6 Meninjau dan mempelajari kontrak             ✓ 
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Berdasarkan hasil pengelompokkan yang telah dilakukan pada tabel 4.1, hasil tersebut 

akan dibuat menjadi sebuah diagram ven guna memudahkan pengelompokkan per KPI 

sebagai beirkut: 

 

Gambar 4. 1 Diagram Ven Pengelompokkan KPI 

Berdasarkan diagram Venn pada Gambar 4.X, diketahui bahwa 24 Key Performance 

Indicator (KPI) dalam Klausul 7 ISO 20400:2017 dikelompokkan ke dalam tiga dimensi 

keberlanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil pengelompokan 

menunjukkan bahwa sebagian besar KPI, yaitu 13 KPI (54%), berada pada irisan ketiga 

aspek (Economic–Social–Environmental/ESL), sedangkan 11 KPI (46%) lainnya tersebar 

pada aspek tunggal maupun irisan dua aspek. Dominasi KPI pada irisan ketiga dimensi 

menunjukkan bahwa implementasi pengadaan berkelanjutan pada Klausul 7 tidak 

dirancang untuk memenuhi satu tujuan keberlanjutan secara terpisah, tetapi 

mengintegrasikan pencapaian manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara 
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bersamaan. Hal ini mencerminkan bahwa setiap aktivitas pengadaan, mulai dari 

pelaksanaan hingga evaluasi, diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah yang seimbang 

bagi organisasi, masyarakat, dan lingkungan.  

Apabila ditinjau berdasarkan distribusi masing-masing kelompok, terdapat 2 KPI 

(8%) yang hanya berorientasi pada aspek ekonomi, yaitu KPI 7.2.4 dan 7.3.5, serta 3 KPI 

(13%) yang hanya berfokus pada aspek sosial, yaitu KPI 7.5.1, 7.5.4, dan 7.5.6. 

Sementara itu, tidak terdapat KPI (0%) yang hanya berorientasi pada aspek lingkungan. 

Selain aspek tunggal, terdapat 3 KPI (13%) yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan 

sosial, 2 KPI (8%) yang menggabungkan aspek ekonomi dan lingkungan, serta 1 KPI 

(4%) yang menghubungkan aspek sosial dan lingkungan. Pola tersebut menunjukkan 

bahwa dimensi ekonomi merupakan aspek yang paling dominan karena terlibat pada 

hampir seluruh kelompok KPI, baik sebagai aspek tunggal maupun hasil integrasi dengan 

dimensi lainnya. Di sisi lain, tidak adanya KPI yang hanya berfokus pada aspek 

lingkungan mengindikasikan bahwa pertimbangan lingkungan dalam ISO 20400 tidak 

dipandang sebagai tujuan yang berdiri sendiri, melainkan selalu dikaitkan dengan 

penciptaan manfaat ekonomi dan/atau sosial.  

Secara keseluruhan, distribusi KPI pada diagram Venn menunjukkan bahwa 

Klausul 7 ISO 20400:2017 mengimplementasikan konsep triple bottom line secara kuat 

melalui pendekatan yang terintegrasi. Hal ini tercermin dari dominasi KPI pada irisan tiga 

aspek, yang menandakan bahwa sebagian besar praktik pengadaan berkelanjutan 

dirancang untuk memberikan kontribusi terhadap ketiga dimensi keberlanjutan secara 

simultan. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi 

pengadaan berkelanjutan tidak cukup dinilai dari efisiensi biaya, peningkatan kinerja 

ekonomi, atau pemenuhan aspek lingkungan secara terpisah, tetapi dari kemampuan 

organisasi dalam menyeimbangkan ketiga aspek tersebut dalam setiap proses pengadaan. 

4.2.2 Pengungkapan Sustainability Report menggunakan software NVivo 15 

Penelitian ini berfokus pada pengungkapan praktik Sustainable Procurement sebagai 

bagian dari komitmen keberlanjutan perusahaan. Praktik ini mencakup sejumlah elemen 

penting seperti kebijakan pengadaan berkelanjutan, pemilihan dan evaluasi pemasok 

(supplier selection & evaluation), aspek etika dan kepatuhan, serta integrasi 

pertimbangan lingkungan dan sosial dalam proses pengadaan sesuai dengan prinsip ISO 
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20400. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana transparansi 

pengungkapan praktik Sustainable Procurement dicantumkan dalam Sustainability 

Report PT Pertamina  tahun 2024, khususnya terkait penerapan atau kesesuaian dengan 

standar ISO 20400. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis (content 

analysis) yang dibantu oleh software NVivo 15. Data yang diperoleh dari laporan 

keberlanjutan kemudian dikodekan, dikategorikan, dan dianalisis berdasarkan indikator-

indikator Sustainable Procurement yang relevan dengan ISO 20400. Selanjutnya, hasil 

analisis disusun dan disesuaikan dengan kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian 

untuk mengidentifikasi tingkat pengungkapan serta implementasi praktik pengadaan 

berkelanjutan oleh PT Pertamina. Berikut merupakan Kutipan Klausul Dokumen ISO 

20400:2017 sebagai dasar Key Performance Indicator (KPI), sebagai berikut: 

 

Gambar 4. 2 Tampilan NVivo 

Dari pengelompokkan kutipan yang telah didapatkan dari Sustainability report PT 

Pertamina dengan menggunakan software NVivo 15, maka diberikan pengkodean sesuai 

dengan indikator untuk memudahkan pengelompokkan dalam bentuk tabel. Berikut 

merupakan kode dari masing-masing indikator yangakan disebutkan: 

1. Membangun Dari Proses Yang Sudah Ada (MDP) 

2. Perencanaan (PR) 

3. Mengintegrasikan Persyaratan ke Dalam Spesifikasi (MPS) 

4. Memilih Pemasok (MP) 
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5. Mengelola Kontrak (MK) 

6. Meninjau dan Mempelajari Kontrak (MPK) 
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Berikut adalah hasil pengelompokan kutipan dalam laporan keberlanjutan berdasarkan indikator yang telah ditentukan: 

Tabel 4. 2 Key Performance Indicator (KPI) 

Kategori Klausul 

Key Performance 

Indicator 

(KPI) 

Kode Kutipan 

Membangun dari 

proses yang sudah 

ada 

7.1.1 Kemampuan 

mengintegrasikan 

prinsip keberlanjutan ke 

dalam proses pengadaan 

yang sudah ada tanpa 

menciptakan proses 

paralel. 

Membangun dari 

proses yang sudah 

ada 

One Procurement to Pay merupakan platform yang 

mengintegrasikan beberapa aktivitas fungsi di korporasi yakni 

Fungsi Procurement, Shared Services, Enterprise IT, Legal, 

Finance, HSSE, dan User termasuk kaitannya dengan vendor. 

Melalui platform digital ini, Pertamina Grup mengintegrasikan 

fungsi terkait dan 127 aplikasi dalam suatu Digital Platform 

Pipeline sehingga semuanya bisa terpantau secara waktu nyata dan 

berlangsung sesuai proses bisnis yang seharusnya serta sejalan 

dengan ketentuan yang berlaku dan mengurangi human error yang 

dapat berpotensi korupsi (Page.237). 

Perencanaan 7.2.1 Kemampuan 

menginisiasi program 

kerja kolaboratif dengan 

pemangku kepentingan  

untuk menetukan kritria 

keberlanjutan 

Mengintegrasikan 

elemen utama  

Pelibatan vendor disertai asesmen lingkungan dan sosial, untuk 

memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, hukum, dan hal-hal 

yang diatur dalam kontrak, serta dukungan pada pencapaian 

aspirasi sesuai Kebijakan Keberlanjutan Pertamina Grup, yakni 

menjadi perusahaan ramah lingkungan, memiliki tanggung jawab 

sosial, serta tata kelola yang baik. Asesmen dilakukan antara lain 

terhadap vendor baru yang berjumlah 105 perusahaan di 2024, atau 

2,8% dari total pemasok baru tahun 2024 (Page.203). 
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Kategori Klausul 

Key Performance 

Indicator 

(KPI) 

Kode Kutipan 

7.2.2 Kemampuan menilai 

resiko keberlanjutan 

dengan melibatkan pihak 

yang memiliki 

pengetahuan  

Menilai risiko 

keberlanjutan 

(termasuk peluang) 

Dalam pengelolaan manajemen risiko, Perusahaan menerapkan 

kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif dengan 

tujuan memberikan pedoman standar bagi pemilik risiko dan fungsi 

manajemen risiko untuk mengidentifikasi seluruh risiko, 

menentukan risiko utama, serta menetapkan key risk indicators 

(KRIs) yang selaras dengan tujuan strategis Perusahaan 

(Page.203). 

7.2.3 Kemampuan 

menerapkan analisis 

biaya yang 

mempertimbangkan 

biaya sepanjang daur 

hidup barang atau jasa. 

Menganalisis biaya - 

7.2.4 Kemampuan 

mengumpulkan dan 

memanfaatkan informasi 

internal perusahaan 

untuk memenuhi 

kebutuhan bisnis dalam 

proses pengadaan. 

Menganalisis 

kebutuhan 

perusahaan 

End to end source to payment process, mulai dari perencanaan 

kebutuhan, pengadaan, hingga proses pembayaran secara 

terintegrasi, streamlined, sekuensial, dan digital menyeluruh. 

Penerapan aplikasi ini akan dapat menggantikan 127 aplikasi 

berbeda yang digunakan dari proses source to payment di holding 

dan seluruh subholding (Page.247). 
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Kategori Klausul 

Key Performance 

Indicator 

(KPI) 

Kode Kutipan 

7.2.5 Kemampuan menilai 

resiko keberlanjutan dan  

mempertimbangkan 

aspek teknis, budaya 

kepatuhan, lokasi 

sumber, dan struktur 

rantai pasok dalam 

analisis pasar. 

Menganalisis pasar - 

7.2.6 Kemampuan 

mengintegrasikan 

pertimbangan 

keberlanjutan ke dalam 

strategi mencari dan 

memilih pemasok. 

Melengkapi strategi 

pemasok 

 

Pelibatan vendor disertai asesmen lingkungan dan sosial, untuk 

memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, hukum, dan hal-hal 

yang diatur dalam kontrak (Page.203). 

Asesmen dilakukan antara lain terhadap vendor baru yang 

berjumlah 105 perusahaan di 2024, atau 2,8% dari total pemasok 

baru tahun 2024 (Page.203). 

Mengintegrasikan 

persyaratan 

keberlanjutan ke 

dalam spesifikasi 

7.3.1 Kemampuan 

menetapkan dan 

mendokumentasikan 

kriteria keberlanjutan 

dalam dokumen 

pengadaan an 

pengambilan keputusan  

Menentukan kriteria 

pengadaan 

Asesmen lingkungan dilakukan dengan dengan menerapkan 

Kebijakan Procurement, melakukan pengadaan yang bertanggung 

jawab, serta menggunakan sistem manajemen yang meminimalkan 

dampak operasional terhadap lingkungan (Page.203). 
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Kategori Klausul 

Key Performance 

Indicator 

(KPI) 

Kode Kutipan 

7.3.2 Kemampuan 

menetapkan persyaratan 

fisik, kinerja dan 

fungsional  secara rinci 

sesuai karakteristik 

barang atau jasa. 

Memilih jenis 

persyaratan 

Kontraktor/pemasok/vendor diwajibkan menerapkan Sistem Kerja 

Manajemen Keselamatan (SMK3), sesuai peraturan dan Kesehatan 

perundang- undangan, standar internasional (ISO/OHSAS/ISRS), 

dan kebijakan/aturan Pertamina Grup. Seluruh persyaratan aspek 

SMK3 dievaluasi berdasarkan Pedoman Contractor Safety 

Management System (CSMS) Perseroan (Page.135). 

7.3.3 Kemampuan 

menetapkan persyaratan 

minimum keberlanjutan 

sebagai ambang batas 

penerimaan pemasok 

serta persyaratan 

tambahan yang 

diperlukan  

Menerapkan 

persyaratan 

minimum dan 

persyaratan 

tambahan 

Pertamina Grup menyelenggarakan 87 klinik pelatihan (coaching 

clinic) kepada 10.410 kontraktor, mitra, dan pemasok, sehingga 

mereka dapat mengetahui alur dan prosedur untuk penerbitan 

sertifikat CSMS/CHESM sebagai syarat mengikuti tender 

(Page.138). 

7.3.4 Kemampuan 

memanfaatkan tanda, 

label, atau sertifikasi 

sebagai sumber 

informasi penetapan 

persyaratan 

keberlanjutan. 

Mencari informasi 

untuk menetapkan 

persyaratan 

Pengembangan diwujudkan dengan resertifikasi integrasi mutu 

HSSE dan Anti Penyusupan, menambah ruang lingkup sertifikasi 

ISO 37001 SMAP dari tiga fungsi menjadi 9 fungsi yang dianggap 

memiliki risiko penyuapan yang tinggi, yakni kepatuhan, risiko, 

pengadaan, barang/jasa, keuangan, komunikasi, CSR, pemangku 

kepentingan, anggaran, dan kepegawaian (Page.238). 
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Kategori Klausul 

Key Performance 

Indicator 

(KPI) 

Kode Kutipan 

7.3.5 Kemampuan 

memverifikasi 

pemenuhan persyaratan 

keberlanjutan melalui 

prosedur evaluasi yang 

ditetapkan dalam 

dokumen tender(berupa 

tinjauan dokumentasi, 

pengujian, inspeksi, 

audit, sertifikasi, atau 

sistem manajemen.) 

Evaluasi persyaratan 

keberlanjutan 

 

Setiap tahun, Pertamina Grup melakukan evaluasi kinerja 

kontraktor/vendor/mitra kerja. Evaluasi meliputi antara lain 

pemenuhan hak-hak dan kesejahteraan pekerja, termasuk 

pelatihan, ketersediaan akomodasi, serta memastikan tidak ada 

praktik-praktik perbudakan modern, dan pengelolaan dampak 

sosial pelaksanaan proyek terhadap masyarakat. Evaluasi 

dilakukan Fungsi Pengguna dan Fungsi Procurement dengan 

metode sesuai ketentuan dalam TKO No. B3.4-02/130200/2023-

S9, kecuali Subholding Upstream yang mengacu kepada ketentuan 

Pedoman Tata Kerja (PTK-007) dari SKK Migas (Page.203) 

Memilih Pemasok 7.4.1 Kemampuan menilai 

inetgritas dan kepatuhan 

pemasok  

Nilai Kapasitas 

Pemasok 

Asesmen sosial dilaksanakan melalui pemeriksaan kelengkapan 

administrasi terkait aspek HAM dan ketenagakerjaan; keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3)/Contractor Safety Management System 

(CSMS). Setiap tahun, Pertamina Grup melakukan evaluasi kinerja 

kontraktor/vendor/mitra kerja (Page.203). 

7.4.2 Kemampuan 

menetapkan kriteria 

prakualifikasi dengan 

mempertimbangkan 

risiko keberlanjutan 

Prakualifikasi 

Pemasok 

Untuk membangun komitmen bersama pada penerapan 

CSMS/CHESM, Pertamina Grup menyelenggarakan 87 klinik 

pelatihan (coaching clinic) kepada 10.410 kontraktor, mitra, dan 

pemasok, sehingga mereka dapat mengetahui alur dan prosedur 
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Kategori Klausul 

Key Performance 

Indicator 

(KPI) 

Kode Kutipan 

untuk penerbitan sertifikat CSMS/CHESM sebagai syarat 

mengikuti tender (Page.138). 

7.4.3 Kemampuan menilai 

Kemampuan 

transparansi kriteria 

evaluasi 

Mengelola Tender 

 

Ketersediaan data pengadaan yang transparan dan ketersediaan 

data pengadaan yang tersinkronisasi pada multi klien SAP 

Pertamina Grup (Page.247). 
 
Untuk membangun komitmen bersama pada penerapan 

CSMS/CHESM, Pertamina Grup menyelenggarakan 87 klinik 

pelatihan (coaching clinic) kepada 10.410 kontraktor, mitra, dan 

pemasok, sehingga mereka dapat mengetahui alur dan prosedur 

untuk penerbitan sertifikat CSMS/CHESM sebagai syarat 

mengikuti tender (Page.138). 

7.4.4 Kemampuan mendorong 

pemasok memenuhi 

seluruh persyaratan 

keberlanjutan yang telah 

tercantum dalam kontrak 

Pemberian Kontrak 

 

Langkah yang dijalankan adalah memastikan kontraktor, mitra, 

maupun pemasok mematuhi serta melaksanakan seluruh 

persyaratan HSE yang tertuang di dalam kontrak kerja tanpa 

pengecualian, di antaranya Contractor Safety Management System 

(CSMS) maupun Contractor of Health and Environment Safety 

Management (CHESM) (Page.138). 

Berdasarkan evaluasi 2024, terdapat 182 pemasok yang 

memperoleh sanksi Hitam, 25 pemasok yang memperoleh sanksi 
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Kategori Klausul 

Key Performance 

Indicator 

(KPI) 

Kode Kutipan 

Merah, serta 21 pemasok yang memperoleh sanksi Kuning. Sanksi 

dijatuhkan berupa penerbitan surat sanksi kategori Hitam, Merah, 

dan Kuning. Pemberian surat sanksi berimplikasi pada kesertaan 

dalam pengadaan barang/jasa di Pertamina Grup (Page.204). 

Pemberian pemahaman praktik bisnis beretika juga disampaikan 

secara implisit dalam talkshow pada peringatan Hari Anti Korupsi 

Sedunia 2024 yang dilaksanakan pada 26 November 2024 yang 

dihadiri oleh 1.420 Pekerja PWT/PWTT/TAD/TKJP holding, 

subholding, dan Anak Perusahaan Services (Page.232). 

Mengelola 

Hubungan  

7.5.1 Kemampuan mengukur 

kualitas hubungan dan 

efektivitas komunikasi 

dengan pemasok 

Mengelola 

Hubungan  

 

Kami juga senantiasa memberikan pemaparan dan sosialisasi 

mengenai topik-topik keberlanjutan yang diterapkan dalam rantai 

pasokan dan rantai nilai perusahaan kepada 

kontraktor/vendor/mitra kerja dalam acara Vendor Day. 

Pelaksanaan Vendor Day 2024 pada tanggal 11 Juli 2024 untuk 

sosialisasi kebijakan dan kepatuhan regulasi kepada 

kontraktor/vendor/ mitra kerja, sehingga memiliki integritas, 

kapabilitas dan kredibilitas dalam mendukung operasional 

Pertamina Grup, termasuk penerapan procurement (Page.205). 

Investor sebagai entitas yang berperan dalam menunjang 

penyediaan pendanaan untuk pertumbuhan Perseroan, sehingga 
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Kategori Klausul 

Key Performance 

Indicator 

(KPI) 

Kode Kutipan 

diperlukan komunikasi dua arah untuk membangun kepercayaan 

(Page.227). 

Menerapkan Kontrak 7.5.2 Kemampuan mendorong 

dan menilai  pemasok 

untuk menerapkan 

seluruh persyaratan 

keberlanjutan sejak awal 

hingga akhir kontrak. 

Menerapkan Kontrak Setiap tahun, Pertamina Grup melakukan evaluasi kinerja 

kontraktor/vendor/mitra kerja. Evaluasi meliputi antara lain 

pemenuhan hak-hak dan kesejahteraan pekerja, termasuk 

pelatihan, ketersediaan akomodasi, serta memastikan tidak ada 

praktik-praktik perbudakan modern, dan pengelolaan dampak 

sosial pelaksanaan proyek terhadap masyarakat (Page.203). 

Rencana Manajemen 

Kontrak 

7.5.3 Kemampuan 

menyesuaikan rencana 

kontrak dengan target 

keberlanjutan dan 

manajemen resiko 

kontrak  

Rencana Manajemen 

Kontrak 

Pertamina Grup menerapkan Process Safety Asset Integrity 

Management System (PSAIMS) sebagai panduan bagi holding, 

subholding, beserta unit operasi/unit bisnis di dalamnya, 

kontraktor, mitra kerja, maupun pemasok dalam mengelola risiko 

keselamatan proses (Page.204). 

 Kinerja dan 

Hubungan 

7.5.4 Kemampuan menilai 

kepatuhan pemasok 

terhadap persyaratan 

keberlanjutan dan 

penanganan konflik  

 Kinerja dan 

Hubungan 

Berdasarkan evaluasi 2024, terdapat 182 pemasok yang 

memperoleh sanksi Hitam, 25 pemasok yang memperoleh sanksi 

Merah, serta 21 pemasok yang memperoleh sanksi Kuning. Sanksi 

dijatuhkan berupa penerbitan surat sanksi kategori Hitam, Merah, 

dan Kuning. Pemberian surat sanksi berimplikasi pada kesertaan 

dalam pengadaan barang/jasa di Pertamina Grup (Page.204). 
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Kategori Klausul 

Key Performance 

Indicator 

(KPI) 

Kode Kutipan 

Inisiatif bersama 

pelanggan pemasok 

7.5.5 Kemampuan merancang 

dan menyediakan wadah 

inisiatif dan meelakukan 

program untuk 

mendukung berbagai isu 

keberlanjutan 

Inisiatif bersama 

pelanggan pemasok 

Untuk membangun komitmen bersama pada penerapan 

CSMS/CHESM, Pertamina Grup menyelenggarakan 87 klinik 

pelatihan (coaching clinic) kepada 10.410 kontraktor, mitra, dan 

pemasok, sehingga mereka dapat mengetahui alur dan prosedur 

untuk penerbitan sertifikat CSMS/CHESM sebagai syarat 

mengikuti tender (Page.138). 

Mengelola 

Kegagalan Pemasok 

7.5.6 Kemampuan menyusun 

kerjasama strategis 

dengan pihak lain untuk 

memberikan perbaikan 

dan dukungan kapasitas 

kepada pemasok yang 

gagal 

Mengelola 

Kegagalan Pemasok 

- 

Mengelola 

Pembuangan dan 

Akhir Masa Pakai 

7.5.7 Kemampuan 

mengoptimalkan strategi 

akhir masa pakai serta 

Kemampuan 

mengintegrasikan 

konsep Life Cycle 

Costing (LCC) 

Mengelola 

Pembuangan dan 

Akhir Masa Pakai 

- 
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Kategori Klausul 

Key Performance 

Indicator 

(KPI) 

Kode Kutipan 

Meninjau dan 

Mempelajari Kontrak 

7.6 Kemampuan menyusun 

dokumen evaluasi pasca 

kontrak dengan 

mempertimbangkan 

aspek kinerja dan risiko 

sebagai dasar perbaikan 

masa depan 

Meninjau dan 

Mempelajari Kontrak 

- 
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Berdasarkan hasil analisis data menggunakan software NVivo 15, diperoleh gambaran 

mengenai tingkat pengungkapan aspek-aspek Sustainable Procurement dalam 

Sustainability Report PT Pertamina tahun 2024. Aspek yang dianalisis terdiri dari 6 

aspek, yaitu Membangun dari Proses Yang Sudah Ada (MDP), Perencanaan (PR), 

Mengintegrasikan Persyaratan ke dalam Spesifikasi (MPS), Memilih Pemasok (MP), 

Mengelola Kontrak (MK), serta Meninjau dan Mempelajari Kontrak (MPK). Tabel 4.3 

menyajikan jumlah pengungkapan dari masing-masing aspek yang dianalisis. 

Tabel 4. 3 Jumlah Pengungkapan Berdasarkan Kategori 

No Kategori 
Jumlah 

Pengungkapan 

1 MDP 1 

2 PR 5 

3 MPS 5 

4 MP 7 

5 MK 6 

6 MKP 0 

Total  

Pengungkapan 
24 

 

Berdasarkan Tabel 4.3, PT Pertamina mengungkapkan sebanyak 24 pengungkapan dalam 

Sustainability Report tahun 2024. Kategori dengan jumlah pengungkapan tertinggi adalah 

MP sebanyak 7 pengungkapan, diikuti oleh MK sebanyak 6 pengungkapan. Selanjutnya, 

kategori MPS dan PR diungkapkan sebanyak 5 kali, sedangkan MDP hanya memiliki 1 

pengungkapan. Adapun kategori yang tidak ditemukannya sebuah pengungkapan yaitu 

pada kategori MKP. 
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Gambar 4. 3 Reference Mengintegrasikan Keberlanjutan ke Dalam Proses Pengadaan 

4.2.3 Visualisasi Nvivo 15 

Berikut merupakan visualisasi dari software Nvivo 15, sebagai berikut: 
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a. Word Cloud 

 

Gambar 4. 4 Word Cloud 

Berdasarkan hasil visualisasi word cloud menggunakan software NVivo, terlihat bahwa 

kata "kontraktor", "Pertamina", "vendor", "mitra", "CSMS", dan "pemasok" merupakan 

kata yang memiliki frekuensi kemunculan paling tinggi, yang ditunjukkan dengan ukuran 

huruf lebih besar dan warna oranye. Sementara itu, kata-kata seperti "manajemen", 

"perusahaan", "pengadaan", "safety", "lingkungan", "asesmen", "evaluasi", dan 

"kebijakan" juga memiliki frekuensi kemunculan yang relatif tinggi, meskipun tidak 

sebanyak kelompok kata utama tersebut. Pola kemunculan kata-kata tersebut 

menunjukkan bahwa pengungkapan PT Pertamina lebih banyak berfokus pada 

pengelolaan pihak ketiga dalam rantai pasok, yaitu kontraktor, vendor, mitra, dan 

pemasok, sebagai bagian dari implementasi pengadaan berkelanjutan. 

Selain itu, tingginya frekuensi kemunculan istilah "CSMS", "asesmen", 

"evaluasi", "safety", "lingkungan", dan "kepatuhan" menunjukkan bahwa pengungkapan 

perusahaan tidak hanya berorientasi pada proses pengadaan barang dan jasa, tetapi juga 

pada mekanisme pengelolaan dan pengendalian pemasok melalui proses seleksi, 

penilaian, evaluasi, serta pemenuhan persyaratan keberlanjutan. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa praktik pengungkapan PT Pertamina telah mengarah pada 

penerapan prinsip-prinsip ISO 20400, khususnya dalam aspek supplier assessment, 
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supplier relationship, dan supplier evaluation, yang bertujuan memastikan pemasok dan 

kontraktor memenuhi standar keselamatan, lingkungan, sosial, serta tata kelola yang 

ditetapkan perusahaan. Dengan demikian, hasil word cloud memperkuat bahwa fokus 

utama pengungkapan perusahaan tidak hanya terletak pada aktivitas pengadaan, tetapi 

juga pada upaya membangun rantai pasok yang mendukung pencapaian tujuan 

sustainable procurement. 

b. Hierarchy Chart of Interesecting Codes 

 

Gambar 4. 5 Visualisasi Hierarchy of Interesecting Codes 

Berdasarkan hasil visualisasi Hierarchy Chart menggunakan software NVivo, terlihat 

bahwa tema 7.4 Memilih Pemasok (Selecting Suppliers) memiliki proporsi paling besar 

dibandingkan tema lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan PT Pertamina 

lebih banyak berfokus pada tahapan pemilihan pemasok, khususnya terkait pemberian 

kontrak, pengelolaan tender, prakualifikasi pemasok, serta penilaian kapasitas pemasok. 

Dominasi tema tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan memberikan perhatian yang 

besar terhadap proses seleksi pemasok sebagai langkah awal untuk memastikan bahwa 

mitra kerja memenuhi persyaratan keberlanjutan sebelum menjalin kerja sama. Selain itu, 

tema 7.5 Mengelola Kontrak (Managing Contracts) juga memiliki proporsi yang relatif 

besar, terutama pada aspek pengelolaan hubungan dan rencana manajemen kontrak. 
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Temuan ini menunjukkan bahwa pengungkapan tidak hanya berfokus pada proses 

pemilihan pemasok, tetapi juga pada upaya menjaga hubungan kerja sama, memantau 

kinerja pemasok, serta memastikan pelaksanaan kontrak tetap selaras dengan prinsip 

keberlanjutan. Sementara itu, tema 7.3 Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan 

memperoleh proporsi yang cukup tinggi, terutama pada aspek evaluasi persyaratan 

keberlanjutan, yang mengindikasikan adanya perhatian terhadap integrasi aspek 

lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam proses pengadaan. Di sisi lain, tema 7.2 

Perencanaan dan 7.1 Mengintegrasikan Keberlanjutan ke dalam Proses Pengadaan 

memiliki proporsi yang lebih kecil, yang menunjukkan bahwa pengungkapan perusahaan 

lebih banyak menekankan implementasi dan pengelolaan pemasok dibandingkan 

penjelasan mengenai tahapan perencanaan strategis. 

4.2.4 Scoring 

Berdasarkan kriteria penilaian yang telah diuraikan sebelumnya, setiap indikator 

pengungkapan keberlanjutan dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina kemudian dinilai 

secara sistematis. Hasil penilaian tersebut disajikan dalam bentuk tabel agar dapat 

memberikan gambaran yang lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami mengenai 

tingkat pengungkapan serta substansi implementasi yang dilakukan oleh perusahaan. 

Berikut hasil scoring yang telah dilakukan pada tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4. 4 Hasil Scoring 

No Kutipan Kode Disclosure Substansi 

7.1.1 One Procurement to Pay merupakan platform 

yang mengintegrasikan beberapa aktivitas 

fungsi di korporasi yakni Fungsi Procurement, 

Shared Services, Enterprise IT, Legal, 

Finance, HSSE, dan User termasuk kaitannya 

dengan vendor. Melalui platform digital ini, 

Pertamina Grup mengintegrasikan fungsi 

terkait dan 127 aplikasi dalam suatu Digital 

Platform Pipeline sehingga semuanya bisa 

terpantau secara waktu nyata dan berlangsung 

sesuai proses bisnis yang seharusnya serta 

sejalan dengan ketentuan yang berlaku dan 

Membangun 

dari proses 

yang sudah 

ada 

2 2 
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No Kutipan Kode Disclosure Substansi 

mengurangi human error yang dapat 

berpotensi korupsi (Page.237). 

Total Pengungkapan 67% 67% 

7.2.1 Pelibatan vendor disertai asesmen lingkungan 

dan sosial, untuk memastikan kepatuhan 

terhadap kebijakan, hukum, dan hal-hal yang 

diatur dalam kontrak, serta dukungan pada 

pencapaian aspirasi sesuai Kebijakan 

Keberlanjutan Pertamina Grup, yakni menjadi 

perusahaan ramah lingkungan, memiliki 

tanggung jawab sosial, serta tata kelola yang 

baik. Asesmen dilakukan antara lain terhadap 

vendor baru yang berjumlah 105 perusahaan di 

2024, atau 2,8% dari total pemasok baru tahun 

2024 (Page.203). 

Mengintegras

ikan elemen 

utama  

3 2 

7.2.2 Evaluasi yang dilakukan, Perseroan 

memastikan setiap kontraktor, mitra, dan 

pemasok telah menerapkan proses produksi 

yang berorientasi pada tujuan mengurangi 

emisi GRK maupun non-GRK, memanfaatkan 

sumber daya alam yang berorientasi pada daur 

ulang, melestarikan sumber daya air, 

mengurangi dampak zat kimia terhadap 

lingkungan, kesehatan mempertimbangkan 

manusia dan melestarikan dan lingkungan, 

keanekaragaman hayati, menyediakan produk 

dan layanan yang menciptakan nilai 

(Page.203). 

Menilai risiko 

keberlanjutan 

(termasuk 

peluang) 

2 3 
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No Kutipan Kode Disclosure Substansi 

7.2.3 - Menganalisis 

biaya 

- - 

7.2.4 End to end source to payment process, mulai 

dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, 

hingga proses pembayaran secara terintegrasi, 

streamlined, sekuensial, dan digital 

menyeluruh. Penerapan aplikasi ini akan dapat 

menggantikan 127 aplikasi berbeda yang 

digunakan dari proses source to payment di 

holding dan seluruh subholding (Page.247). 

 
 

Menganalisis 

kebutuhan 

perusahaan 

2 3 

7.2.5 - Menganalisis 

pasar 

- - 

7.2.6 Pelibatan vendor disertai asesmen lingkungan 

dan sosial, untuk memastikan kepatuhan 

terhadap kebijakan, hukum, dan hal-hal yang 

diatur dalam kontrak (Page.203). 

Melengkapi 

strategi 

pemasok 

3 3 

Asesmen dilakukan antara lain terhadap 

vendor baru yang berjumlah 105 perusahaan di 

2024, atau 2,8% dari total pemasok baru tahun 

2024 (Page.203).  

Total Pengungkapan 56% 61% 

7.3.1 Asesmen lingkungan dilakukan dengan 

dengan menerapkan Kebijakan Procurement, 

melakukan pengadaan yang bertanggung 

jawab, serta menggunakan sistem manajemen 

Menentukan 

kriteria 

pengadaan 

2 2 



57 

 

No Kutipan Kode Disclosure Substansi 

yang meminimalkan dampak operasional 

terhadap lingkungan (Page.203). 

7.3.2 Kontraktor/pemasok/vendor diwajibkan 

menerapkan Sistem Kerja Manajemen 

Keselamatan (SMK3), sesuai peraturan dan 

Kesehatan perundang- undangan, standar 

internasional (ISO/OHSAS/ISRS), dan 

kebijakan/aturan Pertamina Grup. Seluruh 

persyaratan aspek SMK3 dievaluasi 

berdasarkan Pedoman Contractor Safety 

Management System (CSMS) Perseroan 

(Page.135). 

Memilih jenis 

persyaratan 

2 3 

7.3.3 Pertamina Grup menyelenggarakan 87 klinik 

pelatihan (coaching clinic) kepada 10.410 

kontraktor, mitra, dan pemasok, sehingga 

mereka dapat mengetahui alur dan prosedur 

untuk penerbitan sertifikat CSMS/CHESM 

sebagai syarat mengikuti tender (Page.138). 

Menerapkan 

persyaratan 

minimum dan 

persyaratan 

tambahan 

3 3 

7.3.4 Pengembangan diwujudkan dengan 

resertifikasi integrasi mutu HSSE dan Anti 

Penyusupan, menambah ruang lingkup 

sertifikasi ISO 37001 SMAP dari tiga fungsi 

menjadi 9 fungsi yang dianggap memiliki 

risiko penyuapan yang tinggi, yakni 

kepatuhan, risiko, pengadaan, barang/jasa, 

keuangan, komunikasi, CSR, pemangku 

kepentingan, anggaran, dan kepegawaian 

(Page.238). 
 

Mencari 

informasi 

untuk 

menetapkan 

persyaratan 

2 2 
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No Kutipan Kode Disclosure Substansi 

7.3.5 Setiap tahun, Pertamina Grup melakukan 

evaluasi kinerja kontraktor/vendor/mitra kerja. 

Evaluasi meliputi antara lain pemenuhan hak-

hak dan kesejahteraan pekerja, termasuk 

pelatihan, ketersediaan akomodasi, serta 

memastikan tidak ada praktik-praktik 

perbudakan modern, dan pengelolaan dampak 

sosial pelaksanaan proyek terhadap 

masyarakat. Evaluasi dilakukan Fungsi 

Pengguna dan Fungsi Procurement dengan 

metode sesuai ketentuan dalam TKO No. 

B3.4-02/130200/2023-S9, kecuali Subholding 

Upstream yang mengacu kepada ketentuan  

Pedoman Tata Kerja (PTK-007) dari SKK 

Migas (Page.203).  

Evaluasi 

persyaratan 

keberlanjutan 

3 3 

Total Pengungkapan 80% 87% 

7.4.1 Asesmen sosial dilaksanakan melalui 

pemeriksaan kelengkapan administrasi terkait 

aspek HAM dan ketenagakerjaan; keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3)/Contractor Safety 

Management System (CSMS). Setiap tahun, 

Pertamina Grup melakukan evaluasi kinerja 

kontraktor/vendor/mitra kerja (Page.203). 

Nilai 

Kapasitas 

Pemasok 

2 2 

7.4.2 Untuk membangun komitmen bersama pada 

penerapan CSMS/CHESM, Pertamina Grup 

menyelenggarakan 87 klinik pelatihan 

(coaching clinic) kepada 10.410 kontraktor, 

mitra, dan pemasok, sehingga mereka dapat 

mengetahui alur dan prosedur untuk 

penerbitan sertifikat CSMS/CHESM sebagai 

syarat mengikuti tender (Page.138). 

Prakualifikasi 

Pemasok 

3 3 

7.4.3 Ketersediaan data pengadaan yang transparan 

dan ketersediaan data pengadaan yang 

tersinkronisasi pada multi klien SAP 

Pertamina Grup (Page.247). 

Mengelola 

Tender 
 

3 3 
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No Kutipan Kode Disclosure Substansi 

Untuk membangun komitmen bersama pada 

penerapan CSMS/CHESM, Pertamina Grup 

menyelenggarakan 87 klinik pelatihan 

(coaching clinic) kepada 10.410 kontraktor, 

mitra, dan pemasok, sehingga mereka dapat 

mengetahui alur dan prosedur untuk 

penerbitan sertifikat CSMS/CHESM sebagai 

syarat mengikuti tender (Page.138). 

7.4.4 Langkah yang dijalankan adalah memastikan 

kontraktor, mitra, maupun pemasok mematuhi 

serta melaksanakan seluruh persyaratan HSE 

yang tertuang di dalam kontrak kerja tanpa 

pengecualian, di antaranya Contractor Safety 

Management System (CSMS) maupun 

Contractor of Health and Environment Safety 

Management (CHESM) (Page.138). 

Pemberian 

Kontrak 

2 2 

Berdasarkan evaluasi 2024, terdapat 182 

pemasok yang memperoleh sanksi Hitam, 25 

pemasok yang memperoleh sanksi Merah, 

serta 21 pemasok yang memperoleh sanksi 

Kuning. Sanksi dijatuhkan berupa penerbitan 

surat sanksi kategori Hitam, Merah, dan 

Kuning. Pemberian surat sanksi berimplikasi 

pada kesertaan dalam pengadaan barang/jasa 

di Pertamina Grup (Page.204). 

Pemberian pemahaman praktik bisnis beretika 

juga disampaikan secara implisit dalam 

talkshow pada peringatan Hari Anti Korupsi 

Sedunia 2024 yang dilaksanakan pada 26 

November 2024 yang dihadiri oleh 1.420 

Pekerja PWT/PWTT/TAD/TKJP holding, 

subholding, dan Anak Perusahaan Services 

(Page.232). 

Total Pengungkapan 83% 83% 
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No Kutipan Kode Disclosure Substansi 

7.5.1 kami juga senantiasa memberikan pemaparan 

dan sosialisasi mengenai topik-topik 

keberlanjutan yang diterapkan dalam rantai 

pasokan dan rantai nilai perusahaan kepada 

kontraktor/vendor/mitra kerja dalam acara 

Vendor Day. Pelaksanaan Vendor Day 2024 

pada tanggal 11 Juli 2024 untuk sosialisasi 

kebijakan dan kepatuhan regulasi kepada 

kontraktor/vendor/ mitra kerja, sehingga 

memiliki integritas, kapabilitas dan 

kredibilitas dalam mendukung operasional 

Pertamina Grup, termasuk penerapan 

procurement (Page.205). 

Mengelola 

Hubungan  
 

2 2 

Investor sebagai entitas yang berperan dalam 

menunjang penyediaan pendanaan untuk 

pertumbuhan Perseroan, sehingga diperlukan 

komunikasi dua arah untuk membangun 

kepercayaan (Page.227). 

7.5.2 Setiap tahun, Pertamina Grup melakukan 

evaluasi kinerja kontraktor/vendor/mitra kerja. 

Evaluasi meliputi antara lain pemenuhan hak-

hak dan kesejahteraan pekerja, termasuk 

pelatihan, ketersediaan akomodasi, serta 

memastikan tidak ada praktik-praktik 

perbudakan modern, dan pengelolaan dampak 

sosial pelaksanaan proyek terhadap 

masyarakat (Page.203). 

Menerapkan 

Kontrak 

2 2 

7.5.3 Pertamina Grup menerapkan Process Safety 

Asset Integrity Management System 

(PSAIMS) sebagai panduan bagi holding, 

subholding, beserta unit operasi/unit bisnis di 

dalamnya, kontraktor, mitra kerja, maupun 

pemasok dalam mengelola risiko keselamatan 

proses (Page.140). 

Rencana 

Manajemen 

Kontrak 

2 2 
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No Kutipan Kode Disclosure Substansi 

7.5.4 Berdasarkan evaluasi 2024, terdapat 182 

pemasok yang memperoleh sanksi Hitam, 25 

pemasok yang memperoleh sanksi Merah, 

serta 21 pemasok yang memperoleh sanksi 

Kuning. Sanksi dijatuhkan berupa penerbitan 

surat sanksi kategori Hitam, Merah, dan 

Kuning. Pemberian surat sanksi berimplikasi 

pada kesertaan dalam pengadaan barang/jasa 

di Pertamina Grup (Page.204). 

 

 Kinerja dan 

Hubungan 

3 3 

7.5.5 Untuk membangun komitmen bersama pada 

penerapan CSMS/CHESM, Pertamina Grup 

menyelenggarakan 87 klinik pelatihan 

(coaching clinic) kepada 10.410 kontraktor, 

mitra, dan pemasok, sehingga mereka dapat 

mengetahui alur dan prosedur untuk 

penerbitan sertifikat CSMS/CHESM sebagai 

syarat mengikuti tender (Page.138). 

Inisiatif 

bersama 

pelanggan 

pemasok 

3 3 

7.5.6 - Mengelola 

Kegagalan 

Pemasok 

- - 

7.5.7 - Mengelola 

Pembuangan 

dan Akhir 

Masa Pakai 

- - 

Total Pengungkapan 57% 57% 

7.6 - Meninjau dan 

Mempelajari 

Kontrak 

- - 

Total Pengungkapan 0% 0% 
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4.3 Data Validasi Oleh Expert 

Validasi dilakukan oleh ahli untuk memastikan bahwa hasil penilaian terhadap praktik 

keberlanjutan berdasarkan standar ISO 20400:2017 Sustainable Procurement yang 

disusun peneliti telah sesuai dengan pemahaman dan penilaian para validator sesuai 

bidang keahliannya. Proses validasi ini mencakup enam kategori pada Klausul 7 ISO 

20400 serta terdiri atas tiga aspek utama, yaitu:  

1. Scoring Disclosure 

2. Scoring Substansi/Implementasi 

3. Improvement Substansi/Implementasi 
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Tabel 4. 5 Hasil Penilain Expert 

Kategori Responden 
Scoring 

Disclosure 

Scoring Substansi/ 

Implementasi 

Improvement 

Substansi/ 

Implementasi 

Membangun dari Proses yang 

sudah Ada 

Akademisi 4 5 4 

Akademisi 5 5 5 

Akademisi 5 5 5 

Akademisi 5 5 5 

Praktisi 3 4 4 

Praktisi 5 4 4 

Praktisi 4 4 4 

Perencanaan 

Akademisi 4 5 4 

Akademisi 5 5 5 

Akademisi 5 5 5 

Akademisi 5 5 5 

Praktisi 4 5 5 

Praktisi 4 5 4 

Praktisi 4 4 4 

Akademisi 5 5 4 

Akademisi 5 5 5 
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Kategori Responden 
Scoring 

Disclosure 

Scoring Substansi/ 

Implementasi 

Improvement 

Substansi/ 

Implementasi 

Mengintegrasikan Persyaratan 

Keberlanjutan ke Dalam 

Spesifikasi 

Akademisi 5 4 5 

Akademisi 5 5 5 

Praktisi 4 4 4 

Praktisi 5 4 5 

Praktisi 4 4 4 

Memilih Pemasok 

Akademisi 5 4 4 

Akademisi 5 5 5 

Akademisi 5 4 4 

Akademisi 5 5 5 

Praktisi 4 5 5 

Praktisi 5 5 5 

Praktisi 4 4 4 

Mengelola Kontrak Akademisi 5 5 5 

Akademisi 5 5 5 

Akademisi 5 5 4 

Akademisi 5 5 5 

Praktisi 3 5 5 
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Kategori Responden 
Scoring 

Disclosure 

Scoring Substansi/ 

Implementasi 

Improvement 

Substansi/ 

Implementasi 

Praktisi 4 4 4 

Praktisi 4 4 4 

Meninjau dan Memperlajari 

Kontrak 

Akademisi 4 4 5 

Akademisi 5 5 5 

Akademisi 5 4 5 

Akademisi 5 5 5 

Praktisi 4 5 5 

Praktisi 3 3 4 

Praktisi 4 4 4 
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Berdasarkan hasil validasi expert, mayoritas penilaian pada setiap kategori berada pada 

skor 4 dan 5. Hal ini menunjukkan bahwa para expert cenderung setuju hingga sangat 

setuju terhadap kesesuaian kategori, pengungkapan, substansi implementasi, serta 

improvement yang disusun dalam penelitian. Pada kategori Membangun dari Proses yang 

sudah Ada, skor disclosure berada pada rentang 3 – 5, sedangkan substansi dan 

improvement berada pada rentang 4 – 5. Hal ini menunjukkan bahwa kategori tersebut 

dinilai sudah sesuai, meskipun masih terdapat satu penilaian praktisi yang memberikan 

skor 3 pada disclosure. Pada kategori Perencanaan, seluruh expert memberikan skor 4 

dan 5 pada ketiga aspek, sehingga menunjukkan bahwa kategori ini dinilai kuat dalam 

menggambarkan pengungkapan dan implementasi Sustainable Procurement. Kondisi 

serupa juga terlihat pada kategori Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke Dalam 

Spesifikasi dan Memilih Pemasok, yang sebagian besar memperoleh skor 4 dan 5. Hal ini 

menunjukkan bahwa kutipan dan kategori yang digunakan telah dianggap relevan dengan 

indikator ISO 20400:2017 Klausul 7. 

Pada kategori Mengelola Kontrak, skor disclosure masih memiliki variasi karena 

terdapat penilaian 3 dari praktisi, tetapi aspek substansi dan improvement tetap 

didominasi skor 4 dan 5. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi dan usulan perbaikan 

pada kategori ini dinilai sudah baik, meskipun pengungkapannya masih dapat diperjelas. 

Sementara itu, kategori Meninjau dan Mempelajari Kontrak memiliki variasi skor yang 

lebih besar dibandingkan kategori lainnya, terutama karena terdapat skor 3 pada 

disclosure dan substansi dari praktisi. Meskipun demikian, aspek improvement pada 

kategori ini tetap memperoleh skor 4 dan 5 dari seluruh expert, sehingga menunjukkan 

bahwa usulan perbaikan yang diberikan dinilai relevan dan penting. Secara keseluruhan, 

hasil validasi menunjukkan bahwa kategori dan pengungkapan yang disusun telah 

memperoleh persetujuan yang baik dari para expert, namun beberapa kategori masih 

memerlukan penguatan terutama pada kejelasan bukti pengungkapan dan implementasi. 
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BAB V  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil Pengungkapan Key Performance Indicator (KPI) Pada Sustainability Report  

Hasil pengungkapan Key Performance Indicator (KPI) praktik Sustainable Procurement 

diperoleh melalui pengolahan data pada Sustainability Report PT Pertamina tahun 2024. 

Pengolahan data dilakukan dengan metode content analysis menggunakan bantuan 

perangkat lunak NVivo 15, yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan 

menganalisis kutipan-kutipan dalam laporan yang berkaitan dengan praktik pengadaan 

berkelanjutan. Setiap pengungkapan kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori KPI 

yang mengacu pada ISO 20400:2017, khususnya Klausul 7 yang membahas integrasi 

keberlanjutan ke dalam proses pengadaan. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan 

sebanyak 24 pengungkapan yang tersebar ke dalam 6 kategori KPI. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa PT Pertamina telah mengungkapkan berbagai aspek pengadaan 

berkelanjutan dalam laporan keberlanjutannya, baik yang berkaitan dengan proses 

perencanaan, pelibatan pemasok, penentuan kriteria pengadaan, hingga evaluasi terhadap 

praktik pengadaan. Dengan demikian, hasil pengungkapan KPI ini menjadi dasar untuk 

melihat sejauh mana praktik Sustainable Procurement telah disampaikan dalam 

Sustainability Report PT Pertamina tahun 2024.  

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa PT Pertamina telah 

mengungkapkan berbagai aspek Sustainable Procurement dalam laporan 

keberlanjutannya. Namun, jumlah pengungkapan pada setiap kategori masih belum 

merata. Beberapa kategori memiliki pengungkapan yang cukup dominan sedangkan 

beberapa kategori lainnya masih memiliki jumlah pengungkapan yang rendah. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa praktik Sustainable Procurement di PT Pertamina sudah mulai 

tercermin dalam laporan keberlanjutan, tetapi belum seluruh aspek ISO 20400 

diungkapkan secara seimbang.  

5.1.1 Hasil Pengungkapan Membangun Dari Yang Sudah Ada  

Berdasarkan kutipan pada kategori Membangun dari proses yang sudah ada memperoleh 

skor disclosure 2 karena PT Pertamina telah mengungkapkan penerapan One 

Procurement to Pay secara kualitatif sebagai platform yang mengintegrasikan proses 
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pengadaan dengan berbagai fungsi di perusahaan, seperti Procurement, Shared Services, 

Enterprise IT, Legal, Finance, HSSE, serta Strategic Partner Vendor. Pengungkapan 

tersebut menunjukkan bahwa proses pengadaan telah dilakukan melalui sistem digital dan 

terhubung dengan fungsi internal maupun pihak terkait, namun belum dilengkapi dengan 

data kuantitatif, seperti jumlah transaksi yang diproses melalui platform, tingkat 

efektivitas sistem, atau capaian penurunan human error dan potensi korupsi. Sementara 

itu, skor substansi 3 diberikan karena penerapan One Procurement to Pay menunjukkan 

bahwa proses pengadaan di PT Pertamina telah menjadi bagian dari strategi inti 

perusahaan yang dijalankan secara terstruktur dan tersistematis melalui platform digital. 

Selain itu, sistem ini juga mendukung pelaksanaan pengadaan secara daring, melibatkan 

berbagai fungsi perusahaan dan vendor, serta selaras dengan ketentuan yang berlaku 

untuk meminimalkan kesalahan manusia yang berpotensi menimbulkan korupsi. 

5.1.2 Hasil Pengungkapan Perencanaan  

Berdasarkan kutipan pada kategori 7.2 Perencanaan menunjukkan bahwa PT Pertamina 

telah mengungkapkan beberapa praktik perencanaan Sustainable Procurement, meskipun 

tingkat kelengkapan pengungkapannya berbeda pada setiap KPI. Pada dimensi 7.2.1 yaitu 

mengintegrasikan elemen utama, skor disclosure 3 diberikan karena Pertamina tidak 

hanya menjelaskan secara kualitatif adanya pelibatan vendor melalui asesmen lingkungan 

dan sosial, tetapi juga menyajikan data kuantitatif berupa 105 perusahaan vendor baru 

yang telah dinilai pada tahun 2024 atau sebesar 2,8% dari total pemasok baru. Namun, 

skor substansi 2 diberikan karena implementasi tersebut masih bersifat terbatas, sebab 

cakupan asesmen baru terlihat pada sebagian kecil pemasok baru dan belum 

menunjukkan bukti bahwa integrasi elemen keberlanjutan telah diterapkan secara 

menyeluruh pada seluruh proses perencanaan pengadaan. Pada dimensi 7.2.2, yaitu 

menilai risiko keberlanjutan, skor disclosure 2 diberikan karena Pertamina telah 

mengungkapkan proses evaluasi risiko secara kualitatif, seperti penilaian emisi GRK, 

limbah B3, daur ulang, konservasi air, dampak tambang, keanekaragaman hayati, serta 

kesejahteraan pekerja, tetapi belum disertai data nominal atau angka capaian. Sementara 

itu, skor substansi 3 diberikan karena praktik penilaian risiko tersebut telah dilakukan 

secara terstruktur melalui proses pre-screening pemasok dengan mengacu pada sistem 
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GRC maupun GRI, serta mencakup aspek lingkungan dan sosial yang relevan dalam 

proses perencanaan pengadaan. 

Pada dimensi 7.2.3 yaitu menganalisis biaya, skor disclosure dan substansi 

memperoleh nilai 0 karena tidak ditemukan pengungkapan yang menjelaskan adanya 

analisis biaya dalam perencanaan Sustainable Procurement, baik dalam bentuk narasi, 

indikator, maupun bukti implementasi. Selanjutnya, pada dimensi 7.2.4 yaitu 

menganalisis kebutuhan perusahaan, skor disclosure 2 diberikan karena Pertamina telah 

menjelaskan secara kualitatif proses end to end source to payment yang mencakup 

perencanaan kebutuhan, pengadaan, hingga pembayaran secara terintegrasi, paperless, 

dan digital. Namun, pengungkapan tersebut belum dilengkapi data kuantitatif yang 

menunjukkan efektivitas sistem, seperti jumlah proses pengadaan yang terdigitalisasi atau 

tingkat efisiensi waktu dan biaya. Skor substansi 3 diberikan karena praktik tersebut 

menunjukkan bahwa analisis kebutuhan perusahaan telah menjadi bagian dari proses 

pengadaan inti yang dijalankan secara sistematis melalui integrasi digital 127 aplikasi dari 

proses source to payment di holding dan seluruh subholding. Pada dimensi 7.2.5 yaitu 

menganalisis pasar, skor disclosure dan substansi memperoleh nilai 0 karena tidak 

ditemukan kutipan yang secara spesifik menjelaskan kegiatan analisis pasar, seperti 

pemetaan pemasok, tren harga, kapasitas pasar, atau ketersediaan barang dan jasa 

berkelanjutan. Adapun pada dimensi 7.2.6 yaitu melengkapi strategi pemasok, skor 

disclosure 3 diberikan karena Pertamina telah mengungkapkan secara kualitatif pelibatan 

vendor melalui asesmen lingkungan dan sosial serta menyajikan data kuantitatif jumlah 

vendor baru yang telah dinilai. Skor substansi 3 diberikan karena asesmen tersebut 

menunjukkan bahwa strategi pemasok telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan, 

kepatuhan terhadap kebijakan, hukum, dan kontrak, serta diarahkan untuk mendukung 

Kebijakan Keberlanjutan Pertamina Grup. 

5.1.3 Hasil Pengungkapan Mengintegrasikan Persyaratan ke Dalam Spesifikasi 

Berdasarkan kutipan pada kategori 7.3 menunjukkan bahwa PT Pertamina telah 

mengintegrasikan persyaratan keberlanjutan ke dalam spesifikasi pengadaan melalui 

penerapan standar teknis, sertifikasi, dan evaluasi terhadap pemasok. Pada dimensi 7.3.1 

skor disclosure 2 dan substansi 2 diberikan karena Pertamina telah menjelaskan secara 

kualitatif adanya pengadaan yang bertanggung jawab serta penggunaan sistem 
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manajemen untuk meminimalkan dampak operasional terhadap lingkungan. Namun, 

pengungkapan tersebut belum dilengkapi data kuantitatif maupun penjelasan teknis yang 

lebih rinci, seperti indikator penilaian, bobot kriteria, atau mekanisme verifikasi 

persyaratan pengadaan. Pada dimensi 7.3.2 skor disclosure 2 diberikan karena 

persyaratan SMK3 bagi kontraktor, pemasok, dan vendor telah dijelaskan secara 

kualitatif, tetapi belum didukung data jumlah pemasok yang memenuhi persyaratan 

tersebut. Sementara itu, skor substansi 3 diberikan karena persyaratan SMK3 telah 

menjadi bagian dari proses pengadaan yang dievaluasi melalui CSMS dan mengacu pada 

peraturan, standar internasional, serta kebijakan Pertamina Grup. 

Selanjutnya, pada dimensi 7.3.3 skor disclosure dan substansi 3 diberikan karena 

Pertamina telah menyajikan data kuantitatif berupa 87 kegiatan coaching clinic kepada 

10.410 peserta, serta menjadikan sertifikat CSMS/CHESM sebagai syarat mengikuti 

tender, sehingga menunjukkan bahwa persyaratan minimum telah diterapkan secara 

terstruktur dalam proses pengadaan. Pada dimensi 7.3.4 skor disclosure 2 dan substansi 

2 diberikan karena pengungkapan terkait sertifikasi mutu HSSE dan ISO 37001 SMAP 

telah dijelaskan secara kualitatif, namun belum menunjukkan data hasil audit atau 

mekanisme teknis dalam penetapan persyaratan pengadaan. Adapun pada dimensi 7.3.5, 

skor disclosure dan substansi 3 diberikan karena Pertamina telah mengungkapkan 

evaluasi tahunan terhadap kinerja kontraktor, vendor, dan mitra kerja yang mencakup 

aspek K3, lingkungan, pekerja, pelatihan, akomodasi, larangan pekerja anak, serta 

dampak sosial terhadap masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi 

persyaratan keberlanjutan telah dilakukan secara rutin dan terstruktur dalam proses 

pengadaan. 

5.1.4 Hasil Pengungkapan Memilih Pemasok  

Berdasarkan kutipan pada kategori 7.4 menunjukkan bahwa PT Pertamina telah 

menerapkan beberapa tahapan dalam memilih pemasok melalui asesmen sosial, 

prakualifikasi, pengelolaan tender, serta pemberian kontrak. Pada dimensi 7.4.1 yaitu 

nilai kapasitas pemasok, skor disclosure 2 diberikan karena Pertamina telah menjelaskan 

secara kualitatif adanya asesmen sosial terhadap pemasok melalui pemeriksaan aspek 

HAM, ketenagakerjaan, K3, serta CSMS. Namun, pengungkapan tersebut belum 

dilengkapi data kuantitatif seperti jumlah pemasok yang dinilai, hasil asesmen kapasitas 
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pemasok, atau tingkat kepatuhan pemasok terhadap aspek tersebut. Skor substansi 2 

diberikan karena asesmen kapasitas pemasok sudah menunjukkan adanya implementasi, 

tetapi masih bersifat terbatas karena belum dijelaskan secara teknis mengenai indikator 

penilaian, bobot evaluasi, serta tindak lanjut dari hasil asesmen. Pada dimensi 7.4.2 yaitu 

prakualifikasi pemasok, skor disclosure dan substansi 3 diberikan karena Pertamina tidak 

hanya menjelaskan pelaksanaan coaching clinic CSMS/CHESM secara kualitatif, tetapi 

juga mencantumkan data kuantitatif berupa 87 kegiatan pelatihan kepada 10.410 

kontraktor, mitra, dan pemasok. Substansinya dinilai kuat karena sertifikat 

CSMS/CHESM dijadikan sebagai syarat mengikuti tender, sehingga menunjukkan bahwa 

proses prakualifikasi telah dilakukan secara terstruktur dan menjadi bagian dari 

mekanisme seleksi pemasok. 

Pada dimensi 7.4.3 yaitu mengelola tender, skor disclosure dan substansi 3 

diberikan karena Pertamina telah mengungkapkan adanya ketersediaan data pengadaan 

yang transparan dan tersinkronisasi melalui multi-klien SAP Pertamina Grup, serta 

didukung pelatihan CSMS/CHESM bagi pemasok sebagai syarat mengikuti tender. 

Pengungkapan ini menunjukkan adanya sistem digital, keterlibatan pemasok, dan 

mekanisme administrasi yang mendukung proses tender secara lebih terstruktur. 

Selanjutnya, pada dimensi 7.4.4 yaitu pemberian kontrak, skor disclosure 2 diberikan 

karena Pertamina telah menjelaskan secara kualitatif bahwa kontraktor, mitra, dan 

pemasok wajib mematuhi seluruh persyaratan HSE yang tercantum dalam kontrak kerja. 

Meskipun terdapat data mengenai sanksi pemasok dan kegiatan pemahaman bisnis 

beretika, data tersebut belum secara langsung menunjukkan capaian pemberian kontrak, 

seperti jumlah kontrak yang memuat klausul keberlanjutan atau persentase pemasok yang 

lolos berdasarkan kriteria kontrak. Skor substansi 2 diberikan karena penerapan 

persyaratan dalam kontrak dan pemberian sanksi telah menunjukkan adanya bukti 

implementasi, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan sistem pemberian kontrak yang 

terstruktur, terukur, dan dilengkapi mekanisme evaluasi kinerja kontraktual secara 

menyeluruh. 

5.1.5 Hasil Pengungkapan Mengelola Kontrak  

Berdasarkan kutipan pada kategori 7.5 menunjukkan bahwa PT Pertamina telah 

mengungkapkan beberapa praktik pengelolaan kontrak dalam proses Sustainable 
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Procurement, khususnya melalui pengelolaan hubungan dengan pemasok, penerapan 

kontrak, rencana manajemen kontrak, evaluasi kinerja, dan inisiatif bersama pemasok. 

Pada dimensi 7.5.1 yaitu mengelola hubungan, skor disclosure 2 dan substansi 2 

diberikan karena Pertamina telah menjelaskan secara kualitatif adanya sosialisasi kepada 

kontraktor, vendor, dan mitra kerja melalui kegiatan Vendor Day terkait topik 

keberlanjutan, rantai pasok, dan nilai perusahaan. Namun, pengungkapan tersebut belum 

dilengkapi data kuantitatif seperti jumlah peserta, frekuensi kegiatan, hasil evaluasi 

hubungan pemasok, atau indikator efektivitas komunikasi. Secara substansi, praktik 

tersebut menunjukkan adanya upaya membangun hubungan dengan pemasok, tetapi 

masih bersifat terbatas karena belum terlihat mekanisme pengelolaan hubungan yang 

terstruktur, seperti sistem umpan balik pemasok, pemantauan kinerja hubungan, atau 

tindak lanjut perbaikan. Pada dimenasi 7.5.2 yaitu menerapkan kontrak, skor disclosure 

2 dan substansi 2 diberikan karena Pertamina telah menjelaskan adanya evaluasi tahunan 

terhadap kinerja kontraktor, vendor, dan mitra kerja yang mencakup aspek K3, 

lingkungan, pekerja, pelatihan, akomodasi, larangan pekerja anak, serta dampak sosial. 

Namun, pengungkapan tersebut belum menunjukkan data hasil evaluasi maupun 

keterkaitan teknis antara hasil evaluasi dengan penerapan klausul kontrak, sanksi, atau 

perbaikan kontraktual. 

Pada dimensi 7.5.3 yaitu rencana manajemen kontrak, skor disclosure 2 dan 

substansi 2 diberikan karena Pertamina telah menjelaskan penggunaan Process Safety 

Asset Integrity Management System sebagai panduan bagi holding, subholding, dan unit 

operasi dalam kontrak. Akan tetapi, pengungkapan tersebut belum menjelaskan secara 

rinci struktur rencana manajemen kontrak, indikator pengendalian risiko, pembagian 

tanggung jawab, serta mekanisme monitoring selama kontrak berjalan. Pada dimensi 

7.5.4 yaitu kinerja dan hubungan, skor disclosure dan substansi 3 diberikan karena 

Pertamina telah menyajikan data kuantitatif terkait hasil evaluasi pemasok, seperti 182 

pemasok yang memperoleh sanksi Hitam, 25 pemasok sanksi Kuning, serta 21 pemasok 

sanksi Merah. Substansinya juga dinilai kuat karena terdapat mekanisme evaluasi kinerja 

dan pemberian sanksi yang menunjukkan adanya pengendalian terhadap perilaku 

pemasok dalam pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, pada dimensi 7.5.5 yaitu inisiatif 

bersama pemasok, skor disclosure dan substansi 3 diberikan karena Pertamina 
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mengungkapkan kegiatan coaching clinic kepada 10.410 kontraktor, mitra, dan pemasok 

melalui 87 kegiatan pelatihan, serta menjadikan sertifikat CSMS/CHESM sebagai syarat 

mengikuti tender. Hal ini menunjukkan adanya inisiatif peningkatan kapasitas pemasok 

yang dilakukan secara terstruktur. Adapun dimensi 7.5.6 tentang mengelola kegagalan 

pemasok dan dimensi 7.5.7 tentang mengelola pembuangan akhir masa pakai 

memperoleh skor disclosure dan substansi 0 karena tidak ditemukan kutipan yang secara 

spesifik menjelaskan kedua aspek tersebut, baik dalam bentuk pengungkapan maupun 

bukti implementasi. 

5.1.6 Hasil Pengungkapan Meninjau dan Mempelajari Kontrak  

Berdasarkan kutipan pada kategori 7.6 yaitu Meninjau dan Mempelajari Kontrak 

memperoleh skor disclosure 0 dan substansi 0 karena tidak ditemukan pengungkapan 

yang secara spesifik menjelaskan adanya proses peninjauan, evaluasi, atau pembelajaran 

atas kontrak pengadaan yang telah berjalan. Skor disclosure 0 diberikan karena PT 

Pertamina belum mengungkapkan informasi, baik secara singkat maupun kualitatif, 

terkait mekanisme contract review, evaluasi pascakontrak, dokumentasi pembelajaran, 

ataupun perbaikan klausul kontrak berdasarkan hasil pelaksanaan pengadaan 

sebelumnya. Sementara itu, skor substansi 0 diberikan karena tidak terdapat bukti 

implementasi yang menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan kontrak digunakan sebagai 

dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, seperti pembaruan persyaratan kontrak, 

evaluasi efektivitas klausul keberlanjutan, tindak lanjut atas masalah kontraktual, atau 

penyusunan rekomendasi untuk pengadaan berikutnya. Dengan demikian, kategori ini 

belum dapat dinilai memiliki bukti implementasi dalam Sustainability Report PT 

Pertamina tahun 2024. 

 

5.2 Analisis Hasil Scoring 

Analisis hasil scoring pada penelitian ini dilakukan dengan melihat persentase skor 

substansi dari setiap kategori dalam Klausul 7 ISO 20400:2017. Penilaian substansi 

digunakan sebagai fokus utama karena mampu menggambarkan sejauh mana praktik 

Sustainable Procurement telah diterapkan dalam proses pengadaan PT Pertamina. 

Berbeda dengan skor disclosure yang menilai tingkat kelengkapan informasi dalam 

Sustainability Report, skor substansi lebih menekankan pada bukti implementasi dari 
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setiap Key Performance Indicator (KPI) yang telah disusun. Dalam konteks PT Pertamina 

sebagai perusahaan energi nasional dengan kegiatan operasional yang kompleks, 

pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan 

proses bisnis perusahaan. Oleh karena itu, penilaian substansi menjadi penting untuk 

mengetahui sejauh mana prinsip keberlanjutan telah diintegrasikan ke dalam aktivitas 

pengadaan, baik dalam pengelolaan pemasok, kontraktor, vendor, maupun proses 

pengadaan lainnya. 

Untuk mempermudah memahami hasil penilaian, persentase skor substansi pada 

setiap kategori divisualisasikan dalam bentuk radar chart. Visualisasi ini digunakan 

untuk menunjukkan perbandingan tingkat implementasi Sustainable Procurement antar 

kategori pada Klausul 7 ISO 20400:2017. Melalui penyajian tersebut, kategori yang telah 

menunjukkan penerapan cukup baik dapat terlihat dengan lebih jelas, begitu pula kategori 

yang masih memiliki nilai rendah dan memerlukan perbaikan. Dengan demikian, hasil 

analisis ini dapat menjadi dasar dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan 

penerapan Sustainable Procurement PT Pertamina berdasarkan pedoman ISO 

20400:2017. 

 

Gambar 5. 1 Hasil Scoring Substansi Keseluruhan 

Berdasarkan grafik hasil scoring substansi pada Klausul 7 ISO 20400:2017, terlihat 

bahwa tingkat implementasi Sustainable Procurement PT Pertamina pada aspek integrasi 

keberlanjutan ke dalam proses pengadaan memiliki capaian yang berbeda pada setiap 

kategori. Kategori 7.1 yaitu Membangun dari Proses yang Sudah Ada memperoleh skor 
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substansi sebesar 67%. Nilai ini menunjukkan bahwa PT Pertamina telah mulai 

mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam proses pengadaan yang sudah berjalan, 

salah satunya melalui pemanfaatan sistem digital dan keterlibatan beberapa fungsi 

perusahaan. Namun, implementasinya masih belum sepenuhnya maksimal karena belum 

seluruh proses menunjukkan bukti yang lengkap dan terukur. Selanjutnya, kategori 7.2 

yaitu Perencanaan memperoleh skor substansi sebesar 61%, yang menunjukkan bahwa 

aspek perencanaan pengadaan berkelanjutan telah diterapkan, seperti melalui penilaian 

risiko keberlanjutan dan analisis kebutuhan perusahaan. Akan tetapi, masih terdapat 

beberapa indikator yang belum ditemukan pengungkapannya, sehingga kategori ini masih 

memerlukan penguatan, terutama pada aspek analisis biaya dan analisis pasar. 

Kategori dengan skor tertinggi adalah kategori 7.3 yaitu Mengintegrasikan 

Persyaratan Keberlanjutan ke dalam Spesifikasi dengan nilai substansi sebesar 87%. Hal 

ini menunjukkan bahwa PT Pertamina telah cukup kuat dalam memasukkan persyaratan 

keberlanjutan ke dalam spesifikasi pengadaan, seperti melalui penerapan standar teknis, 

persyaratan keselamatan kerja, sertifikasi, serta evaluasi persyaratan keberlanjutan. 

Selanjutnya, kategori 7.4 yaitu Memilih Pemasok memperoleh skor substansi sebesar 

83%, yang menunjukkan bahwa proses pemilihan pemasok telah mempertimbangkan 

aspek keberlanjutan melalui asesmen sosial, prakualifikasi pemasok, pengelolaan tender, 

serta pemberian kontrak. Sementara itu, kategori 7.5 yaitu Mengelola Kontrak 

memperoleh skor substansi sebesar 57%, yang berarti pengelolaan kontrak sudah mulai 

diterapkan, tetapi belum sepenuhnya kuat karena masih terdapat indikator yang belum 

terungkap, seperti pengelolaan kegagalan pemasok dan pengelolaan pembuangan akhir 

masa pakai. Adapun kategori 7.6 yaitu Meninjau dan Mempelajari Kontrak memperoleh 

skor substansi 0%, karena belum ditemukan bukti implementasi terkait proses peninjauan, 

evaluasi, atau pembelajaran dari kontrak pengadaan yang telah berjalan. Secara 

keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa kekuatan utama implementasi Sustainable 

Procurement PT Pertamina berada pada tahap penyusunan spesifikasi dan pemilihan 

pemasok, sedangkan aspek pengelolaan kontrak, perencanaan, serta evaluasi 

pascakontrak masih menjadi area yang perlu ditingkatkan. 
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5.2.1 Analisis Scroring Kategori Membangun Dari Proses Yang Sudah Ada 

Berdasarkan hasil scoring substansi pada klausul 7.1.1 kategori Membangun dari proses 

yang sudah ada diperoleh nilai substansi sebesar 67%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 

PT Pertamina telah memiliki bukti implementasi dalam mengintegrasikan proses 

pengadaan ke dalam proses bisnis perusahaan melalui platform digital One Procurement 

to Pay. Platform ini menghubungkan berbagai fungsi di korporasi, seperti Procurement, 

Shared Services, Enterprise IT, Legal, Finance, HSSE, user, serta vendor, dan juga 

mengintegrasikan 127 aplikasi ke dalam satu Digital Platform Pipeline. Hal ini 

menunjukkan bahwa proses pengadaan telah dikelola secara lebih terstruktur, 

terdigitalisasi, dapat dipantau secara waktu nyata, serta diarahkan untuk mengurangi 

human error yang berpotensi menimbulkan korupsi. Namun, nilai substansi belum 

mencapai 100% karena pengungkapan yang disampaikan belum menunjukkan bukti 

implementasi yang lebih lengkap, seperti hasil pengukuran kinerja sistem, efektivitas 

penggunaan platform, audit berkala, atau capaian perbaikan yang dihasilkan dari 

penerapan sistem tersebut. Dengan demikian, kategori ini menunjukkan bahwa praktik 

Sustainable Procurement telah mulai dibangun dari proses pengadaan yang sudah ada, 

tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek pengukuran dan bukti hasil 

implementasi. 

 

Gambar 5. 2 Grafik Substansi Kategori Membangun Dari Proses Yang Sudah Ada 

5.2.2 Analisis Scoring Kategori Perencanaan 

Berdasarkan hasil scoring substansi pada kategori 7.2 Perencanaan, terlihat bahwa 

implementasi Sustainable Procurement PT Pertamina belum merata pada seluruh 

dimensi. Dimensi 7.2.1 Mengintegrasikan elemen utama memperoleh skor substansi 

sebesar 67%. Nilai ini menunjukkan bahwa PT Pertamina telah memiliki bukti 

implementasi dalam memasukkan aspek keberlanjutan ke dalam perencanaan pengadaan 
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melalui pelibatan vendor yang disertai asesmen lingkungan dan sosial. Asesmen tersebut 

digunakan untuk memastikan kepatuhan vendor terhadap kebijakan, hukum, kontrak, 

serta Kebijakan Keberlanjutan Pertamina Grup. Namun, skor belum mencapai 100% 

karena cakupan implementasi yang diungkapkan dalam SR masih terbatas pada 105 

vendor baru atau 2,8% dari total pemasok baru tahun 2024. Meskipun proses asesmen 

sudah dilakukan penerapannya belum menunjukkan cakupan yang menyeluruh terhadap 

seluruh pemasok atau seluruh tahapan perencanaan pengadaan. 

Dimensi 7.2.2 Menilai risiko keberlanjutan termasuk peluang memperoleh skor 

substansi sebesar 100%. Skor ini lebih tinggi dibandingkan 7.2.1 karena SR telah 

menunjukkan adanya proses evaluasi terhadap kontraktor, mitra, dan pemasok 

berdasarkan aspek keberlanjutan yang lebih luas dan teknis. Evaluasi tersebut mencakup 

penerapan proses produksi yang berorientasi pada pengurangan emisi GRK dan non-

GRK, pemanfaatan sumber daya alam berbasis daur ulang, pelestarian sumber daya air, 

pengurangan dampak zat kimia terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, 

perlindungan keanekaragaman hayati, serta penciptaan nilai melalui produk dan layanan. 

Dengan cakupan indikator yang lebih lengkap, dimensi ini menunjukkan bahwa penilaian 

risiko keberlanjutan telah menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pengadaan. 

Sementara itu, dimensi 7.2.4 Menganalisis kebutuhan perusahaan juga memperoleh skor 

substansi sebesar 100% karena PT Pertamina telah menerapkan proses end to end source 

to payment yang menghubungkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, hingga 

pembayaran secara terintegrasi, sekuensial, streamlined, dan digital. Implementasi ini 

menunjukkan bahwa proses analisis kebutuhan tidak hanya dilakukan secara 

administratif, tetapi sudah didukung sistem digital yang menggantikan 127 aplikasi 

berbeda di holding dan seluruh subholding. 

Dimensi 7.2.6 Melengkapi strategi pemasok juga memperoleh skor substansi 

sebesar 100%, karena strategi pemasok telah dikaitkan dengan asesmen lingkungan dan 

sosial untuk memastikan kepatuhan vendor terhadap kebijakan, regulasi, dan ketentuan 

kontrak. Dimensi ini menunjukkan bahwa PT Pertamina telah memiliki dasar strategi 

pemasok yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam proses pengadaan. 

Berbeda dengan ketiga dimensi tersebut, dimensi 7.2.3 Menganalisis biay dan 7.2.5 

Menganalisis pasar memperoleh skor substansi 0% karena tidak ditemukan bukti 
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implementasi yang secara spesifik menjelaskan analisis biaya keberlanjutan maupun 

analisis pasar dalam perencanaan pengadaan. Tidak adanya pengungkapan terkait biaya, 

pemetaan pasar pemasok berkelanjutan, ketersediaan barang atau jasa berkelanjutan, tren 

harga, dan kapasitas pasar menyebabkan kedua dimensi tersebut menjadi titik terlemah 

pada kategori perencanaan. 

 

Gambar 5. 3 Grafik Substansi Kategori Perencanaan 

5.2.3 Analisis Scoring Kategori Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan Ke 

Dalam Spesifikasi 

Berdasarkan hasil scoring substansi pada kategori 7.3 Mengintegrasikan Persyaratan 

Keberlanjutan ke dalam Spesifikasi diperoleh rata-rata skor substansi sebesar 87%. Nilai 

ini menunjukkan bahwa PT Pertamina telah cukup kuat dalam memasukkan persyaratan 

keberlanjutan ke dalam proses pengadaan, terutama melalui persyaratan teknis, 

sertifikasi, pelatihan pemasok, serta evaluasi kinerja kontraktor/vendor/mitra kerja. Jika 

dibandingkan antar dimensi, dimensi 7.3.1 Menentukan Kriteria Pengadaan memperoleh 

skor substansi 67%. Skor ini diberikan karena Pertamina telah menunjukkan adanya 

implementasi kriteria pengadaan yang mempertimbangkan aspek lingkungan melalui 

pengadaan yang bertanggung jawab dan penggunaan sistem manajemen untuk 

meminimalkan dampak operasional terhadap lingkungan. Namun, nilainya belum 

mencapai 100% karena kutipan dalam SR  belum menjelaskan secara rinci indikator 

teknis kriteria pengadaan, seperti parameter penilaian, bobot kriteria, metode verifikasi, 

atau hasil evaluasi penerapan kriteria tersebut dalam proses pengadaan. 
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 Dimensi 7.3.2 Memilih Jenis Persyaratan memperoleh skor substansi 100% 

karena persyaratan keberlanjutan telah diwajibkan secara jelas kepada kontraktor, 

pemasok, dan vendor melalui penerapan SMK3 yang mengacu pada peraturan 

perundang-undangan, standar internasional ISO/OHSAS/ISRS serta kebijakan Pertamina 

Grup. Selain itu seluruh persyaratan SMK3 dievaluasi menggunakan Pedoman 

Contractor Safety Management System (CSMS) sehingga menunjukkan adanya 

mekanisme persyaratan yang formal, terstruktur, dan sesuai standar. Dimensi 7.3.3 

Menerapkan Persyaratan Minimum dan Persyaratan Tambahan juga memperoleh skor 

substansi 100% karena Pertamina tidak hanya menetapkan sertifikat CSMS/CHESM 

sebagai syarat mengikuti tender, tetapi juga mendukung pemenuhannya melalui 87 

kegiatan coaching clinic kepada 10.410 kontraktor, mitra, dan pemasok. Hal ini 

menunjukkan bahwa persyaratan minimum telah diterapkan secara operasional dalam 

proses tender dan didukung dengan penguatan kapasitas pemasok. 

 Pada dimensi 7.3.4 Mencari Informasi Untuk Menetapkan Persyaratan 

memperoleh skor substansi 67%. Skor ini menunjukkan bahwa Pertamina telah memiliki 

bukti implementasi dalam memperkuat dasar penetapan persyaratan melalui resertifikasi 

integrasi mutu HSSE dan Anti Penyuapan, serta perluasan sertifikasi ISO 37001 SMAP 

dari tiga fungsi menjadi sembilan fungsi yang memiliki risiko penyuapan tinggi, termasuk 

fungsi pengadaan barang/jasa. Namun, nilainya belum maksimal karena kutipan tersebut 

belum secara langsung menjelaskan bagaimana informasi hasil sertifikasi, audit, atau 

identifikasi risiko tersebut digunakan untuk menyusun atau memperbarui spesifikasi 

pengadaan. Adapun dimensi 7.3.5 Evaluasi Persyaratan Keberlanjutan memperoleh skor 

substansi 100% karena Pertamina telah melakukan evaluasi kinerja kontraktor, vendor, 

dan mitra kerja setiap tahun, dengan cakupan aspek kesejahteraan pekerja, pelatihan, 

akomodasi, pencegahan perbudakan modern, serta dampak sosial proyek terhadap 

masyarakat. Evaluasi tersebut juga dilakukan oleh Fungsi Pengguna dan Fungsi 

Procurement berdasarkan TKO No. B3.4-02/130200/2023-S9 atau PTK-007 SKK Migas 

untuk Subholding Upstream, sehingga menunjukkan proses evaluasi yang rutin, formal, 

dan memiliki dasar prosedural.  
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Gambar 5. 4 Grafik Substansi Kategori Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke 

Dalam Spesifikasi 

5.2.4 Analisis Scoring Kategori Memilih Pemasok 

Berdasarkan hasil scoring substansi pada kategori 7.4 Memilih Pemasok diperoleh rata-

rata skor substansi sebesar 75%. Nilai ini menunjukkan bahwa PT Pertamina telah 

mengimplementasikan proses pemilihan pemasok dengan mempertimbangkan aspek 

keberlanjutan melalui asesmen sosial, prakualifikasi, pengelolaan tender, dan penerapan 

persyaratan kontrak. Pada dimensi 7.4.1 Nilai Kapasitas Pemasok skor substansi sebesar 

67% diberikan karena Pertamina telah melakukan asesmen sosial melalui pemeriksaan 

kelengkapan administrasi terkait HAM, ketenagakerjaan, serta K3/CSMS, termasuk 

evaluasi kinerja kontraktor, vendor, dan mitra kerja setiap tahun. Namun skor tersebut 

belum mencapai 100% karena SR belum menjelaskan secara rinci indikator teknis 

penilaian kapasitas pemasok, seperti kemampuan operasional, kualitas layanan, rekam 

jejak kinerja, kapasitas pemenuhan kebutuhan, serta bobot evaluasi dalam proses seleksi. 

Sementara itu, dimensi 7.4.2 Prakualifikasi Pemasok memperoleh skor substansi tertinggi 

sebesar 100% karena Pertamina telah menetapkan sertifikat CSMS/CHESM sebagai 

syarat mengikuti tender dan mendukung penerapannya melalui 87 kegiatan coaching 

clinic kepada 10.410 kontraktor, mitra, dan pemasok. Hal ini menunjukkan bahwa proses 

prakualifikasi pemasok telah dilakukan secara lebih terstruktur, formal, dan melibatkan 

pemasok secara langsung. 

 Selanjutnya, dimensi 7.4.3 Mengelola Tender memperoleh skor substansi sebesar 

67% karena Pertamina telah mengungkapkan adanya data pengadaan yang transparan dan 
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tersinkronisasi melalui multi-klien SAP Pertamina Grup, serta didukung oleh persyaratan 

CSMS/CHESM dalam proses tender. Namun, skor belum maksimal karena belum 

dijelaskan secara teknis mekanisme evaluasi penawaran, pembobotan kriteria 

keberlanjutan, verifikasi dokumen pemasok, dan pengendalian risiko dalam proses 

tender. Dimensi 7.4.4 Pemberian Kontrak juga memperoleh skor substansi sebesar 67% 

karena Pertamina telah mewajibkan kontraktor, mitra, dan pemasok mematuhi seluruh 

persyaratan HSE dalam kontrak kerja, termasuk CSMS dan CHESM. Selain itu, terdapat 

data sanksi tahun 2024 yaitu 182 pemasok memperoleh sanksi Hitam, 25 pemasok sanksi 

Merah, dan 21 pemasok sanksi Kuning yang berdampak pada keikutsertaan dalam 

pengadaan barang/jasa. Meskipun demikian SR belum menjelaskan secara langsung 

bagaimana hasil evaluasi, pemenuhan HSE, dan pemberian sanksi digunakan sebagai 

dasar teknis dalam keputusan pemberian kontrak.  

 

Gambar 5. 5 Grafik Substansi Kategori Memilih Pemasok 

5.2.5 Analisis Scoring Kategori Mengelola Kontrak 

Berdasarkan hasil scoring substansi pada kategori 7.5 Mengelola Kontrak diperoleh rata-

rata skor substansi sebesar 57%. Nilai ini menunjukkan bahwa pengelolaan kontrak dalam 

praktik Sustainable Procurement PT Pertamina sudah mulai diterapkan, tetapi belum 

merata pada seluruh dimensi. Dimensi 7.5.1 Mengelola Hubungan, 7.5.2 Menerapkan 

Kontrak, dan 7.5.3 Rencana Manajemen Kontrak masing-masing memperoleh skor 

substansi 67%. Hal ini karena Pertamina telah melakukan sosialisasi kepada vendor 

melalui Vendor Day, evaluasi tahunan terhadap kontraktor/vendor/mitra kerja, serta 

penerapan PSAIMS sebagai panduan pengelolaan risiko keselamatan proses. Namun, 

ketiga dimensi tersebut belum mencapai skor maksimal karena belum dijelaskan secara 
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rinci mekanisme teknis seperti indikator hubungan pemasok, tindak lanjut hasil evaluasi, 

penerapan klausul kontrak, pembagian tanggung jawab, serta monitoring kontrak selama 

pelaksanaan. 

 Sementara itu, dimensi 7.5.4 Kinerja dan Hubungan dan 7.5.5 Inisiatif Bersama 

Pemasok memperoleh skor substansi 100% karena Pertamina telah menunjukkan bukti 

implementasi yang lebih jelas, yaitu adanya data sanksi pemasok tahun 2024 serta 

pelaksanaan 87 kegiatan coaching clinic kepada 10.410 kontraktor, mitra, dan pemasok 

terkait CSMS/CHESM sebagai syarat mengikuti tender. Sebaliknya, dimensi 7.5.6 

Mengelola Kegagalan Pemasok dan 7.5.7 Mengelola Pembuangan dan Akhir Masa Pakai 

memperoleh skor substansi 0% karena belum ditemukan pengungkapan yang secara 

spesifik membahas mekanisme penanganan kegagalan pemasok maupun pengelolaan 

akhir masa pakai. Dengan demikian, dimensi dengan persentase substansi paling baik 

adalah 7.5.4 Kinerja dan Hubungan dan 7.5.5 Inisiatif Bersama Pemasok dengan skor 

100%. 

 

Gambar 5. 6 Grafik Substansi Kategori Mengelola Kontrak 

5.2.6 Analisis Scoring Kategori Meninjau dan Mempelajari Kontrak  

Berdasarkan hasil scoring substansi pada kategori 7.6 Meninjau dan Mempelajari 

Kontrak, diperoleh skor substansi sebesar 0%. Nilai ini menunjukkan bahwa dalam 

Sustainability Report PT Pertamina tahun 2024 belum ditemukan bukti implementasi 

yang secara spesifik. Dengan demikian, tidak terdapat dimensi dengan persentase paling 

baik pada kategori 7.6 karena seluruh hasil scoring substansi memperoleh nilai 0%. 
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5.3 Hasil Validasi Expert 

Setelah penilaian terhadap enam kategori dalam Klausul 7 ISO 20400 mengenai 

Sustainable Procurement dilakukan, tahap selanjutnya adalah menganalisis hasil validasi 

dari para expert. Validasi ini bertujuan untuk mengonfirmasi kesesuaian hasil penilaian 

yang telah disusun oleh peneliti dengan perspektif, pemahaman, dan keahlian para expert 

di bidang Sustainable Procurement. Selain itu, proses validasi juga dilakukan untuk 

memastikan bahwa hasil penilaian telah selaras dengan pandangan akademisi dan praktisi 

yang memiliki pemahaman terhadap penerapan Sustainable Procurement di lapangan. 

Hasil validasi dari para expert tersebut disajikan pada Tabel 5.1. 

Tabel 5. 1 Hasil Validasi Expert 

Kategori Aspek Validasi 
Skor 

Tertinggi 

Skor 

Terendah 
Modus 

Skor rata-

rata 
 

Membangun dari 

Proses yang sudah 

Ada (MDP) 

Scoring Disclosure 5 3 5 4.43 
 

Scoring Substansi/ 

Implementasi 

5 4 5 4.57 
 

Improvement 

Substansi/ 

Implementasi 

5 4 4 4.43 
 

Perencanaan (PR) Scoring Disclosure 5 4 4 4.43 
 

Scoring Substansi/ 

Implementasi 

5 4 5 4.86 
 

Improvement 

Substansi/ 

Implementasi 

5 4 5 4.57 
 

Mengintegrasikan 

Persyaratan 

Keberlanjutan ke 

Dalam Spesifikasi 

(MPS) 

Scoring Disclosure 5 4 5 4.71 
 

Scoring Substansi/ 

Implementasi 

5 4 4 4.43 
 

Improvement 

Substansi/ 

Implementasi 

5 4 5 4.57 
 

Memilih Pemasok 

(MP) 

Scoring Disclosure 5 4 5 4.71 
 

Scoring Substansi/ 

Implementasi 

5 4 5 4.57 
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Kategori Aspek Validasi 
Skor 

Tertinggi 

Skor 

Terendah 
Modus 

Skor rata-

rata 
 

Improvement 

Substansi/ 

Implementasi 

5 4 5 4.57 
 

Mengelola Kontrak 

(MK) 

Scoring Disclosure 5 3 5 4.43 
 

Scoring Substansi/ 

Implementasi 

5 4 5 4.71 
 

Improvement 

Substansi/ 

Implementasi 

5 4 5 4.57 
 

Meninjau dan 

Memperlajari 

Kontrak (MPK) 

Scoring Disclosure 5 3 4 dan 5 4.29 
 

Scoring Substansi/ 

Implementasi 

5 3 4 dan 5 4.29 
 

Improvement 

Substansi/ 

Implementasi 

5 4 5 4.71 
 

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh empat akademisi dan tiga praktisi 

terhadap instrumen penelitian pada enam kategori Klausul 7 ISO 20400:2017, diperoleh 

nilai rata-rata pada seluruh aspek validasi berada pada rentang 4,29–4,86. Enam kategori 

yang divalidasi meliputi Membangun dari Proses yang Sudah Ada (MDP), Perencanaan 

(PR), Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke dalam Spesifikasi (MPS), Memilih 

Pemasok (MP), Mengelola Kontrak (MK), serta Meninjau dan Mempelajari Kontrak 

(MPK). Rentang nilai tersebut menunjukkan bahwa para expert secara umum 

memberikan penilaian pada kategori setuju hingga sangat setuju, sehingga instrumen 

yang digunakan dinilai layak untuk diterapkan dalam penelitian. 

Kategori Perencanaan (PR) pada aspek Scoring Substansi/Implementasi 

memperoleh nilai rata-rata tertinggi, yaitu 4,86, dengan skor tertinggi 5, skor terendah 4, 

dan modus 5. Sebaliknya, nilai rata-rata terendah terdapat pada kategori Meninjau dan 

Mempelajari Kontrak (MPK) pada aspek Scoring Disclosure dan Scoring 

Substansi/Implementasi, yaitu sebesar 4,29, dengan skor tertinggi 5, skor terendah 3, serta 

modus 4 dan 5. Meskipun menjadi nilai terendah, hasil tersebut tetap berada pada kategori 

setuju, sehingga indikator pada kategori tersebut tetap dinilai layak digunakan. 
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Secara keseluruhan, hasil validasi menunjukkan bahwa seluruh aspek memperoleh skor 

tertinggi 5 dan tidak terdapat nilai rata-rata di bawah kategori setuju. Selain itu, modus 

yang didominasi oleh skor 5 menunjukkan adanya kesepakatan yang tinggi di antara para 

expert terhadap instrumen yang dikembangkan. Dengan demikian, instrumen penilaian 

pada enam kategori Klausul 7 ISO 20400:2017 dinilai valid dan layak digunakan untuk 

mengevaluasi praktik pengadaan berkelanjutan pada objek penelitian. 

Selain hasil penilaian kuantitatif melalui proses scoring, validasi oleh para expert juga 

didukung oleh berbagai masukan kualitatif yang diberikan oleh akademisi dan praktisi. 

Masukan tersebut menjadi pelengkap dalam proses validasi karena memberikan 

perspektif yang lebih mendalam terhadap hasil penelitian, sekaligus memperkuat 

landasan dalam penyusunan rekomendasi perbaikan. Adapun beberapa masukan yang 

disampaikan oleh para expert adalah sebagai berikut. 

1. Perlunya peningkatan dan penyempurnaan proses secara berkelanjutan. Para expert 

berpendapat bahwa proses yang saat ini telah diterapkan pada dasarnya sudah berjalan 

dengan baik dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan 

pengadaan. Namun demikian, proses tersebut masih perlu dievaluasi dan 

disempurnakan secara berkelanjutan agar efektivitas penerapan sustainable 

procurement dapat terus ditingkatkan.  

2. Perlunya peninjauan dan pembaruan dokumen kontrak secara berkala. Para expert 

menilai bahwa dokumen kontrak perlu dievaluasi secara rutin, khususnya pada 

klausul-klausul yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan. Pembaruan tersebut 

penting agar isi kontrak tetap sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi, 

karakteristik barang atau jasa yang diadakan, serta prinsip-prinsip keberlanjutan.  

3. Perlunya analisis lebih lanjut terhadap hasil penilaian disclosure dan substansi. Para 

expert juga menyampaikan bahwa hasil scoring disclosure dan 

substansi/implementasi yang menunjukkan pola penilaian serupa perlu dikaji lebih 

mendalam. Analisis tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa kesamaan pola 

tersebut tidak mengindikasikan adanya redundansi dalam instrumen maupun proses 

penilaian, sehingga hasil evaluasi yang diperoleh tetap akurat dan mampu 

merepresentasikan kondisi yang sebenarnya.  

 



86 

 

 

5.4 Analisis Faktor Penyebab Kesenjangan Implementasi Sustainable Procurement 

Fishbone diagram digunakan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya gap dalam 

implementasi Sustainable Procurement berdasarkan ISO 20400:2017. Analisis ini 

difokuskan pada kategori yang memperoleh nilai scoring substansi di bawah 100%, 

karena nilai tersebut menunjukkan bahwa penerapan atau pengungkapan pada kategori 

tersebut masih belum optimal. Faktor penyebab gap kemudian dikelompokkan ke dalam 

aspek man, material, Machine, measurement, Method, dan enviroment agar analisis lebih 

terarah. Selanjutnya, metode 5 Why digunakan untuk menelusuri akar permasalahan dari 

setiap gap, sehingga hasil analisis dapat menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi 

perbaikan implementasi Sustainable Procurement. 

5.4.1 Analisis Faktor Penyebab Kategori Membangun Dari Proses Yang Sudah Ada 

Menggunakan Fishbone  

Berikut merupakan fihsbone dari hasil pengungakapan kategori Membangun Dari Proses 

Yang Sudah Ada Menggunakan, sebagai berikut: 

 

Gambar 5. 7 Fishbone Kategori Membangun Dari Proses Yang Sudah Ada 
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1. Man 

Pada faktor Man, permasalahan utama terletak pada kompetensi dan pemahaman 

pelaksana pengadaan dalam menerapkan Sustainable Procurement melalui OP2P yang 

belum tergambar secara merata. OP2P dalam SR Pertamina telah dijelaskan sebagai 

platform digital yang mengintegrasikan berbagai fungsi, mulai dari Procurement, Shared 

Services, Enterprise IT, Legal, Finance, HSSE, User, hingga vendor. Namun, integrasi 

sistem tersebut belum otomatis menunjukkan bahwa pelaksana pengadaan memiliki 

kemampuan teknis yang sama dalam menerjemahkan prinsip keberlanjutan ke dalam 

aktivitas operasional. Dalam proses pengadaan, user, buyer, fungsi procurement, dan tim 

evaluasi vendor perlu memahami bagaimana aspek lingkungan, sosial, keselamatan, 

kepatuhan, dan tata kelola digunakan sejak tahap perencanaan kebutuhan, penyusunan 

spesifikasi, evaluasi pemasok, penyusunan kontrak, hingga monitoring vendor. 

Permasalahan ini menjadi dasar penting bagi faktor lainnya, karena sistem, dokumen, 

prosedur, tidak akan berjalan efektif apabila pengguna belum memiliki kompetensi yang 

memadai untuk mengoperasionalkannya.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh  (Schulze et al., 2022) juga menegaskan 

bahwa penerapan sustainable purchasing and supply management membutuhkan 

kompetensi individu dan organisasi, termasuk kemampuan fungsional, kognitif, sosial, 

serta kemampuan mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam keputusan pembelian. 

Dengan demikian, akar masalah pada faktor Man adalah Sustainable Procurement belum 

tergambar diturunkan menjadi kebutuhan kompetensi teknis yang spesifik bagi pelaksana 

pengadaan, sehingga peran manusia dalam mengoperasionalkan keberlanjutan melalui 

OP2P belum terlihat kuat, merata, dan terukur. 

2. Machine  

Keterbatasan pada faktor Man kemudian berkaitan langsung dengan faktor Machine, 

karena kompetensi pengguna perlu didukung oleh sistem yang mampu menangkap dan 

mengarahkan data keberlanjutan secara jelas. Pada faktor ini, permasalahan utama terlihat 

dari belum tergambarnya OP2P memiliki fitur atau sustainability data field yang secara 

khusus menangkap data keberlanjutan dalam proses pengadaan. SR Pertamina lebih 

menampilkan OP2P sebagai platform integrasi proses, penyederhanaan aplikasi, 

pemantauan waktu nyata, dan pengurangan potensi human error. Namun, dalam konteks 
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Sustainable Procurement, sistem digital tidak cukup hanya mempercepat dan 

mengintegrasikan proses source to payment. Sistem juga perlu memiliki kemampuan 

untuk mencatat, menyimpan, memvalidasi, dan mengolah data keberlanjutan vendor, 

seperti sertifikasi lingkungan, aspek keselamatan, kepatuhan sosial, rekam jejak vendor, 

serta bukti pemenuhan kriteria ESG. (Ragin-Skorecka & Hadaś, 2024) menjelaskan 

bahwa keberhasilan sustainable e-procurement dipengaruhi oleh kualitas sistem, 

dukungan teknis, pengalaman pengguna, dan kemampuan sistem dalam mendukung 

praktik pengadaan berkelanjutan. Oleh karena itu, akar masalah pada faktor Machine 

adalah arsitektur OP2P belum tergambar secara substantif sebagai sistem yang memiliki 

kontrol keberlanjutan, sehingga OP2P masih lebih terlihat sebagai platform integrasi 

proses dibanding instrumen pengendalian Sustainable Procurement. 

3. Material 

Keterbatasan fitur pada sistem kemudian berdampak pada faktor Material, karena data 

dan prinsip keberlanjutan yang tidak tertangkap secara sistematis akan sulit diturunkan 

ke dalam dokumen pengadaan. Pada faktor Material, permasalahan utama berkaitan 

dengan belum tergambarnya dokumen pengadaan standar dalam OP2P yang memuat 

kriteria Sustainable Procurement secara baku. Dokumen seperti RFQ, RFP, spesifikasi 

teknis, kontrak, dan dokumen evaluasi merupakan dasar formal bagi vendor untuk 

memahami persyaratan yang harus dipenuhi. Jika kriteria keberlanjutan belum tercantum 

secara eksplisit dalam dokumen tersebut, maka aspek lingkungan, sosial, keselamatan, 

dan tata kelola berisiko tidak memiliki kekuatan operasional yang sama dengan 

persyaratan teknis, harga, administrasi, atau legal. Cao et al. (2022) menunjukkan bahwa 

implementasi sustainable public procurement dapat ditelusuri melalui dokumen tender 

karena dokumen tersebut memuat spesifikasi teknis, kualifikasi pemasok, kriteria seleksi, 

dan ketentuan kontrak. Sejalan dengan itu, (Lou et al., 2024) menjelaskan bahwa evaluasi 

pemasok berbasis ESG membutuhkan kriteria yang jelas dan terstandar agar perusahaan 

dapat menilai pemasok secara konsisten. Dengan demikian, akar masalah pada faktor 

Material adalah Sustainable Procurement belum tergambar teroperasionalkan ke dalam 

dokumen kerja pengadaan yang baku di OP2P, sehingga integrasi keberlanjutan belum 

memiliki dasar material yang konsisten, formal, dan dapat diaudit. 

4. Method  
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Pada faktor Method menjadi penting karena keberlanjutan tidak hanya perlu tercantum 

dalam dokumen, tetapi juga harus diarahkan melalui alur kerja dan prosedur keputusan 

yang jelas. Pada faktor Method, permasalahan utama terletak pada belum tergambarnya 

metode integrasi Sustainable Procurement ke dalam OP2P dalam bentuk alur kerja, gate, 

atau prosedur keputusan yang terstruktur. OP2P dapat mengatur proses bisnis dari 

perencanaan kebutuhan, pengadaan, hingga pembayaran, tetapi keberlanjutan 

membutuhkan mekanisme tambahan yang memastikan aspek ESG diperiksa pada titik 

keputusan penting. Misalnya, sebelum spesifikasi disetujui, sebelum vendor dipilih, 

sebelum evaluasi penawaran diselesaikan, sebelum kontrak disahkan, dan sebelum 

kinerja vendor ditutup. Pada  penelitian yang dilakukan oleh Gelderman et al. (2024) 

menegaskan bahwa persyaratan keberlanjutan dalam tender perlu muncul secara jelas 

dalam proses pengadaan dan kontrak agar mampu memengaruhi pelaksanaan serta hasil 

keberlanjutan. Oleh karena itu, akar masalah pada faktor Method adalah belum 

tergambarnya metode operasional yang menempatkan keberlanjutan sebagai titik 

pemeriksaan wajib dalam tahapan pengadaan melalui OP2P, sehingga integrasi 

keberlanjutan belum terlihat sebagai prosedur yang terstruktur dan konsisten. 

5. Measurement  

Faktor Measurement berhubungan erat dengan faktor Method, karena prosedur yang tidak 

memiliki indikator pengukuran akan sulit dievaluasi efektivitasnya. Pada faktor 

Measurement, permasalahan utama terlihat dari belum tergambarnya KPI yang mengukur 

tingkat integrasi Sustainable Procurement dalam proses pengadaan melalui OP2P. SR 

Pertamina menjelaskan OP2P dari sisi integrasi aplikasi, pemantauan waktu nyata, 

kesesuaian proses bisnis, kepatuhan terhadap ketentuan, serta pengurangan human error. 

Indikator tersebut penting, tetapi lebih menggambarkan keberhasilan digitalisasi dan 

pengendalian proses, bukan kedalaman integrasi keberlanjutan dalam pengadaan. Untuk 

menilai Sustainable Procurement, perusahaan perlu indikator yang mampu menunjukkan 

sejauh mana transaksi pengadaan memuat kriteria keberlanjutan, berapa proporsi vendor 

yang dievaluasi menggunakan aspek ESG, seberapa banyak kontrak memuat klausul 

keberlanjutan, dan bagaimana hasil evaluasi vendor digunakan sebagai dasar perbaikan. 

(Charkaoui, 2025) menegaskan bahwa organisasi membutuhkan indeks atau alat ukur 

kinerja Sustainable Procurement agar efektivitas penerapan strategi pengadaan 
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berkelanjutan dapat dinilai secara objektif. Dengan demikian, akar masalah pada faktor 

Measurement adalah belum tergambarnya KPI yang menghubungkan kinerja OP2P 

dengan capaian Sustainable Procurement secara spesifik, periodik, dan berbasis data, 

sehingga keberhasilan OP2P masih lebih mudah dibaca sebagai efisiensi digital daripada 

integrasi keberlanjutan secara substantif. 

6. Environment  

Seluruh faktor sebelumnya pada akhirnya dipengaruhi oleh faktor Environment, karena 

kompetensi, sistem, dokumen, metode, dan KPI hanya dapat berjalan apabila lingkungan 

organisasi mendukung perubahan perilaku pengadaan. Pada faktor Environment 

permasalahan utama berkaitan dengan belum tergambarnya change management untuk 

memastikan prinsip Sustainable Procurement diterapkan secara konsisten oleh pengguna 

OP2P. Perubahan sistem digital tidak otomatis mengubah pola pikir dan kebiasaan kerja 

pengguna. OP2P dapat mengarahkan alur transaksi, tetapi pengguna tetap membutuhkan 

pembiasaan, komunikasi internal, dukungan manajerial, dan pendampingan agar aspek 

lingkungan, sosial, dan tata kelola benar-benar menjadi pertimbangan dalam keputusan 

pengadaan. SR Pertamina memang memuat program budaya keberlanjutan seperti 

Pertamina Sustainability Academy, Sustainability Roadshow, serta pelatihan Compliance 

dan Green Procurement, tetapi belum tergambar secara spesifik bagaimana program 

tersebut dikaitkan langsung dengan perubahan perilaku pengguna OP2P dalam proses 

pengadaan. (Kuruneri, 2025) menemukan bahwa hambatan implementasi Sustainable 

Procurement tidak hanya berasal dari keterbatasan sumber daya, tetapi juga dari faktor 

kebijakan, monitoring dan evaluasi, budaya organisasi, serta resistensi terhadap 

perubahan. Oleh karena itu, akar masalah pada faktor Environment adalah belum 

tergambarnya ekosistem perubahan yang secara khusus menghubungkan OP2P dengan 

perilaku kerja Sustainable Procurement, sehingga penerapan prinsip keberlanjutan 

berisiko belum konsisten dalam aktivitas pengadaan sehari-hari. 

Permasalahan utama yang telah diidentifikasi melalui fishbone diagram pada 

Tabel 5.2 kemudian dirangkum dalam bentuk tabel. Penyajian ini bertujuan untuk 

memperjelas hubungan antara faktor penyebab dan akar permasalahan, sehingga hasil 

analisis dapat dipahami secara lebih sistematis dan terstruktur. 
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Tabel 5. 2 Permasalahan Pada Kategori Membangun Dari Proses Yang Sudah Ada 

Aspek Permasalahan Permasalahan Utama 

Man Karena Sustainable Procurement belum diterjemahkan 

menjadi kebutuhan kompetensi teknis bagi pelaksana 

pengadaan, sehingga peran manusia dalam 

mengoperasionalkan prinsip keberlanjutan melalui OP2P 

belum tergambar secara kuat. 

Machine Karena arsitektur sistem OP2P belum tergambar secara 

substantif sebagai sistem yang mampu menangkap, 

menyimpan, dan mengolah data keberlanjutan pengadaan 

secara terstandar. 

Material Karena Sustainable Procurement belum teroperasionalkan ke 

dalam dokumen kerja pengadaan yang baku, sehingga 

integrasi keberlanjutan dalam OP2P belum memiliki dasar 

material yang konsisten. 

Method Karena metode integrasi Sustainable Procurement ke dalam 

OP2P belum tergambar dalam bentuk alur kerja, gate, atau 

prosedur keputusan yang terstruktur. 

Measurement Kareana stem pengukuran OP2P belum tergambar memiliki 

KPI Sustainable Procurement yang dapat menilai kedalaman 

integrasi keberlanjutan secara terukur. 

Environment Karena integrasi Sustainable Procurement dalam OP2P 

belum tergambar didukung oleh program manajemen 

perubahan yang memastikan kesiapan budaya kerja dan 

perilaku operasional pengguna. 

 

5.4.2 Analisis Faktor Penyebab Kategori Perencanaan Menggunakan Fishbone dan 

Root Causes 

Berikut merupakan fishbone dari hasil pengungakapan kategori Perencanaan, sebagai 

berikut: 
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Gambar 5. 8 Fishbone Kategori Perencanaan 

1) Man 

Permasalahan utama pada aspek man berkaitan dengan kapasitas teknis dan kompetensi 

SDM Fungsi Procurement dan Fungsi Pengguna dalam mengintegrasikan pertimbangan 

keberlanjutan ke tahap perencanaan pengadaan. Selama ini, pelatihan yang tersedia masih 

berfokus pada sosialisasi procurement yang bersifat umum, belum menyentuh 

metodologi analisis berbasis ESG seperti analisis biaya siklus hidup, analisis kebutuhan 

berkelanjutan, dan analisis pasar dari perspektif keberlanjutan. Di sisi lain, standar 

kompetensi jabatan perencana pengadaan belum secara eksplisit mencantumkan 

kemampuan integrasi ESG sebagai kompetensi wajib, sehingga pengembangan SDM 

masih berorientasi pada kepatuhan regulasi dan efisiensi proses semata. Kondisi ini 

menciptakan kesenjangan antara tuntutan kebijakan Sustainable Procurement korporat 

dan kemampuan aktual tim perencana. Penelitian yang dilakukan oleh (Kuruneri et al., 

2026) mengungkapkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang mencakup 

kompetensi, keterampilan teknis, dan pengetahuan yang memadai merupakan instrumen 

esensial bagi keberhasilan implementasi Sustainable Procurement, dan bahwa tenaga 
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kerja yang kompeten dan berpengetahuan luas menjadi penggerak utama integrasi 

pengadaan berkelanjutan di berbagai konteks global. Oleh karena itu, diperlukan 

pembaruan standar kompetensi perencana pengadaan yang memasukkan kapabilitas 

analisis ESG sebagai syarat wajib, disertai program pelatihan teknis yang terstruktur dan 

berbasis metodologi ISO 20400. 

2) Material 

Permasalahan pada faktor material berpusat pada belum adanya komponen analisis 

keberlanjutan yang diwajibkan dalam dokumen perencanaan pengadaan. Template atau 

format dokumen perencanaan yang digunakan saat ini belum mengharuskan perencana 

untuk mencantumkan analisis biaya siklus hidup, analisis kebutuhan yang 

mempertimbangkan aspek keberlanjutan, maupun kajian pasar dari perspektif ESG. 

Pembaruan dokumen selama ini lebih diarahkan pada efisiensi proses, kepatuhan regulasi, 

dan kandungan lokal, sementara pertimbangan keberlanjutan belum memiliki acuan 

formal di tingkat korporat. Kondisi ini diperparah oleh belum adanya arahan resmi dari 

level korporat yang secara eksplisit mewajibkan integrasi pertimbangan ESG ke dalam 

dokumen perencanaan pengadaan, sehingga perencana di seluruh unit tidak memiliki 

dasar kebijakan yang cukup kuat untuk memasukkan komponen keberlanjutan meskipun 

secara pribadi menyadari pentingnya hal tersebut. Lebih jauh, kerangka perencanaan 

pengadaan berkelanjutan yang belum ditetapkan secara formal di tingkat korporat 

menyebabkan dokumen perencanaan tidak memiliki landasan struktural yang dapat 

dijadikan acuan bersama di seluruh unit dan subholding Pertamina. Kondisi ini 

menyebabkan dokumen perencanaan tidak mampu menghasilkan keputusan pengadaan 

yang berorientasi keberlanjutan karena tidak ada dasar teknis yang memadai. (Orfanidou 

et al., 2023) dalam jurnal Sustainability (MDPI) menjelaskan bahwa penerapan kriteria 

lingkungan dalam pengadaan membutuhkan riset pasar, perencanaan, dan koordinasi 

yang memadai agar efektif, serta bahwa penggunaan analisis biaya siklus hidup (LCC) 

sebagai alat perencanaan pengadaan hijau memerlukan mandat dan dukungan formal dari 

institusi. Oleh karena itu, pembaruan template dokumen perencanaan yang secara 

eksplisit memuat komponen LCC, risiko keberlanjutan, dan parameter ESG menjadi 

langkah yang mendasar untuk menutup gap ini. 

3) Method 



94 

 

Permasalahan pada faktor Method terletak pada belum tercerminnya prinsip-prinsip 

Sustainable Procurement dalam prosedur atau SOP perencanaan pengadaan yang 

berlaku. Prosedur yang ada saat ini belum mewajibkan perencana untuk melakukan 

analisis keberlanjutan di dalam siklus perencanaan, sehingga kebijakan Sustainable 

Procurement yang telah ditetapkan tidak bisa dijalankan secara sistematis dan seragam di 

lapangan. Persoalan mendasarnya bukan hanya pada ketiadaan prosedur, melainkan pada 

belum adanya mekanisme penerjemahan kebijakan Sustainable Procurement menjadi 

langkah kerja operasional yang konkret, terurut, dan wajib dijalankan dalam setiap siklus 

perencanaan pengadaan di seluruh unit. Tidak adanya prosedur standar yang 

mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam langkah analisis biaya, kebutuhan, dan 

pasar membuat praktik perencanaan berkelanjutan berbeda-beda antarunit. Kondisi ini 

menyebabkan integrasi keberlanjutan dalam perencanaan sepenuhnya bergantung pada 

inisiatif dan kesadaran pribadi masing-masing perencana, bukan pada kewajiban 

prosedural yang berlaku seragam, sehingga konsistensi implementasi Sustainable 

Procurement di tahap perencanaan tidak pernah dapat terjamin.  Penelitian (Lagström & 

Ek Österberg, 2025) dalam Financial Accountability & Management menemukan bahwa 

hambatan utama dalam mengubah kebijakan Sustainable Procurement menjadi praktik 

nyata adalah lemahnya komitmen pimpinan dan tidak adanya prosedur yang bersifat 

mengikat, serta bahwa struktur organisasi yang mendukung merupakan faktor yang 

sangat menentukan keberhasilan implementasinya. Dengan demikian, revisi prosedur 

perencanaan pengadaan untuk memasukkan tahapan analisis ESG sebagai langkah wajib 

sangat dibutuhkan agar kebijakan Sustainable Procurement dapat dijalankan secara 

konsisten di semua unit. 

4) Machine 

Permasalahan pada faktor Machine berkaitan dengan keterbatasan sistem digital 

pengadaan yang ada dalam mendukung analisis dan pemantauan aspek keberlanjutan di 

tahap perencanaan. Sistem yang tersedia saat ini dirancang untuk keperluan transaksi dan 

administrasi pengadaan, sehingga belum dilengkapi fitur atau modul yang dapat 

membantu perencana melakukan analisis kebutuhan, analisis biaya siklus hidup, maupun 

kajian pasar yang mengintegrasikan parameter ESG. Parameter ESG itu sendiri juga 

belum dijadikan bagian fungsional yang wajib ada dalam pengembangan sistem digital 
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pengadaan ke depan. Penelitian yang dilakukan oleh (Cao et al., 2025) menegaskan 

bahwa penilaian ESG yang masih terfragmentasi, data yang tersimpan secara terpisah di 

berbagai sistem (siloed), serta pendekatan yang bersifat reaktif telah menyebabkan 

inefisiensi operasional dan hilangnya manfaat teknologi, sehingga dibutuhkan kerangka 

manajemen pengadaan yang mengintegrasikan ESG dan teknologi digital secara terpadu 

dalam satu sistem. Kondisi ini mempertegas urgensi pengembangan modul ESG di dalam 

sistem digital pengadaan, sehingga perencana dapat mengakses data biaya siklus hidup, 

risiko keberlanjutan, dan analisis pasar ESG secara langsung dan terintegrasi dalam satu 

platform. 

5) Measurement 

Permasalahan pada faktor measurement menjelaskan bahwa belum tersedianya sistem 

pengukuran kinerja yang secara khusus menilai kualitas perencanaan pengadaan dari sisi 

keberlanjutan. Indikator kinerja perencanaan Sustainable Procurement belum ditetapkan 

secara resmi, sehingga aspek keberlanjutan belum masuk ke dalam KPI, target tahunan, 

maupun laporan yang dipantau secara rutin. Laporan kinerja pengadaan yang berjalan 

saat ini masih difokuskan pada capaian kandungan lokal, sanksi vendor, dan efisiensi 

biaya, belum menyentuh dimensi kualitas perencanaan berkelanjutan secara spesifik. 

Yang lebih mendasar, ketiadaan metrik yang spesifik ini bukan hanya berarti tidak ada 

KPI yang dapat dipantau, tetapi juga berarti tidak ada cara untuk membedakan apakah 

suatu dokumen perencanaan pengadaan sudah benar-benar mengintegrasikan 

pertimbangan keberlanjutan atau belum, sehingga tidak ada akuntabilitas yang 

mendorong perubahan perilaku perencana ke arah praktik yang lebih berkelanjutan. Dari 

penelitian yang dilakukan oleh (Sompong et al., 2026) menemukan bahwa sejak tahun 

2020 terjadi pergeseran tren penelitian dari sekadar membahas konsep keberlanjutan 

menuju pengembangan sistem KPI yang terukur dan dapat diaudit, mencerminkan 

semakin kuatnya tuntutan agar kinerja keberlanjutan dalam rantai pasok dapat dilacak dan 

dipertanggungjawabkan secara nyata. Oleh karena itu, penetapan KPI perencanaan 

pengadaan berkelanjutan yang terukur dan terintegrasi dalam sistem pelaporan tahunan 

menjadi langkah penting untuk mendorong akuntabilitas dan perbaikan yang 

berkelanjutan. 

6) Environment 
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Permasalahan pada faktor Environment bersumber dari belum adanya standar korporat 

Sustainable Procurement yang berlaku seragam di seluruh subholding, sementara 

regulasi antar subholding masih berbeda-beda. Regulasi di sektor energi yang berlaku 

saat ini lebih menekankan kandungan lokal dan kepatuhan sektoral dibandingkan 

integrasi ESG secara menyeluruh dalam tahap perencanaan. Lebih spesifik lagi, regulasi 

pengadaan yang berlaku di sektor energi pun belum mewajibkan analisis biaya siklus 

hidup, risiko keberlanjutan, dan kajian pasar ESG sebagai komponen wajib dalam tahap 

perencanaan, sehingga bahkan jika standar korporat berhasil ditetapkan, tidak ada 

dukungan regulasi sektoral yang cukup kuat untuk memperkuat dan melegitimasi 

kewajiban tersebut di lapangan. Perbedaan regulasi ini menyebabkan praktik perencanaan 

berkelanjutan tidak seragam, dan tanpa standar korporat yang mengikat, Pertamina belum 

mampu menjembatani kesenjangan tersebut. (Li & Cao, 2023) dalam PLOS ONE 

membuktikan bahwa penerapan kebijakan pengadaan berkelanjutan (Sustainable Public 

Procurement) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ESG 

perusahaan, dan pengaruh itu lebih kuat pada organisasi yang telah matang menunjukkan 

bahwa adanya standar yang mengikat merupakan kunci untuk mendorong keseragaman 

praktik keberlanjutan di seluruh unit organisasi. Temuan ini menegaskan pentingnya 

penetapan standar korporat Sustainable Procurement yang berlaku seragam di seluruh 

subholding, disertai mekanisme harmonisasi regulasi sektoral agar perencanaan 

pengadaan berkelanjutan dapat berjalan konsisten. 

 Permasalahan utama yang telah diidentifikasi melalui fishbone diagram pada 

Tabel 5.2 kemudian dirangkum dalam bentuk tabel. Penyajian ini bertujuan untuk 

memperjelas hubungan antara faktor penyebab dan akar permasalahan, sehingga hasil 

analisis dapat dipahami secara lebih sistematis dan terstruktur. 

Tabel 5. 3 Permasalahanpada kategori Perencanaan 

Aspek Permasalahan Permasalahan Utama 

Man Karena kerangka perencanaan pengadaan berkelanjutan 

belum ditetapkan secara formal, maka tidak ada acuan 

kompetensi teknis bagi perencana pengadaan di seluruh 

subholding. 
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Aspek Permasalahan Permasalahan Utama 

Material Karena kerangka perencanaan pengadaan berkelanjutan 

belum ditetapkan di tingkat korporat, maka dokumen 

perencanaan belum memiliki dasar formal untuk memuat 

analisis keberlanjutan secara terstandar 

Method Karena belum ada prosedur standar yang mengintegrasikan 

prinsip Sustainable Procurement ke dalam analisis biaya, 

kebutuhan, dan pasar secara konsisten. 

Machine Karena belum ada kerangka Sustainable Procurement yang 

dapat diterjemahkan menjadi parameter dan modul digital 

pengadaan 

Measurement Karena metrik kinerja perencanaan Sustainable Procurement 

belum ditetapkan secara formal sebagai dasar pengukuran dan 

pelaporan. 

Environment Karena Pertamina belum menetapkan standar korporat yang 

mengikat untuk menjembatani perbedaan regulasi antar 

subholding dalam perencanaan Sustainable Procurement. 

5.4.3 Analisis Faktor Penyebab Kategori Mengintegrasikan Persyaratan 

Keberlanjutan ke Dalam Spesifikasi 

Berikut merupakan fishbone dari hasil pengungakapan kategori Mengintegrasikan 

Persyaratan Keberlanjutan, sebagai berikut: 
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Gambar 5. 9 Fishbone Kategori Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan 

1. Man 

Permasalahan pada faktor Man menjadi titik awal karena penerapan kriteria keberlanjutan 

dalam pengadaan sangat bergantung pada kemampuan personel dalam menerjemahkan 

prinsip keberlanjutan ke dalam keputusan teknis. Pada faktor Man, permasalahan utama 

berkaitan dengan kompetensi personel pengadaan yang belum seragam dalam 

menerjemahkan kriteria keberlanjutan ke dalam spesifikasi, evaluasi, dan verifikasi 

pemasok. Personel pengadaan, user, HSSE, dan fungsi terkait tidak hanya perlu 

memahami aspek lingkungan, sosial, keselamatan, kepatuhan, dan tata kelola secara 

umum, tetapi juga harus mampu menurunkannya menjadi persyaratan minimum, 

dokumen evaluasi, serta dasar verifikasi pemasok. Apabila pemahaman personel masih 

berbeda antar subholding, maka kriteria keberlanjutan berisiko diterapkan secara tidak 

seragam, bergantung pada interpretasi masing-masing unit, bukan pada standar 

kompetensi yang sama. Penelitian yang dilakukan oleh Masoud (2023) menunjukkan 

bahwa hambatan dalam penerapan Sustainable Procurement dapat disebabkan oleh 

rendahnya staff knowledge, supplier awareness, dan dukungan manajemen, sehingga 

kompetensi pelaksana menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengadaan 
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berkelanjutan. Dengan demikian, akar masalah pada faktor Man adalah pengembangan 

kompetensi Sustainable Procurement belum terintegrasi secara formal dalam tata kelola 

SDM dan Supply Chain lintas subholding, sehingga kemampuan personel dalam 

menetapkan, mendokumentasikan, dan memverifikasi kriteria keberlanjutan belum 

tergambar seragam. 

2. Machine  

Keterbatasan kompetensi personel kemudian perlu dilihat hubungannya dengan faktor 

Machine, karena kemampuan pengguna harus didukung oleh sistem yang mampu 

mengarahkan, mengontrol, dan memvalidasi penerapan kriteria keberlanjutan. Pada 

faktor Machine, permasalahan utama berkaitan dengan sistem pengadaan digital yang 

belum berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan kriteria keberlanjutan tervalidasi 

pada setiap tahapan pengadaan. Sistem digital seharusnya tidak hanya mempercepat 

proses dan mengintegrasikan alur kerja, tetapi juga memastikan bahwa persyaratan 

keberlanjutan, bukti sertifikasi pemasok, hasil asesmen, dan dokumen kepatuhan dapat 

dicatat serta divalidasi sebelum proses pengadaan berlanjut. Jika sistem belum memiliki 

fitur wajib seperti mandatory sustainability field, validasi dokumen pemasok, atau 

sustainability gate, maka penerapan kriteria keberlanjutan masih sangat bergantung pada 

kedisiplinan pengguna, bukan pada kontrol sistem yang terstruktur. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ragin-Skorecka & Hadaś (2024) menjelaskan bahwa keberhasilan 

sustainable e-procurement dipengaruhi oleh kualitas sistem, dukungan teknis, 

pengalaman pengguna, dan kemampuan sistem dalam mendukung praktik pengadaan 

berkelanjutan. Dengan demikian, akar masalah pada faktor Machine adalah tata kelola 

pengembangan sistem pengadaan digital belum mewajibkan fitur kontrol keberlanjutan 

yang terintegrasi, sehingga sistem belum sepenuhnya berperan sebagai instrumen validasi 

kriteria keberlanjutan dalam proses pengadaan. 

3. Material 

Keterbatasan kontrol pada sistem kemudian berdampak pada faktor Material, karena data 

keberlanjutan yang tidak tertangkap dan tidak tervalidasi secara sistematis akan sulit 

digunakan sebagai dasar penetapan serta verifikasi kriteria pengadaan. Pada faktor 

Material, permasalahan utama berkaitan dengan data dan bukti pendukung keberlanjutan 

pemasok yang belum terkonsolidasi, terstandardisasi, dan siap digunakan sebagai dasar 
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penetapan serta verifikasi kriteria pengadaan. Material dalam konteks ini bukan hanya 

dokumen fisik, tetapi juga mencakup data sertifikasi, hasil asesmen, bukti kepatuhan, 

rekam jejak lingkungan, dokumen keselamatan, serta informasi sosial dan tata kelola 

pemasok. Jika data tersebut masih tersebar pada berbagai fungsi, sistem, dan dokumen 

pendukung, maka perusahaan akan sulit memastikan bahwa setiap pemasok dinilai 

dengan dasar informasi yang sama. Lou et al. (2024) menjelaskan bahwa evaluasi 

pemasok berbasis ESG membutuhkan kriteria dan data yang jelas serta terstruktur agar 

penilaian pemasok dapat dilakukan secara konsisten. Dengan demikian, akar masalah 

pada faktor Material adalah belum adanya sistem pengelolaan data keberlanjutan 

pemasok yang terintegrasi, terstandardisasi, dan dapat digunakan lintas subholding 

sebagai dasar verifikasi kriteria pengadaan. 

4. Method 

Keterbatasan data dan bukti pendukung pada faktor Material kemudian berpengaruh pada 

faktor Method, karena data yang belum terstandar akan sulit diterjemahkan ke dalam 

metode asesmen dan evaluasi vendor yang konsisten. Pada faktor Method, permasalahan 

utama berkaitan dengan metode asesmen dan evaluasi vendor yang belum tergambar 

secara rinci mengenai bagaimana kriteria keberlanjutan digunakan secara konsisten pada 

berbagai risiko, kategori pengadaan, dan jenis pemasok. Asesmen vendor memang dapat 

menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek lingkungan, sosial, kepatuhan, dan 

keselamatan, tetapi metode tersebut belum cukup kuat apabila tidak dibedakan 

berdasarkan tingkat risiko pekerjaan, karakteristik pemasok, dan kategori barang atau 

jasa. Pemasok dengan risiko tinggi seharusnya memiliki persyaratan keberlanjutan yang 

lebih ketat dibanding pemasok berisiko rendah, sehingga metode evaluasi tidak dapat 

dibuat terlalu umum. Penelitian yang dilakukan oleh Gelderman et al (2024) 

menunjukkan bahwa persyaratan keberlanjutan dalam tender perlu dirancang secara jelas 

dalam proses pengadaan dan kontrak agar dapat memengaruhi pelaksanaan serta hasil 

keberlanjutan. Dengan demikian, akar masalah pada faktor Method adalah metode 

asesmen vendor belum diturunkan secara jelas berdasarkan segmentasi risiko, kategori 

pengadaan, dan jenis pemasok, sehingga konsistensi penggunaan kriteria keberlanjutan 

dalam evaluasi belum dapat dipastikan. 

5. Measurement 
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Keterbatasan metode asesmen pada faktor Method kemudian berdampak pada faktor 

Measurement, karena metode yang belum tersegmentasi akan sulit diukur efektivitas 

penerapannya secara objektif. Pada faktor Measurement, permasalahan utama berkaitan 

dengan pengukuran penerapan kriteria keberlanjutan yang belum memiliki indikator jelas 

untuk menilai kelengkapan dokumen, kepatuhan pemasok, dan tindak lanjut hasil 

evaluasi. Pengukuran tidak cukup hanya menunjukkan bahwa asesmen vendor telah 

dilakukan, tetapi juga perlu menunjukkan sejauh mana hasil asesmen digunakan dalam 

dokumen pengadaan, keputusan kelayakan pemasok, serta tindak lanjut kontrak. Tanpa 

indikator seperti cakupan asesmen vendor, tingkat kepatuhan pemasok, proporsi 

dokumen yang memuat kriteria keberlanjutan, dan status tindak lanjut hasil evaluasi, 

perusahaan tidak memiliki dasar yang kuat untuk menilai apakah kriteria keberlanjutan 

telah diterapkan secara konsisten atau hanya menjadi bagian administratif dalam proses 

evaluasi. Penelitian yang dilakukan oleh Charkaoui (2025) menegaskan bahwa organisasi 

membutuhkan Sustainable Procurement Performance Index untuk menilai efektivitas 

penerapan pengadaan berkelanjutan secara objektif dan terukur. Dengan demikian, akar 

masalah pada faktor Measurement adalah pengukuran kriteria keberlanjutan dalam 

pengadaan belum ditampilkan secara spesifik melalui indikator yang mengukur cakupan 

asesmen vendor, tingkat kepatuhan pemasok, kelengkapan dokumen, dan tindak lanjut 

hasil evaluasi. 

6. Environment 

Keterbatasan pada faktor Man, Machine, Material, Method, dan Measurement pada 

akhirnya berkaitan dengan faktor Environment, karena penerapan kriteria keberlanjutan 

tidak hanya ditentukan oleh kesiapan internal perusahaan, tetapi juga oleh kesiapan rantai 

pasok yang menjalankan persyaratan tersebut. Pada faktor Environment, permasalahan 

utama berkaitan dengan kesiapan lingkungan organisasi dan rantai pasok yang belum 

tergambar merata dalam mendukung penerapan kriteria keberlanjutan secara konsisten 

pada seluruh unit, kategori pengadaan, dan pemasok. Pertamina memiliki struktur holding 

dan subholding dengan karakteristik risiko, kapasitas, regulasi, dan jenis pemasok yang 

berbeda, sehingga penerapan kriteria keberlanjutan membutuhkan mekanisme pemetaan 

kesiapan yang lebih terstruktur. Jika kesiapan subholding dan pemasok belum dipetakan, 

maka perusahaan akan sulit menentukan unit mana yang sudah mampu menerapkan 
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kriteria keberlanjutan secara penuh, pemasok mana yang perlu pendampingan, dan 

kategori pengadaan mana yang memerlukan standar minimum lebih ketat. Penelitian 

yang dilakukan oleh Kuruneri (2025) menemukan bahwa hambatan implementasi 

Sustainable Procurement tidak hanya berasal dari keterbatasan sumber daya, tetapi juga 

dari faktor kebijakan, monitoring dan evaluasi, budaya organisasi, serta resistance to 

change. Dengan demikian, akar masalah pada faktor Environment adalah belum 

tergambarnya mekanisme pemetaan kesiapan organisasi dan rantai pasok yang terstruktur 

untuk memastikan penerapan kriteria keberlanjutan secara merata lintas unit, kategori 

pengadaan, dan pemasok.  

Permasalahan utama yang telah diidentifikasi melalui fishbone diagram pada 

Tabel 5.3 kemudian dirangkum dalam bentuk tabel. Penyajian ini bertujuan untuk 

memperjelas hubungan antara faktor penyebab dan akar permasalahan, sehingga hasil 

analisis dapat dipahami secara lebih sistematis dan terstruktur. 

Tabel 5. 4 Permasalahan Pada Kategori Kategori Mengintegrasikan Persyaratan 

Keberlanjutan 

Aspek Permasalahan Permasalahan Utama 

Man Karena pengembangan kompetensi Sustainable Procurement 

belum diintegrasikan secara formal ke dalam tata kelola SDM 

dan fungsi Supply Chain lintas subholding 

Machine Karena tata kelola pengembangan sistem pengadaan digital 

belum mewajibkan adanya kontrol keberlanjutan yang 

terintegrasi sehingga sistem belum berperan sebagai 

instrumen pengendalian 

Material Karena perusahaan belum memiliki sistem pengelolaan data 

keberlanjutan pemasok yang terintegrasi, terstandardisasi, 

dan dapat digunakan lintas subholding sebagai dasar 

verifikasi kriteria pengadaan. 

Method Karena metode asesmen vendor belum tersegmentasi secara 

jelas, sehingga konsistensi penggunaan kriteria keberlanjutan 

dalam evaluasi pemasok belum dapat dipastikan. 
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Aspek Permasalahan Permasalahan Utama 

Measurement Karena pengukuran kriteria keberlanjutan dalam pengadaan 

belum ditampilkan secara spesifik melalui indikator yang 

mengukur cakupan asesmen vendor, tingkat kepatuhan 

pemasok, dan tindak lanjut hasil evaluasi. 

Environment Karena belum tergambar adanya mekanisme pemetaan 

kesiapan organisasi dan rantai pasok yang terstruktur untuk 

memastikan penerapan kriteria keberlanjutan secara merata 

lintas unit, kategori pengadaan, dan pemasok. 

5.4.4 Analisis Faktor Penyebab Kategori Memilih Pemasok 

Berikut merupakan fishbone dari hasil pengungakapan kategori Memilih Pemasok, 

sebagai berikut: 

 

Gambar 5. 10 Fishbone Kategori Memilih Pemasok 

1. Man  

Permasalahan pada faktor Man menjadi titik awal karena kualitas pemilihan pemasok 

sangat bergantung pada kemampuan evaluator dalam menilai integritas dan kinerja 
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keberlanjutan pemasok. Pada faktor ini, permasalahan utama terletak pada belum 

tergambarnya standar kompetensi evaluator yang seragam dalam menilai keberlanjutan 

pemasok pada tahap penilaian kapasitas, prakualifikasi, tender, hingga kontrak. SR 

Pertamina telah menunjukkan adanya asesmen sosial yang mencakup aspek HAM, 

ketenagakerjaan, K3, serta CSMS/CHESM. Namun, penilaian terhadap aspek tersebut 

tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen, karena 

evaluator juga perlu memahami substansi kepatuhan pemasok. Apabila setiap unit atau 

subholding memiliki interpretasi yang berbeda terhadap bukti keberlanjutan pemasok, 

maka hasil penilaian dapat menjadi tidak konsisten. Fan & Kang (2023) menjelaskan 

bahwa sustainable supplier selection memerlukan dukungan kepemimpinan, integrasi 

fungsional, dan supplier development agar proses pemilihan pemasok dapat mendukung 

kinerja keberlanjutan perusahaan. Dengan demikian, akar masalah pada faktor Man 

adalah kompetensi evaluator dalam menilai integritas dan kinerja keberlanjutan pemasok 

belum distandarkan secara merata lintas unit dan subholding.  

2. Machine  

Keterbatasan pada faktor Man kemudian berkaitan dengan faktor Machine, karena 

kemampuan evaluator perlu didukung oleh sistem yang mampu menghubungkan data 

pemasok secara utuh. Pada faktor ini, permasalahan utama terletak pada sistem pengadaan 

digital yang belum tergambar mengintegrasikan data asesmen, CSMS/CHESM, evaluasi 

vendor, dan status sanksi sebagai dasar kontrol dalam seleksi pemasok. SR Pertamina 

telah menunjukkan bahwa SAP mendukung transparansi dan sinkronisasi data 

pengadaan. Namun, transparansi data belum otomatis menunjukkan bahwa data 

keberlanjutan pemasok telah digunakan sebagai dasar validasi dalam keputusan seleksi. 

Data asesmen sosial, sertifikasi CSMS/CHESM, hasil evaluasi vendor, dan status sanksi 

perlu saling terhubung agar sistem tidak hanya berperan sebagai penyedia data, tetapi juga 

membantu membaca rekam jejak dan risiko pemasok sebelum keputusan tender diambil.  

menjelaskan bahwa transformasi digital dalam procurement dapat memperkuat proses 

pengadaan melalui integrasi data, efisiensi, dan dukungan terhadap pengambilan 

keputusan rantai pasok. Dengan demikian, akar masalah pada faktor Machine adalah 

integrasi data keberlanjutan pemasok dalam sistem digital belum menjadi mekanisme 

kontrol yang langsung mendukung keputusan pemilihan pemasok.  
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3. Material  

Keterbatasan integrasi data pada sistem kemudian berdampak pada faktor Material, 

karena data dan kriteria keberlanjutan yang tidak terdokumentasi secara jelas akan sulit 

digunakan sebagai dasar formal seleksi pemasok. Pada faktor ini, permasalahan utama 

terletak pada dokumen seleksi pemasok yang belum menggambarkan pencantuman 

kriteria keberlanjutan secara lengkap, eksplisit, dan seragam pada tahap prakualifikasi, 

tender, evaluasi, hingga kontrak. SR Pertamina telah menunjukkan bahwa 

CSMS/CHESM dan HSE menjadi persyaratan penting dalam tender dan kontrak. Di sisi 

lain, aspek sosial, HAM, ketenagakerjaan, dan kepatuhan juga muncul dalam asesmen 

pemasok, sehingga aspek-aspek tersebut perlu memiliki dasar tertulis yang jelas dalam 

dokumen seleksi. Apabila dokumen seleksi belum memuat kriteria keberlanjutan secara 

lengkap dan seragam, maka kedalaman penilaian pemasok dapat berbeda antar proses 

pengadaan. Modarress-Fathi et al. (2023) menunjukkan bahwa kriteria seleksi pemasok 

perlu diselaraskan dengan indikator keberlanjutan, seperti efisiensi, transparansi, 

keselamatan, kepatuhan, dan aspek keberlanjutan lainnya. Dengan demikian, akar 

masalah pada faktor Material adalah standar dokumen seleksi pemasok belum memuat 

seluruh kriteria keberlanjutan secara lengkap, eksplisit, dan seragam sebagai dasar formal 

pemilihan pemasok. 

4. Method 

Keterbatasan dokumen seleksi pada faktor Material kemudian memengaruhi faktor 

Method, karena kriteria yang belum tertulis secara lengkap akan sulit diterapkan dalam 

metode seleksi yang konsisten. Pada faktor ini, permasalahan utama terletak pada 

prosedur pemilihan pemasok yang belum membentuk alur berbasis risiko yang 

menghubungkan asesmen, prakualifikasi, evaluasi tender, dan pemberian kontrak. SR 

Pertamina telah menunjukkan adanya asesmen sosial dan CSMS/CHESM sebagai bagian 

dari proses penilaian pemasok. Namun, pemasok memiliki tingkat risiko yang berbeda 

sesuai jenis pekerjaan, kategori pengadaan, dan dampak operasionalnya. Oleh karena itu, 

pemasok dengan risiko tinggi seharusnya dinilai dengan kriteria keberlanjutan yang lebih 

ketat dibanding pemasok berisiko rendah. Apabila hasil asesmen tidak terhubung secara 

jelas dengan keputusan prakualifikasi, evaluasi tender, dan persyaratan kontrak, maka 

keberlanjutan berisiko hanya menjadi syarat administratif, bukan dasar keputusan seleksi. 
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Khulud et al. (2023) menjelaskan bahwa sustainable supplier selection berkembang 

melalui pendekatan multi-criteria decision making karena proses pemilihan pemasok 

membutuhkan pertimbangan banyak kriteria secara terstruktur, termasuk aspek ekonomi, 

lingkungan, dan sosial. Dengan demikian, akar masalah pada faktor Method adalah 

prosedur seleksi pemasok belum membentuk mekanisme berbasis risiko yang 

menghubungkan hasil asesmen sampai keputusan kontrak secara konsisten. 

5. Measurement 

Keterbatasan metode seleksi pada faktor Method kemudian berdampak pada faktor 

Measurement, karena proses seleksi yang belum terhubung secara kuat akan sulit dinilai 

kualitasnya melalui indikator kinerja. Pada faktor ini, permasalahan utama terletak pada 

indikator seleksi pemasok yang belum mengukur kualitas penggunaan kriteria 

keberlanjutan dalam keputusan pemilihan vendor secara terstruktur. SR Pertamina telah 

menampilkan aktivitas pembinaan, evaluasi, pengawasan, kontrak HSE, serta pemberian 

sanksi pemasok. Data tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap 

pemasok telah berjalan, tetapi belum menggambarkan secara jelas bagaimana kriteria 

keberlanjutan digunakan saat pemasok dinilai dan dipilih. Data asesmen sosial, 

CSMS/CHESM, kepatuhan HSE, evaluasi vendor, dan sanksi pemasok seharusnya dapat 

diterjemahkan menjadi indikator seleksi yang menilai apakah pemasok terpilih memiliki 

kualitas keberlanjutan yang lebih baik. Ince et al. (2023)menjelaskan bahwa pemilihan 

pemasok yang lean dan berkelanjutan membutuhkan integrasi KPI keberlanjutan ke 

dalam metode pengambilan keputusan multikriteria agar pemasok dapat dinilai dari aspek 

ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dengan demikian, akar masalah pada faktor 

Measurement adalah sistem pengukuran seleksi pemasok belum mengubah data asesmen 

dan evaluasi keberlanjutan menjadi indikator kualitas keputusan pemilihan vendor secara 

terstruktur. 

6. Environment  

Seluruh faktor sebelumnya pada akhirnya berkaitan dengan faktor Environment, karena 

penerapan kriteria keberlanjutan dalam pemilihan pemasok tidak hanya bergantung pada 

sistem internal, tetapi juga pada kesiapan pemasok dan unit pengadaan. Pada faktor ini, 

permasalahan utama terletak pada pemetaan kesiapan pemasok dan unit pengadaan yang 

belum menjadi dasar penerapan kriteria keberlanjutan secara merata antar subholding, 
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kategori pengadaan, dan jenis pemasok. Pertamina memiliki banyak kontraktor, mitra, 

pemasok, subholding, serta kategori pengadaan dengan karakteristik yang berbeda. Selain 

itu, pelaksanaan coaching clinic CSMS/CHESM menunjukkan adanya kebutuhan untuk 

meningkatkan pemahaman pemasok terhadap prosedur dan persyaratan seleksi. Apabila 

kesiapan pemasok dan unit pengadaan tidak dipetakan secara sistematis, maka penerapan 

kriteria keberlanjutan dapat berbeda antar subholding, kategori pengadaan, maupun 

kelompok pemasok. Gidiagba et al. (2025) menjelaskan bahwa supplier segmentation 

dapat digunakan untuk mengelompokkan pemasok berdasarkan kriteria keberlanjutan dan 

shared value, sehingga strategi pembelian dan hubungan pemasok dapat disesuaikan 

dengan karakteristik pemasok. Dengan demikian, akar masalah pada faktor Environment 

adalah pemetaan kesiapan pemasok dan unit pengadaan belum menjadi dasar yang kuat 

untuk menyesuaikan penerapan kriteria keberlanjutan pada berbagai subholding, kategori 

pengadaan, dan jenis pemasok. 

Permasalahan utama yang telah diidentifikasi melalui fishbone diagram pada 

Tabel 5.4 kemudian dirangkum dalam bentuk tabel. Penyajian ini bertujuan untuk 

memperjelas hubungan antara faktor penyebab dan akar permasalahan, sehingga hasil 

analisis dapat dipahami secara lebih sistematis dan terstruktur. 

Tabel 5. 5 Permasalahan Pada Kategori Memilih Pemasok 

Aspek Permasalahan Permasalahan Utama 

Man Karena penilaian kompetensi keberlanjutan pemasok masih 

perlu distandarkan lintas unit dan subholding, agar penilaian 

tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga pada 

substansi kepatuhan pemasok. 

Machine Integrasi data keberlanjutan pemasok dalam sistem digital 

masih perlu diperkuat, agar data asesmen, CSMS/CHESM, 

evaluasi vendor, dan status sanksi dapat digunakan sebagai 

dasar seleksi pemasok. 

Material Dokumen seleksi pemasok masih perlu diperkuat agar kriteria 

keberlanjutan, seperti HSE, CSMS/CHESM, sosial, HAM, 

ketenagakerjaan, dan kepatuhan tercantum lebih lengkap dan 

seragam. 
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Method Metode seleksi pemasok masih perlu diperkuat menjadi 

mekanisme berbasis risiko yang menghubungkan asesmen, 

prakualifikasi, evaluasi tender, dan pemberian kontrak secara 

lebih jelas. 

Measurement Data asesmen, evaluasi, kontrak HSE, dan sanksi pemasok 

belum terintegrasi menjadi indikator kualitas keputusan 

seleksi vendor. 

Environment Mekanisme pemetaan kesiapan pemasok dan unit pengadaan 

belum menjadi dasar yang kuat untuk memastikan penerapan 

kriteria keberlanjutan berjalan merata antar subholding, 

kategori pengadaan, dan jenis pemasok. 

 

5.4.5 Analisis Faktor Penyebab Kategori Mengelola Kontrak 

Berikut merupakan fishbone dari hasil pengungakapan kategori Mengeloal Kontrak, 

sebagai berikut: 

 

Gambar 5. 11 Fishbone Kategori Mengelola Kontrak 
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1. Man 

Permasalahan pada faktor Man berkaitan dengan peran dan kompetensi pengelola kontrak 

dalam mengawasi aspek keberlanjutan selama masa kontrak berjalan. Pada faktor ini, 

permasalahan utama terletak pada peran dan kompetensi pengelola kontrak yang belum 

terstandarisasi secara jelas dalam mengawal aspek keberlanjutan selama masa kontrak. 

Pengelolaan kontrak tidak hanya membutuhkan pemeriksaan administratif, tetapi juga 

pemahaman teknis terhadap HSE, CSMS/CHESM, kepatuhan pemasok, dan hasil 

evaluasi vendor. SR Pertamina menunjukkan bahwa pengelolaan kontrak melibatkan 

berbagai pihak, seperti Procurement, User, Legal, HSSE, subholding, unit operasi, 

kontraktor, vendor, dan mitra kerja. Dengan banyaknya fungsi yang terlibat, pembagian 

peran antar fungsi menjadi penting agar pengawasan keberlanjutan tidak berjalan sendiri-

sendiri. Hal ini sejalan dengan Schulze et al. (2022) yang menjelaskan bahwa penerapan 

sustainable purchasing and supply management membutuhkan kompetensi pada tingkat 

individu maupun organisasi, seperti kompetensi fungsional, kognitif, sosial, dan meta-

kompetensi. Dengan demikian, akar masalah pada faktor Man adalah standar peran dan 

kompetensi pengelola kontrak dalam mengawasi keberlanjutan selama masa kontrak 

belum ditetapkan secara jelas.  

2. Machine 

Keterbatasan pada faktor Man kemudian berkaitan dengan faktor Machine, karena 

pengelola kontrak membutuhkan dukungan sistem digital untuk memantau kepatuhan dan 

kinerja pemasok secara sistematis. Pada faktor ini, permasalahan utama terletak pada 

sistem digital pengadaan yang belum didukung fitur monitoring kontrak berkelanjutan 

untuk membaca kepatuhan, kinerja, dan tindak lanjut pemasok selama masa kontrak. SR 

Pertamina telah menunjukkan adanya dukungan sistem digital dalam proses pengadaan 

untuk meningkatkan integrasi dan transparansi. Namun, fungsi sistem yang terlihat masih 

lebih dominan pada pengelolaan transaksi dan data pengadaan, belum sepenuhnya 

tergambar sebagai alat monitoring kontrak berkelanjutan. Padahal, pengelolaan kontrak 

membutuhkan keterhubungan data antara kepatuhan pemasok, evaluasi vendor, status 

sanksi, dan tindak lanjut perbaikan. Lee (2021) menjelaskan bahwa integrasi digital 

dalam rantai pasok dapat memperkuat hubungan antara praktik sustainable supply chain 

management dan kinerja perusahaan melalui keterhubungan informasi dan koordinasi 
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antar pihak. Dengan demikian, akar masalah pada faktor Machine adalah sistem digital 

pengadaan belum mengintegrasikan data kepatuhan, evaluasi, dan tindak lanjut pemasok 

sebagai alat monitoring keberlanjutan selama kontrak berjalan. 

3. Material 

Keterbatasan sistem monitoring pada faktor Machine kemudian berdampak pada faktor 

Material, karena pengawasan kontrak membutuhkan dokumen yang jelas sebagai dasar 

formal pengendalian pemasok. Pada faktor ini, permasalahan utama terletak pada 

dokumen kontrak yang belum memuat persyaratan keberlanjutan secara utuh, terukur, 

dan seragam. Kontrak menjadi dasar formal untuk mengatur kewajiban pemasok selama 

pekerjaan berlangsung, sehingga persyaratan keberlanjutan perlu diterjemahkan ke dalam 

kewajiban, bukti pemenuhan, indikator, dan konsekuensi kontraktual. SR Pertamina telah 

menunjukkan adanya persyaratan HSE, CSMS/CHESM, kepatuhan kontraktor, serta 

evaluasi vendor. Namun, pengelolaan kontrak berkelanjutan juga perlu mencakup aspek 

sosial, HAM, ketenagakerjaan, penanganan ketidaksesuaian pemasok, dan akhir masa 

pakai. (Uysal, 2024) menjelaskan bahwa sustainability clauses dalam kontrak penting 

untuk menjadikan komitmen sosial dan lingkungan sebagai kewajiban kontraktual, tetapi 

pelaksanaannya sering menghadapi tantangan pada aspek kepatuhan, pemantauan, dan 

penegakan. Dengan demikian, akar masalah pada faktor Material adalah standar dokumen 

kontrak belum disusun berdasarkan risiko keberlanjutan pemasok secara utuh, terukur, 

dan konsisten. 

4. Method 

Keterbatasan pada faktor Material kemudian memengaruhi faktor Method, karena 

persyaratan dalam dokumen kontrak perlu dijalankan melalui prosedur kerja yang jelas 

dan berulang. Pada faktor ini, permasalahan utama terletak pada prosedur pengelolaan 

kontrak yang belum membentuk siklus kerja berkelanjutan yang menghubungkan 

pemantauan, evaluasi, tindakan korektif, dan perbaikan kinerja pemasok. SR Pertamina 

menunjukkan bahwa evaluasi vendor dan pemberian sanksi telah dilakukan sebagai 

bentuk pengawasan terhadap pemasok. Namun, evaluasi dan sanksi belum cukup apabila 

tidak dihubungkan dengan pemantauan selama kontrak berjalan, pembinaan pemasok, 

tindakan korektif, serta perbaikan kontrak berikutnya. Pengelolaan kontrak berkelanjutan 

seharusnya tidak berhenti pada penilaian hasil akhir, tetapi menjadi siklus kerja yang 
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mendorong perbaikan berkelanjutan. Hirvonen & Bask (2022) menjelaskan bahwa 

contract management dapat membantu perusahaan mendorong sustainable supply chain 

melalui pengelolaan kontrak sejak tahap awal hingga pasca-kontrak, termasuk dengan 

memasukkan kewajiban keberlanjutan ke dalam proses kontrak. Dengan demikian, akar 

masalah pada faktor Method adalah prosedur pengelolaan kontrak belum membentuk 

siklus kerja yang menghubungkan pemantauan, evaluasi, tindakan korektif, dan 

perbaikan keberlanjutan pemasok secara terstruktur. 

5. Measurement 

Keterbatasan prosedur pada faktor Method kemudian berdampak pada faktor 

Measurement, karena proses yang belum terstruktur akan sulit dinilai efektivitasnya 

melalui indikator yang jelas. Pada faktor ini, permasalahan utama terletak pada indikator 

kontrak yang belum menilai efektivitas pengendalian keberlanjutan pemasok selama 

masa kontrak secara terukur. SR Pertamina telah menampilkan data evaluasi vendor, 

kepatuhan HSE, dan sanksi pemasok, seperti sanksi Hitam, Merah, dan Kuning. Data 

tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pemasok telah dilakukan, tetapi belum 

sepenuhnya menggambarkan kualitas pengelolaan kontrak berkelanjutan. Pengukuran 

kontrak seharusnya tidak hanya menunjukkan ada atau tidaknya sanksi, tetapi juga 

menilai kepatuhan terhadap persyaratan kontrak, penyelesaian tindakan korektif, tindak 

lanjut ketidaksesuaian, dan peningkatan kinerja pemasok. Sompong et al. (2026) 

menjelaskan bahwa pengukuran sustainable supply chain management membutuhkan 

KPI yang mampu menilai kinerja keberlanjutan secara lebih terstruktur, karena masih 

terdapat gap dalam cara organisasi mengukur dan menilai performa keberlanjutan. 

Dengan demikian, akar masalah pada faktor Measurement adalah sistem pengukuran 

kontrak belum menghubungkan data kepatuhan, evaluasi, sanksi, dan perbaikan menjadi 

indikator kualitas pengelolaan kontrak berkelanjutan. 

6. Environment  

Seluruh faktor sebelumnya pada akhirnya berkaitan dengan faktor Environment, karena 

pengelolaan kontrak berkelanjutan berlangsung dalam lingkungan rantai pasok yang 

kompleks. Pada faktor ini, permasalahan utama terletak pada keragaman pemasok, jenis 

kontrak, dan unit operasi yang belum dikelola dalam mekanisme kontrak yang 

menyatukan komunikasi, evaluasi, pembinaan, sanksi, dan perbaikan pemasok secara 
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berkelanjutan. SR Pertamina menunjukkan adanya berbagai aktivitas pendukung, seperti 

Vendor Day untuk komunikasi dengan vendor, evaluasi tahunan vendor, PSAIMS untuk 

pengelolaan risiko keselamatan proses, sanksi pemasok, serta coaching clinic 

CSMS/CHESM untuk meningkatkan pemahaman pemasok. Namun, aktivitas tersebut 

masih perlu terhubung dalam satu mekanisme pengelolaan kontrak yang lebih 

menyeluruh. Selain itu, pada kategori 7.5.6 dan 7.5.7 belum menunjukkan pengungkapan 

yang kuat terkait dukungan terhadap pemasok yang gagal dan pengelolaan akhir masa 

pakai. Zulfikri (2024) menjelaskan bahwa sustainable supply chain membutuhkan 

pendekatan sistemik yang mengintegrasikan green procurement, logistik, teknologi, 

kebijakan, dan kolaborasi antar pihak agar praktik keberlanjutan tidak berjalan secara 

terpisah. Dengan demikian, akar masalah pada faktor Environment adalah koordinasi 

pengelolaan kontrak belum menyatukan komunikasi, evaluasi, pembinaan, sanksi, 

dukungan perbaikan pemasok, dan akhir masa pakai secara konsisten lintas unit dan jenis 

kontrak. 

Permasalahan utama yang telah diidentifikasi melalui fishbone diagram pada 

Tabel 5.6 kemudian dirangkum dalam bentuk tabel. Penyajian ini bertujuan untuk 

memperjelas hubungan antara faktor penyebab dan akar permasalahan, sehingga hasil 

analisis dapat dipahami secara lebih sistematis dan terstruktur. 

Tabel 5. 6 Permasalahan Pada Kategori Mengelola Kontrak 

Aspek Permasalahan Permasalahan Utama 

Man Karena standar peran dan kompetensi pengelola kontrak 

dalam mengawasi keberlanjutan selama masa kontrak belum 

ditetapkan secara jelas. 

Machine Karena sistem digital pengadaan belum mengintegrasikan 

data kepatuhan, evaluasi, dan tindak lanjut pemasok sebagai 

alat monitoring keberlanjutan selama kontrak berjalan. 

Material Standar dokumen kontrak belum disusun berdasarkan risiko 

keberlanjutan pemasok secara utuh, terukur, dan konsisten 

sepanjang siklus kontrak. 

Method Prosedur pengelolaan kontrak belum membentuk siklus kerja 

yang menghubungkan pemantauan, evaluasi, tindakan 
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Aspek Permasalahan Permasalahan Utama 

korektif, dan perbaikan keberlanjutan pemasok secara 

terstruktur. 

Measurement Sistem pengukuran kontrak belum menghubungkan data 

kepatuhan, evaluasi, sanksi, dan perbaikan menjadi indikator 

kualitas pengelolaan kontrak berkelanjutan. 

Environment Koordinasi pengelolaan kontrak belum menyatukan 

komunikasi, evaluasi, pembinaan, sanksi, dukungan 

perbaikan pemasok, dan akhir masa pakai secara konsisten 

lintas unit dan jenis kontrak. 

5.4.6 Analisis Faktor Penyebab Kategori Meninjau dan Mempelajari Kontrak 

Berikut merupakan fishbone dari hasil pengungakapan kategori Mengeloal Kontrak, 

sebagai berikut: 

 

Gambar 5. 12 Fishbone Kategori Meninjau dan Mempelajari Kontrak 

1. Man  
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Permasalahan pada faktor Man menjadi titik awal karena tinjauan dan pembelajaran pasca 

kontrak sangat bergantung pada adanya pihak yang bertanggung jawab dalam mengolah 

hasil pelaksanaan kontrak menjadi pembelajaran. Pada faktor ini, permasalahan utama 

berkaitan dengan peran pengelola kontrak dalam menyusun pembelajaran keberlanjutan 

pasca kontrak yang belum dijelaskan secara operasional. SR Pertamina telah 

menunjukkan adanya pengelolaan vendor melalui evaluasi vendor, kepatuhan 

HSE/CSMS, serta pemberian sanksi kepada pemasok. Namun, hasil pengawasan tersebut 

belum terlihat diarahkan secara khusus menjadi lesson learned yang dapat digunakan 

untuk memperbaiki kontrak dan proses pengadaan berikutnya. Hal ini menjadi penting 

karena pengelolaan kontrak melibatkan beberapa fungsi, seperti Procurement, User, 

HSSE, Legal, dan unit terkait, sehingga diperlukan pembagian peran yang jelas agar hasil 

evaluasi tidak hanya berhenti sebagai catatan pengawasan.  Beske-Janssen et al. (2023) 

menjelaskan bahwa procurement membutuhkan kompetensi baru untuk mendukung 

kontribusi terhadap inovasi dan keberlanjutan, termasuk kemampuan berpikir analitis, 

kolaboratif, dan memahami rantai pasok secara menyeluruh. Dengan demikian, akar 

masalah pada faktor Man adalah tanggung jawab pengelola kontrak dalam menyusun 

lesson learned keberlanjutan pasca kontrak belum ditetapkan secara operasional. 

2. Machine 

Keterbatasan pada faktor Man kemudian berkaitan dengan faktor Machine, karena 

pengelola kontrak membutuhkan dukungan sistem digital untuk mengumpulkan, 

menghubungkan, dan mengolah data pelaksanaan kontrak. Pada faktor Machine, 

permasalahan utama terletak pada sistem digital pengadaan yang belum mendukung 

pengolahan data kontrak, kepatuhan HSE/CSMS, evaluasi vendor, sanksi, dan tindak 

lanjut sebagai dasar pembelajaran pasca kontrak. SR Pertamina telah menunjukkan 

adanya digitalisasi pengadaan yang mendukung integrasi dan transparansi proses 

pengadaan. Namun, sistem tersebut belum terlihat berfungsi sebagai media review and 

learning yang menghubungkan data pelaksanaan kontrak menjadi umpan balik bagi 

perbaikan kontrak berikutnya. Padahal, pembelajaran pasca kontrak membutuhkan data 

historis yang saling terhubung agar perusahaan dapat mengetahui pola ketidaksesuaian, 

tindak lanjut yang dilakukan, serta perbaikan yang perlu diterapkan pada pengadaan 

berikutnya. Motaung & Sifolo (2023) menjelaskan bahwa digital procurement dapat 
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meningkatkan integrasi dan efisiensi proses, tetapi penerapannya masih dapat terhambat 

oleh kesiapan sistem, proses yang belum matang, serta keterbatasan kemampuan 

pengguna. Dengan demikian, akar masalah pada faktor Machine adalah sistem digital 

pengadaan belum mengubah data pelaksanaan kontrak menjadi umpan balik untuk 

perbaikan kontrak dan pengadaan berikutnya. 

3. Material 

Keterbatasan sistem pada faktor Machine kemudian berdampak pada faktor Material, 

karena data kontrak yang tidak diolah secara sistematis akan sulit menjadi dokumen 

pembelajaran yang dapat digunakan kembali. Pada faktor Material, permasalahan utama 

berkaitan dengan dokumen pembelajaran pasca kontrak yang belum memuat kinerja 

pemasok, risiko keberlanjutan, tindakan korektif, dan rekomendasi perbaikan kontrak 

berikutnya. SR Pertamina telah menunjukkan adanya evaluasi vendor, kepatuhan 

HSE/CSMS, serta sanksi pemasok. Namun, data tersebut masih lebih terlihat sebagai 

catatan pengawasan pemasok, belum sebagai dokumen lesson learned yang merangkum 

temuan, penyebab masalah, tindakan perbaikan, dan rekomendasi untuk kontrak 

berikutnya. Apabila dokumen pembelajaran pasca kontrak belum tersedia secara jelas, 

maka hasil evaluasi sulit digunakan sebagai rujukan formal untuk memperbaiki 

persyaratan kontrak, mekanisme pengawasan, maupun strategi pengadaan. Storsjö & 

Kaave (2025) menjelaskan bahwa kontrak tidak hanya berfungsi sebagai dokumen legal, 

tetapi juga dapat menjadi alat manajemen, komunikasi, kerja sama, dan pencegahan 

masalah keberlanjutan dalam hubungan rantai pasok. Dengan demikian, akar masalah 

pada faktor Material adalah standar dokumen lesson learned pasca kontrak berbasis 

keberlanjutan belum disusun sebagai dasar perbaikan kontrak berikutnya. 

4. Method 

Keterbatasan pada faktor Material kemudian memengaruhi faktor Method, karena 

dokumen pembelajaran hanya dapat terbentuk apabila terdapat prosedur yang 

mewajibkan proses review and learning setelah kontrak selesai. Pada faktor Method, 

permasalahan utama berkaitan dengan prosedur evaluasi kontrak yang belum membentuk 

alur review and learning untuk mengubah hasil pengawasan menjadi perbaikan 

pengadaan berikutnya. SR Pertamina telah menunjukkan bahwa evaluasi vendor dan 

pemberian sanksi dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap pemasok. Namun, 
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evaluasi tersebut masih lebih terlihat sebagai penilaian kepatuhan dan kinerja pemasok, 

belum sebagai proses untuk menilai apa yang berhasil, apa yang bermasalah, dan apa 

yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan kontrak. Tinjauan pasca kontrak seharusnya 

menghubungkan hasil evaluasi dengan revisi persyaratan, strategi pengadaan, dan 

pengelolaan kontrak berikutnya. (Andhov et al., 2025) menjelaskan bahwa Sustainable 

Procurement perlu didukung dalam seluruh procurement lifecycle, tidak hanya pada 

tahap awal, tetapi juga pada tahap evaluasi, pemanfaatan data, dan penyempurnaan 

praktik pengadaan. Dengan demikian, akar masalah pada faktor Method adalah prosedur 

pengelolaan kontrak belum membentuk siklus review and learning untuk perbaikan 

pengadaan berkelanjutan. 

5. Measurement 

Keterbatasan pada faktor Method kemudian berdampak pada faktor Measurement, karena 

proses review and learning yang belum jelas akan sulit diukur efektivitasnya. Pada faktor 

Measurement, permasalahan utama terletak pada indikator pembelajaran pasca kontrak 

yang belum mengukur pemanfaatan hasil evaluasi, sanksi, tindakan korektif, dan 

rekomendasi untuk perbaikan kontrak berikutnya. SR Pertamina telah menampilkan data 

evaluasi vendor dan sanksi pemasok, tetapi data tersebut lebih menunjukkan hasil 

pengawasan, bukan kualitas pembelajaran dari kontrak yang telah berjalan. Pengukuran 

pembelajaran pasca kontrak seharusnya dapat menunjukkan jumlah kontrak yang 

ditinjau, temuan utama, tindakan korektif yang diselesaikan, rekomendasi yang 

diterapkan, serta perbaikan yang masuk ke kontrak berikutnya. Tanpa indikator tersebut, 

perusahaan sulit menilai apakah evaluasi kontrak benar-benar menghasilkan perbaikan 

atau hanya menjadi catatan kepatuhan. Mardiana & Primadasa (2023) menjelaskan bahwa 

sustainable supply chain management membutuhkan KPI yang mencakup aspek 

ekonomi, lingkungan, dan sosial agar kinerja keberlanjutan dapat diukur dan menjadi 

dasar rekomendasi perbaikan. Dengan demikian, akar masalah pada faktor Measurement 

adalah sistem pengukuran belum mengubah hasil evaluasi kontrak menjadi indikator 

pembelajaran dan perbaikan pengadaan berkelanjutan. 

6. Environment 

Keterbatasan pada faktor Man, Machine, Material, Method, dan Measurement pada 

akhirnya berkaitan dengan faktor Environment, karena pembelajaran pasca kontrak perlu 
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berjalan dalam lingkungan organisasi dan rantai pasok yang melibatkan banyak unit. Pada 

faktor Environment, permasalahan utama berkaitan dengan koordinasi lintas unit, 

subholding, dan pemasok yang belum membentuk mekanisme berbagi lesson learned 

untuk mencegah pengulangan risiko pada kontrak berikutnya. Pertamina memiliki banyak 

subholding, unit operasi, jenis kontrak, kontraktor, vendor, dan mitra kerja dengan 

karakteristik pekerjaan serta risiko yang berbeda. SR Pertamina juga menunjukkan 

adanya evaluasi vendor, PSAIMS, sanksi pemasok, Vendor Day, dan coaching clinic 

sebagai bentuk pengawasan, komunikasi, serta pembinaan pemasok. Namun, aktivitas 

tersebut belum terlihat menjadi mekanisme berbagi pembelajaran lintas unit yang 

memastikan pengalaman dari satu kontrak dapat digunakan untuk memperbaiki kontrak 

lain yang memiliki risiko serupa. Kassaneh et al. (2021) menjelaskan bahwa knowledge 

management dalam sustainable supply chain penting untuk mendukung knowledge 

sharing, knowledge transfer, dan penggunaan pengetahuan lintas pihak agar rantai pasok 

dapat berjalan lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, akar masalah pada 

faktor Environment adalah mekanisme berbagi lesson learned kontrak berkelanjutan 

lintas unit, subholding, dan kategori pemasok belum terbentuk sebagai mekanisme 

bersama. 

Permasalahan utama yang telah diidentifikasi melalui fishbone diagram pada 

Tabel 5.7 kemudian dirangkum dalam bentuk tabel. Penyajian ini bertujuan untuk 

memperjelas hubungan antara faktor penyebab dan akar permasalahan, sehingga hasil 

analisis dapat dipahami secara lebih sistematis dan terstruktur. 

Tabel 5. 7 Permasalahan Pada Kategori Meninjau dan Mengelola Kontrak 

Aspek Permasalahan Permasalahan Utama 

Man Karna tanggung jawab pengelola kontrak dalam menyusun 

lesson learned keberlanjutan pasca kontrak belum ditetapkan 

secara operasional. 

Machine Sistem digital pengadaan belum mengubah data pelaksanaan 

kontrak menjadi umpan balik untuk perbaikan kontrak dan 

pengadaan berikutnya. 
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Material Standar dokumen kontrak belum disusun berdasarkan risiko 

keberlanjutan pemasok secara utuh, terukur, dan konsisten 

sepanjang siklus kontrak. 

Method Prosedur pengelolaan kontrak belum membentuk siklus 

review and learning untuk perbaikan pengadaan 

berkelanjutan. 

Measurement Sistem pengukuran belum mengubah hasil evaluasi kontrak 

menjadi indikator pembelajaran dan perbaikan pengadaan 

berkelanjutan. 

Environment Mekanisme berbagi lesson learned kontrak berkelanjutan 

lintas unit, subholding, dan kategori pemasok belum menjadi 

proses koordinasi resmi dalam pengelolaan kontrak. 

 

5.5 Improvement Berdasarkan Best Practice ASCM SCOR 14  

Dari hasil pegolahan data substansi yang telah dilakukan, berikutnya akan dibahas 

mengenai penyusunan best practice sebagai dasar rekomendasi perbaikan terhadap 

permasalahan yang telah dianalisis sebelumnya. Best practice diperoleh melalui proses 

identifikasi root cause pada setiap fishbone diagram, kemudian dilakukan pemetaan 

antara akar penyebab permasalahan tersebut dengan best practice yang relevan. Pemetaan 

ini bertujuan agar rekomendasi perbaikan yang dihasilkan tidak hanya bersifat umum, 

tetapi benar-benar sesuai dengan penyebab utama terjadinya gap pada masing-masing 

faktor. Dengan demikian, best practice yang dirumuskan diharapkan dapat menjadi acuan 

perbaikan yang lebih terarah, sistematis, dan aplikatif dalam mendukung peningkatan 

proses kerja.  

5.5.1 Rekomendasi Perbaikan Perusahaan 

Berikut merupakan rekomendasi perbaikan untuk perusahaan yang dijelaskan pada tabel 

5.8 sebagai berikut: 
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Tabel 5. 8 Rekomendasi Perbaikan Perusahaan  

Kategori Root Causes Utama Best Practices Perbaikan 

7.6 Meninjau dan 

Mempelajari 

Kontrak 

Prosedur pengelolaan kontrak 

belum membentuk siklus review 

and learning untuk perbaikan 

pengadaan berkelanjutan. 

1) BP.306 Digital 

Contract 

Management 

2) BP.239 Contract 

Drafting 

Menyusun form evaluasi akhir kontrak yang memuat 

identitas kontrak, hasil pekerjaan, kesesuaian dengan 

kontrak, kendala utama, kinerja pemasok, risiko yang 

muncul, serta rekomendasi perbaikan sebagai dasar 

lesson learned untuk pengadaan berikutnya. Usulan ini 

didukung oleh Changalima et al. (2022) yang 

menekankan pentingnya pengelolaan kontrak terhadap 

kinerja pengadaan, Kassaneh et al. (2021) yang 

menjelaskan pentingnya knowledge management dalam 

pembelajaran supply chain, serta Kumar et al. (2023) 

yang menegaskan bahwa pengukuran kinerja penting 

dalam sustainable supply chain management. 

7.5 Mengelola 

Pemasok 

Prosedur pengelolaan kontrak 

belum membentuk siklus kerja 

yang menghubungkan 

pemantauan, evaluasi, tindakan 

korektif, dan perbaikan 

BP.036 

Consignment 

Inventory with 

Suppliers 

Menyusun lembar monitoring kontrak pemasok 

yang memuat status pelaksanaan pekerjaan, 

kesesuaian hasil kerja dengan kontrak, catatan kendala, 

komunikasi dengan pemasok, evaluasi kepatuhan 

terhadap aspek keberlanjutan dalam kontrak, tindakan 

perbaikan, PIC, batas waktu penyelesaian, dan status 



120 

 

Kategori Root Causes Utama Best Practices Perbaikan 

keberlanjutan pemasok secara 

terstruktur. 

tindak lanjut sebagai dasar review berkala selama 

kontrak berjalan. Changalima et al. (2022) mendukung 

bahwa kesulitan dalam contract management dapat 

memengaruhi hubungan antara pengembangan pemasok 

dan kinerja pengadaan. 

7.2 Perencanaan Belum adanya prosedur standar 

perencanaan sustainable 

procurement yang 

mengintegrasikan analisis biaya, 

kebutuhan, risiko pemasok, 

aspek teknis, lokasi, dan struktur 

rantai pasok secara konsisten. 

1) BP.183  

Integrated Business 

Planning (IBP) 

2) BP.184 - 

Scenario Planning 

Menyusun sustainable procurement planning sheet 

sebagai prosedur standar perencanaan pengadaan 

yang memuat analisis kebutuhan, kategori pengadaan, 

riset pasar pemasok, risiko pemasok dan pasar, lokasi 

sumber pasok, struktur rantai pasok, serta perhitungan 

Total Cost of Ownership sebagai dasar strategi 

pengadaan dan pemilihan pemasok. Usulan ini didukung 

Benchekroun et al. (2022) yang menunjukkan staretgi 

pengadaan dapat disusun melalui analisis kategori. 

Orfanidou et al. (2023) menunjukkan penerapan LCC 

membutuhkan riset, perencanaan, dan koordinasi. 
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Kategori Root Causes Utama Best Practices Perbaikan 

7.1 Membangun 

dari proses yang 

sudah ada 

Metode integrasi sustainable 

procurement ke dalam OP2P 

belum tergambar dalam bentuk 

alur kerja, gate, atau prosedur 

keputusan yang terstruktur, 

sehingga prinsip keberlanjutan 

belum menjadi titik pemeriksaan 

wajib dalam proses pengadaan 

yang sudah berjalan. 

1)BP.272 – 

Solicitation 

Process 

2) BP.074 – 

Process and 

Metrics Alignment 

Menyempurnakan OP2P dengan SOP teknis 

sustainable procurement yang memuat sustainability 

gate, checklist ESG, validasi CSMS/CHESM, 

approval gate, audit trail, dan dashboard monitoring 

pada tahapan perencanaan kebutuhan, dokumen tender, 

evaluasi vendor, kontrak, hingga monitoring pemasok. 

Ardiansyah & Rosyani (2023) menjelaskan pentingnya 

perbaikan proses e-procurement selain itu Ragin-

Skorecka & Hadaś (2024) Stroumpoulis et al. (2024) 

menegaskan pentingnya peran integrasi informasi dalam 

keberlanjutan. 

7.4 Memilih 

Pemasok 

Metode seleksi pemasok masih 

perlu diperkuat menjadi 

mekanisme berbasis risiko yang 

menghubungkan asesmen, 

prakualifikasi, evaluasi tender, 

dan pemberian kontrak secara 

lebih jelas. 

1) BP.134 Supplier 

Evaluation 

2) BP.097 Supplier 

Appraisal 

Menambahkan checklist evaluasi keberlanjutan 

berbasis risiko pada tahap prakualifikasi dan 

evaluasi tender, mencakup integritas, kepatuhan hukum, 

HSE, CSMS/CHESM, sosial, HAM, ketenagakerjaan, 

kinerja sebelumnya, kemampuan teknis, dan stabilitas 

finansial sebagai dasar pembaruan status vendor serta 

penentuan pemenang tender secara objektif. Usulan ini 

didukung oleh Urbaniak (2021) yang menyatakan 
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Kategori Root Causes Utama Best Practices Perbaikan 

bahwa kriteria evaluasi pemasok dapat membantu 

mengurangi risiko pembelian, Althaqafi (2023) yang 

menekankan pentingnya aspek lingkungan dan sosial 

dalam penilaian pemasok 

7.3 

Mengintegrasikan 

persyaratan 

keberlanjutan ke 

dalam spesifikasi 

Metode penetapan dan verifikasi 

persyaratan keberlanjutan dalam 

dokumen pengadaan belum 

tersegmentasi secara jelas, 

sehingga konsistensi penggunaan 

kriteria keberlanjutan dalam 

spesifikasi dan evaluasi pemasok 

belum dapat dipastikan. 

BP.111 Electronic 

Technical Orders 

and Product 

Specifications 

Menyusun template spesifikasi keberlanjutan 

berbasis kategori barang/jasa dan tingkat risiko 

pengadaan yang memuat persyaratan teknis, kriteria 

minimum keberlanjutan, dokumen wajib, bukti 

sertifikasi/label, serta checklist verifikasi seperti ISO 

14001, ISO 45001, SMK3, CSMS/CHESM, atau 

sertifikasi relevan lainnya sebagai dasar evaluasi 

pemasok. Usulan ini didukung Zhang et al. (2022) yang 

menunjukkan bahwa penerapan sustainable public 

procurement membutuhkan spesifikasi teknis dan 

fungsional. 
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1) Rekomendasi Perbaikan Kategori 7.1 Membangun dari Proses yang Sudah Ada 

Pada kategori 7.1 Membangun dari Proses yang Sudah Ada, root cause utama yang dipilih 

adalah metode integrasi sustainable procurement ke dalam proses Order to Pay (OP2P) 

yang belum tergambar dalam bentuk alur kerja, gate, maupun prosedur keputusan yang 

terstruktur. Permasalahan ini relevan dengan KPI karena kategori ini berfokus pada 

bagaimana organisasi mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam proses pengadaan 

yang telah berjalan sehingga menjadi bagian dari mekanisme operasional perusahaan. 

Oleh karena itu, BP.272 Solicitation Process dipilih sebagai best practice utama karena 

menyediakan alur proses pengadaan yang terstruktur mulai dari penyusunan kebutuhan, 

evaluasi, hingga persetujuan, sehingga memungkinkan penerapan sustainability gate pada 

setiap tahapan pengadaan. BP tersebut didukung oleh BP.074 Process and Metrics 

Alignment yang berperan dalam menyelaraskan proses kerja dengan indikator kinerja 

sehingga implementasi keberlanjutan dapat dipantau secara konsisten. 

Berdasarkan root cause dan best practice terpilih, perbaikan yang diusulkan 

adalah menyempurnakan proses OP2P melalui penyusunan SOP teknis sustainable 

procurement yang memuat sustainability gate, checklist ESG, validasi CSMS/CHESM, 

approval gate, audit trail, serta dashboard monitoring mulai dari tahap perencanaan 

kebutuhan hingga monitoring pemasok. Ardiansyah & Rosyani (2023) menjelaskan 

pentingnya pengembangan proses e-procurement, sedangkan Ragin-Skorecka & Hadaś 

(2024) serta Stroumpoulis (2024) menekankan bahwa integrasi proses dan informasi 

merupakan faktor penting dalam mendukung implementasi pengadaan berkelanjutan. 

2) Rekomendasi Perbaikan Kategori 7.2 Perencanaan 

Pada kategori 7.2 Perencanaan, root cause utama yang dipilih adalah belum adanya 

prosedur standar perencanaan sustainable procurement yang mengintegrasikan analisis 

kebutuhan, biaya, risiko pemasok, aspek teknis, lokasi, dan struktur rantai pasok secara 

konsisten. Permasalahan ini relevan dengan KPI karena kategori perencanaan 

menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor strategis sebelum proses 

pengadaan dilaksanakan. Oleh karena itu, BP.183 Integrated Business Planning (IBP) 

dipilih sebagai best practice utama karena mampu mengintegrasikan berbagai aspek 

bisnis ke dalam satu proses perencanaan yang terpadu. BP tersebut didukung oleh BP.184 
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Scenario Planning yang membantu organisasi menganalisis berbagai alternatif dan risiko 

sebelum menetapkan strategi pengadaan. 

Berdasarkan root cause dan best practice terpilih, perbaikan yang diusulkan 

adalah menyusun Sustainable Procurement Planning Sheet yang memuat analisis 

kebutuhan, kategori pengadaan, riset pasar pemasok, risiko pemasok dan pasar, lokasi 

sumber pasok, struktur rantai pasok, serta perhitungan Total Cost of Ownership (TCO) 

sebagai dasar penyusunan strategi pengadaan. Benchekroun et al. (2022) menjelaskan 

bahwa strategi pengadaan yang baik disusun berdasarkan analisis kategori, sedangkan 

Orfanidou et al. (2023) menyatakan bahwa penerapan Life Cycle Costing memerlukan 

proses perencanaan dan koordinasi yang baik. 

3) Rekomendasi Perbaikan Kategori 7.3 Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke 

dalam Spesifikasi 

Pada kategori 7.3 Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke dalam Spesifikasi, root 

cause utama yang dipilih adalah belum adanya metode penetapan dan verifikasi 

persyaratan keberlanjutan dalam dokumen pengadaan yang tersegmentasi secara jelas. 

Permasalahan ini relevan dengan KPI karena kategori ini menekankan pentingnya 

memastikan bahwa aspek keberlanjutan telah menjadi bagian dari spesifikasi teknis yang 

digunakan dalam proses pengadaan. Oleh karena itu, BP.111 Electronic Technical Orders 

and Product Specifications dipilih sebagai best practice karena berfokus pada 

standardisasi penyusunan spesifikasi teknis dan dokumen pengadaan sehingga 

persyaratan keberlanjutan dapat diterapkan secara konsisten. 

Berdasarkan root cause dan best practice terpilih, perbaikan yang diusulkan 

adalah menyusun template spesifikasi keberlanjutan berdasarkan kategori barang atau 

jasa dan tingkat risiko pengadaan yang memuat persyaratan teknis, kriteria minimum 

keberlanjutan, dokumen wajib, bukti sertifikasi, serta checklist verifikasi sebagai dasar 

evaluasi pemasok. Zhang et al. (2022) menyatakan bahwa implementasi sustainable 

public procurement memerlukan penyusunan spesifikasi teknis dan fungsional yang 

secara eksplisit mengakomodasi aspek keberlanjutan. 

4) Rekomendasi Perbaikan Kategori 7.4 Memilih Pemasok 

Pada kategori 7.4 Memilih Pemasok, root cause utama yang dipilih adalah metode seleksi 

pemasok yang belum berbasis risiko serta belum menghubungkan proses asesmen, 
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prakualifikasi, evaluasi tender, dan pemberian kontrak secara terstruktur. Permasalahan 

ini relevan dengan KPI karena kategori ini berfokus pada proses penilaian dan pemilihan 

pemasok yang mampu memenuhi persyaratan keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, 

BP.134 Supplier Evaluation dipilih sebagai best practice utama karena menyediakan 

mekanisme evaluasi pemasok secara komprehensif berdasarkan berbagai kriteria, 

termasuk risiko dan aspek keberlanjutan. BP tersebut didukung oleh BP.097 Supplier 

Appraisal yang memperkuat proses penilaian awal terhadap calon pemasok sebelum 

mengikuti proses tender. 

Berdasarkan root cause dan best practice terpilih, perbaikan yang diusulkan 

adalah menambahkan checklist evaluasi keberlanjutan berbasis risiko pada tahap 

prakualifikasi dan evaluasi tender yang mencakup aspek integritas, kepatuhan hukum, 

HSE, CSMS/CHESM, sosial, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, kemampuan teknis, 

stabilitas finansial, serta kinerja sebelumnya sebagai dasar pembaruan status vendor dan 

penetapan pemenang tender. Urbaniak (2021) menyatakan bahwa kriteria evaluasi 

pemasok dapat membantu mengurangi risiko pengadaan, sedangkan Althaqafi (2023) 

menegaskan pentingnya memasukkan aspek lingkungan dan sosial dalam proses 

penilaian pemasok. 

5) Rekomendasi Perbaikan Kategori 7.5 Mengelola Pemasok 

Pada kategori 7.5 Mengelola Pemasok, root cause utama yang dipilih adalah prosedur 

pengelolaan kontrak yang belum membentuk siklus kerja yang menghubungkan 

pemantauan, evaluasi, tindakan korektif, dan perbaikan keberlanjutan pemasok secara 

terstruktur. Permasalahan ini relevan dengan KPI karena kategori ini berfokus pada 

bagaimana perusahaan mengelola hubungan dengan pemasok selama kontrak 

berlangsung agar kinerja keberlanjutan tetap terjaga. Oleh karena itu, BP.306 Digital 

Contract Management dipilih sebagai best practice utama karena mendukung 

pengelolaan kontrak secara terintegrasi melalui pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut 

selama masa kontrak. 

Berdasarkan root cause dan best practice terpilih, perbaikan yang diusulkan 

adalah menyusun lembar monitoring kontrak pemasok yang memuat status pelaksanaan 

pekerjaan, kesesuaian hasil kerja dengan kontrak, catatan kendala, komunikasi dengan 

pemasok, evaluasi kepatuhan terhadap aspek keberlanjutan, tindakan perbaikan, PIC, 
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batas waktu penyelesaian, dan status tindak lanjut sebagai dasar pelaksanaan review 

berkala. Changalima et al. (2022) menjelaskan bahwa kesulitan dalam contract 

management dapat memengaruhi hubungan pengembangan pemasok dan kinerja 

pengadaan. 

6) Rekomendasi Perbaikan Kategori 7.6 Meninjau dan Mempelajari Kontrak 

Pada kategori 7.6 Meninjau dan Mempelajari Kontrak, root cause utama yang dipilih 

adalah prosedur pengelolaan kontrak yang belum membentuk siklus review and learning 

untuk mendukung perbaikan pengadaan berkelanjutan. Permasalahan ini relevan dengan 

KPI karena kategori ini menekankan pentingnya melakukan evaluasi pasca kontrak 

sebagai sumber pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pengadaan pada periode 

berikutnya. Oleh karena itu, BP.306 Digital Contract Management dipilih sebagai best 

practice utama karena mendukung pengelolaan siklus hidup kontrak sekaligus 

dokumentasi hasil evaluasi. BP tersebut didukung oleh BP.239 Contract Drafting untuk 

memastikan hasil evaluasi dapat menjadi dasar penyempurnaan klausul kontrak pada 

pengadaan berikutnya. 

Berdasarkan root cause dan best practice terpilih, perbaikan yang diusulkan 

adalah menyusun formulir evaluasi akhir kontrak yang memuat identitas kontrak, hasil 

pekerjaan, kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak, kinerja pemasok, risiko yang muncul, 

kendala utama, serta rekomendasi perbaikan sebagai dasar lesson learned untuk 

pengadaan berikutnya. Changalima et al. (2022) menekankan pentingnya pengelolaan 

kontrak terhadap kinerja pengadaan, Kassaneh et al. (2021) menjelaskan bahwa 

knowledge management berperan penting dalam pembelajaran rantai pasok, sedangkan 

Kumar et al. (2023) menegaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor 

utama dalam penerapan sustainable supply chain management. 

5.5.2 Rekomendasi Perbaikan Untuk Supplier/Mitra 

Berikut merupakan rekomendasi yang diberikan untuk supplier/mitra berdasarkan tabel 

berikut: 
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Tabel 5. 9 Rekomendasi Perbaikan Untuk Supplier/Mitra 

Kategori 
Rekomendasi Perbaikan 

Perusahaan 

Rekomendasi Perbaikan 

Supplier/Mitra 

7.6 Meninjau dan 

Mempelajari 

Kontrak 

Menyusun form evaluasi akhir 

kontrak yang memuat hasil, 

identitas, kesesuaian kontrak, 

kinerja, risiko yang muncul. 

Menyusun laporan evaluasi akhir 

kontrak yang memuat capaian, 

kendala, dan usulan perbaikan 

serta berpartisipasi dalam 

contract review sebagai dasar 

lesson learned bersama 

perusahaan. 

7.5 Mengelola 

Pemasok 

Menyusun lembar monitoring 

kontrak pemasok yang memuat 

status pelaksanaan pekerjaan, 

kesesuaian hasil kerja dengan 

kontrak, catatan kendala, 

komunikasi dengan pemasok, 

evaluasi. 

Melakukan pelaporan berkala 

mengenai progres pekerjaan, 

pencapaian aspek keberlanjutan, 

serta tindak lanjut atas 

ketidaksesuaian selama 

pelaksanaan kontrak. 

7.2 Perencanaan Menyusun sustainable 

procurement planning sheet 

sebagai prosedur standar 

perencanaan pengadaan yang 

memuat analisis kebutuhan, 

kategori pengadaan, riset pasar 

pemasok, risiko pemasok dan 

pasar, lokasi sumber pasok, 

struktur rantai pasok 

Menyampaikan informasi 

kapasitas, risiko pasokan, dan 

alternatif mitigasi sejak tahap 

perencanaan untuk mendukung 

penyusunan strategi pengadaan 

yang lebih akurat. 

7.1 Membangun 

dari Proses yang 

Sudah Ada 

Menyempurnakan OP2P 

dengan SOP teknis sustainable 

procurement yang memuat 

sustainability gate, checklist 

ESG, validasi CSMS/CHESM, 

Memastikan seluruh dokumen 

dan persyaratan keberlanjutan 

selalu diperbarui serta 

disesuaikan dengan tahapan 

proses pengadaan perusahaan. 
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Kategori 
Rekomendasi Perbaikan 

Perusahaan 

Rekomendasi Perbaikan 

Supplier/Mitra 

approval gate, audit trail, dan 

dashboard monitoring 

7.4 Memilih 

Pemasok 

Menambahkan checklist 

evaluasi keberlanjutan berbasis 

risiko pada tahap prakualifikasi 

dan evaluasi tender, mencakup 

integritas, kepatuhan hukum, 

HSE, CSMS/CHESM, sosial, 

HAM, ketenagakerjaan 

Menyediakan informasi dan 

dokumen pendukung terkait 

aspek hukum, HSE, ESG, 

kemampuan teknis, dan kondisi 

finansial secara lengkap untuk 

mendukung seleksi berbasis 

risiko. 

7.3 

Mengintegrasikan 

Persyaratan 

Keberlanjutan ke 

Dalam Spesifikasi 

Menyusun template spesifikasi 

keberlanjutan berbasis kategori 

barang/jasa dan tingkat risiko 

pengadaan yang memuat 

persyaratan teknis, kriteria 

minimum keberlanjutan, 

dokumen wajib, bukti 

sertifikasi/label, serta checklist 

verifikasi seperti ISO 

Menyiapkan dokumen teknis dan 

sertifikasi keberlanjutan yang 

relevan sesuai kategori 

barang/jasa untuk mempermudah 

proses verifikasi spesifikasi. 

Rekomendasi perbaikan yang ditujukan kepada supplier/mitra disusun sebagai bentuk 

dukungan terhadap implementasi sustainable procurement dari sisi eksternal perusahaan. 

Rekomendasi ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif supplier dalam menyediakan 

informasi, memenuhi persyaratan keberlanjutan, serta membangun komunikasi yang 

lebih transparan selama proses pengadaan. Pada kategori 7.6 Meninjau dan Mempelajari 

Kontrak, supplier direkomendasikan menyusun laporan evaluasi akhir kontrak yang 

memuat capaian, kendala, dan usulan perbaikan serta berpartisipasi dalam contract 

review bersama perusahaan. Rekomendasi ini bertujuan agar pengalaman selama 

pelaksanaan kontrak terdokumentasi dengan baik dan dapat dimanfaatkan sebagai lesson 

learned untuk meningkatkan kualitas kerja sama pada kontrak berikutnya. Pada kategori 

7.5 Mengelola Pemasok, supplier direkomendasikan melakukan pelaporan berkala 
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mengenai progres pekerjaan, pencapaian aspek keberlanjutan, serta tindak lanjut atas 

ketidaksesuaian selama pelaksanaan kontrak. Pelaporan secara berkala diharapkan dapat 

meningkatkan transparansi, mempermudah proses pemantauan, serta membantu 

perusahaan melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan secara tepat waktu. Pada kategori 

7.2 Perencanaan, supplier direkomendasikan menyampaikan informasi mengenai 

kapasitas produksi, risiko pasokan, dan alternatif mitigasi sejak tahap perencanaan. 

Informasi tersebut menjadi masukan bagi perusahaan dalam menyusun strategi 

pengadaan yang lebih akurat sekaligus mengantisipasi potensi gangguan pada rantai 

pasok. 

Pada kategori 7.1 Membangun dari Proses yang Sudah Ada, supplier 

direkomendasikan memastikan seluruh dokumen dan persyaratan keberlanjutan selalu 

diperbarui sesuai dengan tahapan proses pengadaan perusahaan. Kesiapan dokumen 

tersebut diharapkan dapat memperlancar proses evaluasi, mengurangi keterlambatan 

administrasi, dan mendukung penerapan sustainable procurement secara lebih konsisten. 

Pada kategori 7.4 Memilih Pemasok, supplier direkomendasikan menyediakan informasi 

dan dokumen pendukung yang lengkap terkait aspek hukum, HSE, ESG, kemampuan 

teknis, dan kondisi finansial. Kelengkapan informasi tersebut memungkinkan proses 

seleksi berbasis risiko dilakukan secara lebih objektif, sekaligus menunjukkan kesiapan 

supplier dalam memenuhi persyaratan keberlanjutan yang ditetapkan perusahaan. 

Selanjutnya, pada kategori 7.3 Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke dalam 

Spesifikasi, supplier direkomendasikan menyiapkan dokumen teknis dan sertifikasi 

keberlanjutan yang relevan sesuai dengan kategori barang atau jasa yang ditawarkan. 

Kesiapan dokumen tersebut akan mempermudah proses verifikasi spesifikasi, 

meningkatkan kesesuaian terhadap persyaratan pengadaan, serta memperkuat 

kepercayaan perusahaan terhadap kemampuan supplier dalam memenuhi standar 

keberlanjutan. 
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BAB VI  

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berikut merupakan kesimpulan dari penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis Sustainable Procurement PT Pertamina dengan mengacu 

pada KPI ISO 20400:2017 Klausul 7 dalam Sustainability Report 2024, dapat 

disimpulkan bahwa implementasi sudah tergambar, tetapi belum merata pada seluruh 

kategori. Kategori dengan nilai substansi tertinggi adalah 7.3 Mengintegrasikan 

Persyaratan Keberlanjutan ke dalam Spesifikasi sebesar 87%, karena PT Pertamina 

telah menerapkan persyaratan teknis, SMK3, CSMS/CHESM, sertifikasi, dan 

evaluasi kinerja pemasok. Selanjutnya, kategori 7.4 Memilih Pemasok memperoleh 

83%, yang menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan telah dipertimbangkan melalui 

asesmen sosial, prakualifikasi, tender, dan pemberian kontrak. Kategori 7.1 

Membangun dari Proses yang Sudah Ada memperoleh 67%, karena OP2P telah 

mendukung digitalisasi pengadaan, tetapi integrasi teknis Sustainable Procurement 

belum tergambar rinci. Kategori 7.2 Perencanaan memperoleh 61%, karena masih 

terdapat gap pada analisis biaya sepanjang daur hidup dan analisis pasar. Kategori 7.5 

Mengelola Kontrak memperoleh 57%, karena pengelolaan kontrak sudah terlihat 

melalui evaluasi vendor, sanksi, Vendor Day, dan coaching clinic, tetapi belum 

mencakup pengelolaan kegagalan pemasok dan akhir masa pakai. Adapun kategori 

7.6 Meninjau dan Mempelajari Kontrak memperoleh 0%, karena belum ditemukan 

pengungkapan mengenai evaluasi pasca kontrak dan lesson learned. Dengan 

demikian, implementasi Sustainable Procurement PT Pertamina paling kuat pada 

tahap spesifikasi dan pemilihan pemasok, sedangkan perencanaan, integrasi sistem, 

pengelolaan kontrak, dan evaluasi pasca kontrak masih perlu diperkuat. 

2. Berdasarkan hasil analisis gap dan root cause, rekomendasi perbaikan diarahkan pada 

penguatan prosedur, dokumen, checklist, dan alat evaluasi yang dapat melekat pada 

proses pengadaan yang sudah berjalan. Pada kategori 7.1, perbaikan berupa SOP 

teknis Sustainable Procurement dalam OP2P yang memuat sustainability gate, 

checklist ESG, validasi CSMS/CHESM, approval gate, audit trail, dan dashboard 
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monitoring. Pada kategori 7.2, perbaikan berupa Sustainable Procurement planning 

sheet yang memuat analisis kebutuhan, kategori pengadaan, riset pasar, risiko 

pemasok dan pasar, lokasi sumber pasok, struktur rantai pasok, serta perhitungan 

Total Cost of Ownership. Pada kategori 7.3, perbaikan berupa template spesifikasi 

keberlanjutan berdasarkan kategori barang/jasa dan tingkat risiko. Pada kategori 7.4, 

perbaikan berupa checklist evaluasi keberlanjutan berbasis risiko pada tahap 

prakualifikasi dan evaluasi tender. Pada kategori 7.5, perbaikan berupa lembar 

monitoring kontrak pemasok untuk mencatat pelaksanaan pekerjaan, kepatuhan 

keberlanjutan, kendala, tindakan perbaikan, PIC, dan status tindak lanjut. Pada 

kategori 7.6, perbaikan berupa form evaluasi akhir kontrak dan lesson learned sebagai 

dasar perbaikan pengadaan berikutnya. Secara keseluruhan, usulan perbaikan ini 

relevan karena tidak membentuk proses paralel baru, tetapi memperkuat proses 

pengadaan agar lebih sesuai dengan prinsip ISO 20400:2017. 

 

6.2 Saran 

Berikut merupakan saran untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, sebagai 

berikut: 

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan perbandingan data dengan 

dokumen operasional internal perusahaan, seperti SOP pengadaan, dokumen tender, 

kontrak kerja, checklist evaluasi pemasok, hasil audit vendor, data kinerja pemasok, 

serta dokumen evaluasi pascakontrak. Hal ini penting karena penelitian ini 

menggunakan Sustainability Report sebagai sumber data utama, sehingga hasil 

analisis sangat bergantung pada informasi yang dipublikasikan perusahaan. Dengan 

adanya dokumen internal, peneliti berikutnya dapat menilai apakah pengungkapan 

dalam Sustainability Report benar-benar sesuai dengan praktik pengadaan yang 

berjalan di lapangan, serta dapat mengurangi potensi keterbatasan akibat informasi 

yang tidak diungkapkan secara rinci dalam laporan. 

2. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengembangkan pengukuran 

implementasi Sustainable Procurement dengan indikator yang lebih berbasis kinerja, 

seperti persentase kontrak yang memuat klausul keberlanjutan, jumlah pemasok yang 

lolos evaluasi ESG, efektivitas tindak lanjut sanksi pemasok, penerapan Life Cycle 
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Costing, capaian efisiensi biaya, serta hasil evaluasi pascakontrak. Hal ini diperlukan 

karena penelitian ini masih berfokus pada analisis pengungkapan dan substansi 

berdasarkan Sustainability Report, sehingga belum dapat mengukur dampak nyata 

Sustainable Procurement terhadap kinerja pengadaan perusahaan. Dengan indikator 

yang lebih terukur, penelitian selanjutnya dapat menghasilkan evaluasi yang lebih 

objektif, komprehensif, dan mendalam. 
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A-1 

 

LAMPIRAN 

 

1. Google Form Validasi Expert 

 

2. Focus Group Discussion (FGD) 

 

3. SCOR ASCM 

Best Practices Defenisi 

BP.306 Digital Contract 

Management 

Digital Contract Management (manajemen kontrak 

digital) merupakan suatu sistem yang memungkinkan 



2 

 

Best Practices Defenisi 

pengelolaan siklus hidup kontrak secara proaktif melalui 

alur kerja (workflow) yang dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan. Sistem ini memberikan visibilitas pada setiap 

tahapan penyusunan kontrak, memfasilitasi proses 

negosiasi kontrak, serta memastikan pelaksanaan 

ketentuan kontrak setelah disepakati. Dengan demikian, 

manajemen kontrak digital dapat membantu organisasi 

mencapai penghematan biaya sekaligus meningkatkan 

pencapaian tingkat kinerja yang diharapkan. 

BP.239 Contract Drafting Contract Drafting (penyusunan kontrak) merupakan 

proses yang dilakukan setelah spesifikasi kebutuhan 

ditetapkan dan business case disusun. Pada tahap ini, tim 

pengadaan menentukan ketentuan-ketentuan yang akan 

dimuat dalam kontrak sesuai dengan kebutuhan proses 

pengadaan yang sedang dilakukan. Ketentuan tersebut 

meliputi, antara lain, metode pembayaran yang akan 

digunakan, Incoterms yang dipilih, jadwal atau waktu 

pengiriman, serta berbagai persyaratan lain yang telah 

ditetapkan pada tahap penyusunan spesifikasi. Proses 

penyusunan kontrak umumnya dilakukan dengan 

mempertimbangkan kebutuhan para pemangku 

kepentingan (stakeholders) dan dilaksanakan sebelum 

proses pemilihan pemasok atau pencarian sumber 

pemasok (sourcing) dilakukan. 

BP.036 Consignment 

Inventory with Suppliers 

Consignment Inventory (persediaan konsinyasi) 

merupakan model bisnis di mana pembeli memberikan 

informasi tertentu kepada pemasok, sedangkan pemasok 

bertanggung jawab penuh untuk menjaga jumlah 

persediaan yang telah disepakati, yang umumnya 
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Best Practices Defenisi 

ditempatkan di lokasi penggunaan atau konsumsi milik 

pembeli. Model ini dapat dikombinasikan dengan praktik 

kolaboratif lainnya, seperti perencanaan persediaan yang 

terintegrasi antar pemasok. Tujuan utama dari 

consignment inventory adalah agar persediaan bahan 

baku tetap menjadi aset yang tercatat dalam neraca 

pemasok hingga bahan tersebut benar-benar digunakan 

oleh pembeli. 

BP.183 Integrated 

Business Planning (IBP) 

Integrated Business Planning (IBP) merupakan proses 

perencanaan bisnis terpadu yang bertujuan 

menyelaraskan permintaan pelanggan, kapasitas 

pasokan, sumber daya perusahaan, dan strategi bisnis 

dalam satu rencana operasional. IBP mendukung 

pengambilan keputusan lintas fungsi melalui kolaborasi 

berbagai unit, seperti keuangan, operasi, pemasaran, dan 

pengadaan, serta mengintegrasikan perencanaan skenario 

(scenario planning) dan manajemen risiko rantai pasok 

untuk meningkatkan efektivitas perencanaan jangka 

menengah hingga panjang. 

BP.184 Scenario Planning Scenario Planning (perencanaan skenario) merupakan 

proses perencanaan yang mengidentifikasi berbagai 

peristiwa atau kondisi penting sebelum terjadi, kemudian 

memanfaatkan informasi tersebut untuk menentukan 

alternatif tindakan yang paling efektif dalam 

menghadapinya. 

BP.272 Solicitation 

Process 

Solicitation Process merupakan praktik yang digunakan 

dalam proses pengadaan untuk mengomunikasikan 

kebutuhan pengadaan serta meminta penawaran, 

penawaran harga, atau proposal dari calon pemasok. 
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Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, 

seperti Request for Quotation (RFQ), Invitation to Bid 

(ITB), atau Request for Proposal (RFP). 

BP.074 Process and 

Metrics Alignment 

Process and Metrics Alignment merupakan praktik 

penyelarasan proses dan indikator kinerja (metrics) agar 

selaras dengan strategi bisnis dan rantai pasok. Praktik ini 

memastikan bahwa setiap metrik bersifat terukur, 

berbasis data, relevan dengan tujuan organisasi, serta 

mendukung pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja 

secara efektif. 

BP.134 Supplier 

Evaluation 

Supplier Evaluation merupakan praktik mengevaluasi 

pemasok baru maupun yang telah ada berdasarkan 

berbagai kriteria, seperti harga, kualitas, kemampuan dan 

kapasitas, aspek keberlanjutan, kinerja sebelumnya, 

lokasi, serta ketentuan kontrak. Evaluasi dilakukan 

secara objektif dengan mempertimbangkan bobot setiap 

kriteria sesuai prioritas perusahaan dan melibatkan 

pihak-pihak terkait dalam proses penilaian. 

BP.097 Supplier Appraisal Supplier Appraisal merupakan praktik mengidentifikasi 

dan menilai kelayakan calon pemasok untuk memastikan 

kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pengadaan 

yang telah direncanakan. Penilaian dilakukan dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek yang menunjukkan 

kesiapan dan kesesuaian pemasok terhadap persyaratan 

perusahaan. 

BP.111 Electronic 

Technical Orders and 

Product Specifications 

Electronic Technical Orders and Product Specifications 

merupakan praktik penggunaan sistem digital untuk 

menyusun dan mengelola spesifikasi teknis produk serta 

informasi pendukungnya. Praktik ini memastikan bahwa 
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perubahan spesifikasi terdokumentasi dan terintegrasi 

dengan sistem pengelolaan produk sehingga mendukung 

evaluasi kondisi produk, meningkatkan efisiensi proses, 

serta menghasilkan penghematan biaya. 
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4. Tabel Kutipan Key Performance Indicator (KPI) ISO 20400:2017 

Klausul Kategori Kutipan Key Performance Indicator (KPI) Dimensi 

 

7.1.1 Membangun dari 

proses yang sudah 

ada 

One Procurement to Pay merupakan platform yang 

mengintegrasikan beberapa aktivitas fungsi di korporasi 

yakni Fungsi Procurement, Shared Services, Enterprise 

IT, Legal, Finance, HSSE, dan User termasuk kaitannya 

dengan vendor. Melalui platform digital ini, Pertamina 

Grup mengintegrasikan fungsi terkait dan 127 aplikasi 

dalam suatu Digital Platform Pipeline sehingga 

semuanya bisa terpantau secara waktu nyata dan 

berlangsung sesuai proses bisnis yang seharusnya serta 

sejalan dengan ketentuan yang berlaku dan mengurangi 

human error yang dapat berpotensi korupsi (Page.237). 

Kemampuan mengintegrasikan 

prinsip keberlanjutan ke dalam 

proses pengadaan yang sudah ada 

tanpa menciptakan proses paralel. 

Membangun dari 

proses yang sudah 

ada 

 

7.2.1 Perencanaan  Pelibatan vendor disertai asesmen lingkungan dan sosial, 

untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, 

hukum, dan hal-hal yang diatur dalam kontrak, serta 

dukungan pada pencapaian aspirasi sesuai Kebijakan 

Keberlanjutan Pertamina Grup, yakni menjadi 

perusahaan ramah lingkungan, memiliki tanggung jawab 

sosial, serta tata kelola yang baik. Asesmen dilakukan 

antara lain terhadap vendor baru yang berjumlah 105 

perusahaan di 2024, atau 2,8% dari total pemasok baru 

tahun 2024 (Page.203). 

Kemampuan menginisiasi program 

kerja kolaboratif dengan pemangku 

kepentingan  untuk menetukan 

kritria keberlanjutan 

Mengintegrasikan 

elemen utama  
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Klausul Kategori Kutipan Key Performance Indicator (KPI) Dimensi 

 

7.2.2 Evaluasi yang dilakukan, Perseroan memastikan setiap 

kontraktor, mitra, dan pemasok telah menerapkan proses 

produksi yang berorientasi pada tujuan mengurangi 

emisi GRK maupun non-GRK, memanfaatkan sumber 

daya alam yang berorientasi pada daur ulang, 

melestarikan sumber daya air, mengurangi dampak zat 

kimia terhadap lingkungan, kesehatan 

mempertimbangkan manusia dan melestarikan dan 

lingkungan, keanekaragaman hayati, menyediakan 

produk dan layanan yang menciptakan nilai (Page.203). 

Kemampuan menilai resiko 

keberlanjutan dengan melibatkan 

pihak yang memiliki pengetahuan  

Menilai risiko 

keberlanjutan 

(termasuk peluang) 

 

7.2.3 

- 

Kemampuan menerapkan analisis 

biaya yang mempertimbangkan 

biaya sepanjang daur hidup barang 

atau jasa. 

Menganalisis biaya 
 

7.2.4 End to end source to payment process, mulai dari 

perencanaan kebutuhan, pengadaan, hingga proses 

pembayaran secara terintegrasi, streamlined, sekuensial, 

dan digital menyeluruh. Penerapan aplikasi ini akan 

dapat menggantikan 127 aplikasi berbeda yang 

digunakan dari proses source to payment di holding dan 

seluruh subholding (Page.247). 

Kemampuan mengumpulkan dan 

memanfaatkan informasi internal 

perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan bisnis dalam proses 

pengadaan. 

Menganalisis 

kebutuhan 

perusahaan 
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Klausul Kategori Kutipan Key Performance Indicator (KPI) Dimensi 

 

7.2.5   Kemampuan menilai resiko 

keberlanjutan dan  

mempertimbangkan aspek teknis, 

budaya kepatuhan, lokasi sumber, 

dan struktur rantai pasok dalam 

analisis pasar. 

Menganalisis pasar 
 

7.2.6 Pelibatan vendor disertai asesmen lingkungan dan sosial, 

untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, 

hukum, dan hal-hal yang diatur dalam kontrak 

(Page.203). 

Kemampuan mengintegrasikan 

pertimbangan keberlanjutan ke 

dalam strategi mencari dan memilih 

pemasok. 

Melengkapi strategi 

pemasok 

 

Asesmen dilakukan antara lain terhadap vendor baru 

yang berjumlah 105 perusahaan di 2024, atau 2,8% dari 

total pemasok baru tahun 2024 (Page.203).   

 

7.3.1 Mengintegrasikan 

persyaratan 

keberlanjutan ke 

dalam spesifikasi  

Asesmen lingkungan dilakukan dengan dengan 

menerapkan Kebijakan  Procurement, melakukan 

pengadaan yang bertanggung jawab, serta menggunakan 

sistem manajemen yang meminimalkan dampak 

operasional terhadap lingkungan (Page.203). 

Kemampuan menetapkan dan 

mendokumentasikan kriteria 

keberlanjutan dalam dokumen 

pengadaan an pengambilan 

keputusan  

Menentukan kriteria 

pengadaan 
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Klausul Kategori Kutipan Key Performance Indicator (KPI) Dimensi 

 

7.3.2 Kontraktor/pemasok/vendor diwajibkan menerapkan 

Sistem Kerja Manajemen Keselamatan (SMK3), sesuai 

peraturan dan Kesehatan perundang- undangan, standar 

internasional (ISO/OHSAS/ISRS), dan kebijakan/aturan 

Pertamina Grup. Seluruh persyaratan aspek SMK3 

dievaluasi berdasarkan Pedoman Contractor Safety 

Management System (CSMS) Perseroan (Page.135). 

Kemampuan menetapkan 

persyaratan fisik, kinerja dan 

fungsional  secara rinci sesuai 

karakteristik barang atau jasa. 

Memilih jenis 

persyaratan 

 

7.3.3 Pertamina Grup menyelenggarakan 87 klinik pelatihan 

(coaching clinic) kepada 10.410 kontraktor, mitra, dan 

pemasok, sehingga mereka dapat mengetahui alur dan 

prosedur untuk penerbitan sertifikat CSMS/CHESM 

sebagai syarat mengikuti tender (Page.138). 

Kemampuan menetapkan 

persyaratan minimum keberlanjutan 

sebagai ambang batas penerimaan 

pemasok serta persyaratan tambahan 

yang diperlukan  

Menerapkan 

persyaratan 

minimum dan 

persyaratan 

tambahan 

 

7.3.4 Pengembangan diwujudkan dengan resertifikasi 

integrasi mutu HSSE dan Anti Penyusupan, menambah 

ruang lingkup sertifikasi ISO 37001 SMAP dari tiga 

fungsi menjadi 9 fungsi yang dianggap memiliki risiko 

penyuapan yang tinggi, yakni kepatuhan, risiko, 

pengadaan, barang/jasa, keuangan, komunikasi, CSR, 

pemangku kepentingan, anggaran, dan kepegawaian 

(Page.238). 

Kemampuan memanfaatkan tanda, 

label, atau sertifikasi sebagai sumber 

informasi penetapan persyaratan 

keberlanjutan. 

Mencari informasi 

untuk menetapkan 

persyaratan 
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Klausul Kategori Kutipan Key Performance Indicator (KPI) Dimensi 

 

7.3.5 Setiap tahun, Pertamina Grup melakukan evaluasi 

kinerja  

kontraktor/vendor/mitra kerja. Evaluasi meliputi antara 

lain  

pemenuhan hak-hak dan kesejahteraan pekerja, termasuk  

pelatihan, ketersediaan akomodasi, serta memastikan  

tidak ada praktik-praktik perbudakan modern, dan  

pengelolaan dampak sosial pelaksanaan proyek terhadap  

masyarakat. Evaluasi dilakukan Fungsi Pengguna dan  

Fungsi Procurement dengan metode sesuai ketentuan  

dalam TKO No. B3.4-02/130200/2023-S9, kecuali  

Subholding Upstream yang mengacu kepada ketentuan  

Pedoman Tata Kerja (PTK-007) dari SKK Migas 

(Page.203) 

Kemampuan memverifikasi 

pemenuhan persyaratan 

keberlanjutan melalui prosedur 

evaluasi yang ditetapkan dalam 

dokumen tender(berupa tinjauan 

dokumentasi, pengujian, inspeksi, 

audit, sertifikasi, atau sistem 

manajemen.) 

Evaluasi persyaratan 

keberlanjutan 

 

7.4.1 Memilih Pemasok Asesmen sosial dilaksanakan melalui pemeriksaan 

kelengkapan administrasi terkait aspek HAM dan 

ketenagakerjaan; keselamatan dan kesehatan kerja 

(K3)/Contractor Safety Management System (CSMS). 

Setiap tahun, Pertamina Grup melakukan evaluasi 

kinerja kontraktor/vendor/mitra kerja (Page.203). 

Kemampuan menilai inetgritas dan 

kepatuhan pemasok  

Nilai Kapasitas 

Pemasok 
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Klausul Kategori Kutipan Key Performance Indicator (KPI) Dimensi 

 

7.4.2 Untuk membangun komitmen bersama pada penerapan 

CSMS/CHESM, Pertamina Grup menyelenggarakan 87 

klinik pelatihan (coaching clinic) kepada 10.410 

kontraktor, mitra, dan pemasok, sehingga mereka dapat 

mengetahui alur dan prosedur untuk penerbitan sertifikat 

CSMS/CHESM sebagai syarat mengikuti tender 

(Page.138) 

Kemampuan menetapkan kriteria 

prakualifikasi dengan 

mempertimbangkan risiko 

keberlanjutan 

Prakualifikasi 

Pemasok 

 

7.4.3 Ketersediaan data pengadaan yang transparan dan 

ketersediaan data pengadaan yang tersinkronisasi pada 

multi klien SAP Pertamina Grup (Page.247). 

Kemampuan menilai Kemampuan 

transparansi kriteria evaluasi 

Mengelola Tender 
 

Untuk membangun komitmen bersama pada penerapan 

CSMS/CHESM, Pertamina Grup menyelenggarakan 87 

klinik pelatihan (coaching clinic) kepada 10.410 

kontraktor, mitra, dan pemasok, sehingga mereka dapat 

mengetahui alur dan prosedur untuk penerbitan sertifikat 

CSMS/CHESM sebagai syarat mengikuti tender 

(Page.138). 
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Klausul Kategori Kutipan Key Performance Indicator (KPI) Dimensi 

 

7.4.4 Langkah yang dijalankan adalah memastikan kontraktor, 

mitra, maupun pemasok mematuhi serta melaksanakan 

seluruh persyaratan HSE yang tertuang di dalam kontrak 

kerja tanpa pengecualian, di antaranya Contractor Safety 

Management System (CSMS) maupun Contractor of 

Health and Environment Safety Management (CHESM) 

(Page.138). 

Kemampuan mendorong pemasok 

memenuhi seluruh persyaratan 

keberlanjutan yang telah tercantum 

dalam kontrak 

Pemberian Kontrak 
 

Berdasarkan evaluasi 2024, terdapat 182 pemasok yang 

memperoleh sanksi Hitam, 25 pemasok yang 

memperoleh sanksi Merah, serta 21 pemasok yang 

memperoleh sanksi Kuning. Sanksi dijatuhkan berupa 

penerbitan surat sanksi kategori Hitam, Merah, dan 

Kuning. Pemberian surat sanksi berimplikasi pada 

kesertaan dalam pengadaan barang/jasa di Pertamina 

Grup (Page.204). 

 

Pemberian pemahaman praktik bisnis beretika juga 

disampaikan secara implisit dalam talkshow pada 

peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2024 yang 

dilaksanakan pada 26 November 2024 yang dihadiri oleh 

1.420 Pekerja PWT/PWTT/TAD/TKJP holding, 

subholding, dan Anak Perusahaan Services (Page.232). 
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Klausul Kategori Kutipan Key Performance Indicator (KPI) Dimensi 

 

7.5.1 Mengelola Kontrak Kami juga senantiasa memberikan pemaparan dan 

sosialisasi mengenai topik-topik keberlanjutan yang 

diterapkan dalam rantai pasokan dan rantai nilai 

perusahaan kepada kontraktor/vendor/mitra kerja dalam 

acara Vendor Day. Pelaksanaan Vendor Day 2024 pada 

tanggal 11 Juli 2024 untuk sosialisasi kebijakan dan 

kepatuhan regulasi kepada kontraktor/vendor/ mitra 

kerja, sehingga memiliki integritas, kapabilitas dan 

kredibilitas dalam mendukung operasional Pertamina 

Grup, termasuk penerapan procurement (Page.205). 

kemampuan mengukur kualitas 

hubungan dan efektivitas 

komunikasi dengan pemasok 

Mengelola 

Hubungan  

 

Investor sebagai entitas yang berperan dalam menunjang 

penyediaan pendanaan untuk pertumbuhan Perseroan, 

sehingga diperlukan komunikasi dua arah untuk 

membangun kepercayaan (Page.227). 

 

7.5.2 Setiap tahun, Pertamina Grup melakukan evaluasi 

kinerja kontraktor/vendor/mitra kerja. Evaluasi meliputi 

antara lain pemenuhan hak-hak dan kesejahteraan 

pekerja, termasuk pelatihan, ketersediaan akomodasi, 

serta memastikan tidak ada praktik-praktik perbudakan 

modern, dan pengelolaan dampak sosial pelaksanaan 

proyek terhadap masyarakat (Page. 203). 

kemampuan mendorong dan menilai  

pemasok untuk menerapkan seluruh 

persyaratan keberlanjutan sejak awal 

hingga akhir kontrak 

Menerapkan Kontrak 
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Klausul Kategori Kutipan Key Performance Indicator (KPI) Dimensi 

 

7.5.3 Pertamina Grup menerapkan Process Safety Asset 

Integrity Management System (PSAIMS) sebagai 

panduan bagi holding, subholding, beserta unit 

operasi/unit bisnis di dalamnya, kontraktor, mitra kerja, 

maupun pemasok dalam mengelola risiko keselamatan 

proses (Page.140). 

Kemampuan menyesuaikan rencana 

kontrak dengan target keberlanjutan 

dan manajemen resiko kontrak  

Rencana Manajemen 

Kontrak 

 

7.5.4 Berdasarkan evaluasi 2024, terdapat 182 pemasok yang 

memperoleh sanksi Hitam, 25 pemasok yang 

memperoleh sanksi Merah, serta 21 pemasok yang 

memperoleh sanksi Kuning. Sanksi dijatuhkan berupa 

penerbitan surat sanksi kategori Hitam, Merah, dan 

Kuning. Pemberian surat sanksi berimplikasi pada 

kesertaan dalam pengadaan barang/jasa di Pertamina 

Grup (Page.204). 

Kemampuan menilai kepatuhan 

pemasok terhadap persyaratan 

keberlanjutan dan penanganan 

konflik  

 Kinerja dan 

Hubungan 

 

7.5.5 Untuk membangun komitmen bersama pada penerapan 

CSMS/CHESM, Pertamina Grup menyelenggarakan 87 

klinik pelatihan (coaching clinic) kepada 10.410 

kontraktor, mitra, dan pemasok, sehingga mereka dapat 

mengetahui alur dan prosedur untuk penerbitan sertifikat 

CSMS/CHESM sebagai syarat mengikuti tender 

(Page.138). 

Kemampuan merancang dan 

menyediakan wadah inisiatif dan 

meelakukan program untuk 

mendukung berbagai isu 

keberlanjutan 

Inisiatif bersama 

pelanggan pemasok 
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Klausul Kategori Kutipan Key Performance Indicator (KPI) Dimensi 

 

7.5.6   Kemampuan menyusun kerjasama 

strategis dengan pihak lain untuk 

memberikan perbaikan dan 

dukungan kapasitas kepada pemasok 

yang gagal 

Mengelola 

Kegagalan Pemasok 

 

7.5.7   Kemampuan mengoptimalkan 

strategi akhir masa pakai serta 

Kemampuan mengintegrasikan 

konsep Life Cycle Costing (LCC) 

Mengelola 

Pembuangan dan 

Akhir Masa Pakai 

 

7.6 Meninjau dan 

Mempelajari Kontrak 

  Kemampuan menyusun dokumen 

evaluasi pasca kontrak dengan 

mempertimbangkan aspek kinerja 

dan risiko sebagai dasar perbaikan 

masa depan 

Meninjau dan 

Mempelajari 

Kontrak 
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